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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkanب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج jim J je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ـﻫ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
xHamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒْﻴَﻛ : kaifa
 َلْﻮَﻫ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْﻰـ
fath}ah dan wau au a dan u َْﻮـ
xi
Contoh:
 َتﺎَﻣ : ma>ta
ﻰَﻣَر : rama >
 َﻞْﻴِﻗ : qi>la
 ُتُْﻮَﳝ : yamu>tu
4. Ta>’ marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَر ُ◌ َﻷا ِلﺎَﻔْﻃ : raud}ah al-at}fa>l
ﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤَْﻟا ُ◌ﺔَﻠِﺿﺎَﻔَْﻟا ُ◌ : al-madi>nah al-fa>d}ilah
 ِْﳊَاﺔَﻤْﻜ ُ◌ : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d ( ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:






fath}ah dan alif atau ya>’ َ ...ا َ... |ى
d}ammah dan wau ـُﻮ
a>
u>
a dan garis di atas
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas
u dan garis di atas
ﻰـ
xii
 َﺎﻨْﻴﱠَﳒ : najjaina >
 ّﻖَْﳊَا ُ◌ : al-h}aqq
 ﱢﻌُـﻧ َﻢ : nu“ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.
Contoh:
 ﱞﻰِﻠَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱞﰉَﺮَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-).
Contoh:
 ْﻤﱠﺸَﻟا ُﺲ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔََﻟﺰْﻟﱠﺰَﻟا ُ◌ : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴْﻠَﻔَْﻟا ُ◌ : al-falsafah
 ُدَﻼﺒَْﻟا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
xiii
Contoh:
 َْﺄﺗ َنْوُﺮُﻣ : ta’muru>na
 ُعْﻮﱠـﻨَﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ُﻦْﻳِد ِﷲا di>nulla>h ِﺎﺑ ِﷲ billa>h
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ُﻫ ْﻢ ِْﰲ ِﺔَْﲪَر ِﷲا hum fi> rah}matilla>h
xiv
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d,
Nas}r H{ami>d Abu>)
xv
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4




NIM     : 80100210055
Judul    : Hubungan Islam dan Negara (Studi Pemikiran Politik Munawir Sjadzali)
Pokok masalah penelitian ini adalah hubungan Islam dan negara (studi
pemikiran politik Munawir Sjadzali). Kemudian diuraikan dalam sub masalah, yaitu
1) Bagaimana corak pemikiran politik Munawir Sjadzali ? 2) Bagaimana hubungan
Islam dan negara dalam pandangan Munawir Sjadzali? 3) Bagaimana kontribusi
pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap perpolitikan di Indonesia ? Penelitian
ini bertujuan. 1)Untuk memahami corak pemikiran politik Munawir Sjadzali.
2) Untuk menelusuri lebih jauh alam pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang
keterkaitan antara Islam dan negara. 3) Untuk mengetahui kontribusi pemikiran
politik Munawir Sjadzali terhadap perpolitikan di Indonesia.
Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif yang bercorak deskriptif. Jenis penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat berkaitan dengan
pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan negara. Pendekatan
yang digunakan adalah Pendekatan sosiologis, Pendekatan historis, Pendekatan
kebudayaan dan Pendekatan filosofis. Kajian kepustakaan ini menggunakan dua
sumber data, yaitu sumber data primer dan  sumber data sekunder. Data yang
terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisa filsafat.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa corak pemikiran
politik Munawir Sjadzali sebagian besar diekspresikan dalam agenda reaktualisasi
Islam, mempunyai kontribusi besar dalam mengembangkan makna baru politik
Islam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran politik yang
dibangun oleh Munawir Sjadzali adalah bersifat substansialistik yang berorentasi
pada nilai-nilai musyawarah (syu>ra), keadilan (‘Adl) dan persamaan (mu>sawa>h).
Munawir Sjadzali berpandangan bahwa terdapat tiga aliran tentang hubungan
antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam
bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut
hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang
sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia
termasuk kehidupan bernegara. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah
agama dalam pengertian Barat, tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.
Aliran ketiga menolak pendapat pertama dan kedua. Munawir Sjadzali menerima
pandangan ketiga dengan alasan. Aliran yang percaya bahwa di dalam Islam terdapat
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seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara
seperti yang ditemukan dalam al-Qur’an  memiliki kelenturan dalam pelaksanaan
dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu
zaman dengan zaman lainnya, antara satu budaya dengan budaya yang lain.
Kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap pemikiran politik di
Indonesia khususnya kepada umat Islam pada umumnya sangat besar. Seperti
halnya: Dilihat dari aspek sosial, Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama pernah
mengurungkan dukungannya terhadap proyek H.B. Jassin seorang kritikus sastra
Indonesia terkemuka  pertama yang menerjemahkan al-Qur’an ke dalam Bahasa
Indonesia yang puitis, Pembenahan IAIN, Asas Pancasila Tunggal Pancasila,
Penyempurnaan SKB Tiga Menteri 1975; Undang-Undang Peradilan Agama, Proyek
Kompilasi Hukum Islam; Gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam dan lain-lain.
Adapun implikasi penelitian adalah penulis menyarankan agar perlu
memahami corak pemikiran politik Munawir Sjadzali. Perlunya memahami
pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan negara, khususnya
di Indonesia sebagai bahan kajian pemikiran politik Islam sehingga mampu
melahirkan paradigma baru dalam mengkaji realitas sosial keummatan. Perlunya
juga memahami kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap




A. Latar Belakang Masalah
Sejarah telah mengukir dengan tinta emasnya bahwa sejak pertama kali
diperkenalkan dan disyiarkan, Islam dari hari ke hari terus berkembang dan meluas
seantero dunia. Lantaran kelahiran Islam, memang semata-mata ditujukan untuk
seluruh umat manusia agar dapat mewujudkan perdamaian, keselamatan,
kesejahteraan dan kebahagian yang hakiki, di dunia dan akhirat.
Menurut ajaran Islam, manusia yang diberikan amanat oleh Allah untuk
menjadi khalifah-Nya di bumi, harus dapat menciptakan kemashlahatan bagi sesama
makhluk Allah; artinya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tidak boleh
merugikan atau menyakiti pihak lain dengan cara menegakkan aturan Allah. Itulah
wujud rahmat dari agama Islam. Seperti yang dinyatakan oleh Allah swt. dalam Q.S
al-Anbiya>’/21: 107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi
rahmat bagi semesta alam.1
Islam merupakan ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan. Agama
Islam merupakan merupakan kekuatan yang pokok dalam perkembangan umat,2
misalnya perkembangan  politik  hingga dewasa ini. Itulah sebabnya, dimensi
politik dalam ajaran Islam merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian
banyak orang, baik dalam masyarakat yang telah maju, berkembang maupun yang
terbelakang. Dengan demikian, ajaran Islam yang mencakup berbagai dimensi
1Departemen Agama RI., Al-Qur’an Terjemahnya (Cet. II; Jakarta: Lembaga Penyelenggara
Pertenjemah, 2010), h. 508.
2H. A. Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Cet. I; Bandung : Mizan,
1991).
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2(multi dimensional) senangtiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan
tidak pernah mengenal istilah ketinggalan zaman.
Pemikiran politik Islam berkembang secara luas tidak lain karena berbagai
peristiwa penting sejak Rasulullah saw. hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai
hubungan sosial dijabarkan oleh Rasulullah saw. yang menyangkut kehidupan
internal umat Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam
membangun Madinah. Praktik kehidupan Rasulullah saw. bersama sahabatnya di
Madinah telah membuka jalan baru bagi umat Islam untuk mengambil substansi
ajaran sosial dan politik. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasulullah saw.
bersama komunitas Madinah yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun
Madinah dalam pluralitas. Tidak lain, Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama
yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam
perjanjian bersama.3
Peristiwa penting yang muncul setelah wafatnya Rasulullah saw., yakni
pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin yang membicarakan siapa
pengganti Rasulullah saw. di Saqifah. Sehingga pada gilirannya menjadi perdebatan
sengit di kalangan pemikir politik Islam tentang siapa yang berhak menggantikan
Rasulullah saw. dalam kepemimpinan agama dan politik. Permasalahan awal setelah
wafatnya Rasulullah saw. tentang siapa pengganti Rasulullah saw. membuktikan
bahwa sejak awal karakter yang diperlihatkan umat Islam begitu serius dalam
membicarakan persoalan politik sehingga antara kaum Anshar dan Muhajirin begitu
alot berdebat di Saqifah Bani Sa’idah karena masing-masing kelompok merasa layak
menjadi pengganti Rasulullah saw..
3Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Cet. I;  Jakarta: Erlangga, 2008), h. 26.
3Berbagai peristiwa politik dalam proses penggantian kekuasaan yang
diperlihatkan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, ‘Utsman bin Affan dan Ali> bin
Abi> Tha>lib. Proses pergantian kekuasaan tersebut masing-masing berbeda di periode
kekuasaan. Abu Bakar dipilih dengan jalan musyawarah terbatas antara kelompok
Anshar dan Muhajirin, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar  Siddiq, Utsman bin Affan
menjadi khalifah berdasarkan musyawarah tim formatur dan Ali> bin Abi> Tha>lib
menjadi khalifah dalam situasi politik yang terpecah-pecah dan dibaiat oleh sebagian
kelompok umat Islam telah memunculkan perdebatan tentang mekanisme yang
seharusnya dilakukan untuk mengganti penguasa. Perdebatan ini menyangkut
mekanisme dan sistem politik yang dipraktekkan oleh Islam. Yang paling
menegangkan dalam sejarah Islam adalah peristiwa tahkim yang terjadi antara Ali>
dan Mu’awiyah bin Abi> Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan
umat Islam.
Perebutan kekuasaan antara Ali> bin Abi> Tha>lib dengan Mu’awiyah bin Abi>
Sufyan telah melahirkan persoalan teoligis yang sangat kuat (kafir dan
mengkafirkan). Lahirlah aliran-aliran teologi yang sebelumnya tidak pernah ada di
masa Rasulullah saw. dan al-khulafa al-Rasyidun, seperti Khawarij, Mu’tazilah, Ahl
Sunnah Wal Jama’ah dan Murj’iah.4
Berdasarkan peristiwa tersebut yang terjadi di kalangan umat Islam telah
melahirkan pemikiran-pemikiran politik di masa selanjutnya yang merupakan
respons terhadap peristiwa dan hasil refleksi para pemikir politik Islam seperti Ibn
Abi> Ra>bi’ hidup pada abad ke-9 ; al-Fara>bi (870-950), al-Mawardi (947-1058); Imam
al-Ghaza>li (1058-1111); Ibn Taimiya>h  (1263-1328) dan Ibn Khaldun (1332-1406).
4Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan (Cet. V;
Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1986), h. 9.
4Berbagai tulisan para teoretis  di atas, dapat diketahui bahwa para pemikir
ini, baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan tujuan dibentuknya suatu
negara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia belaka,
melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan ruhaniyah dan ukhrawiyah. Untuk
kepentingan ini, agama ditempatkan sebagai fondasi dari kehidupan kenegaraan,
baik yang menyangkut pelaku rakyat maupun para penguasa. Dari konsep yang
demikian berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan antara
agama dan negara tidak dapat diterima. Syariat dalam Islam bersifat inheren, artinya
al-Qur’an dan Sunah memberikan syariat dan negara memperkuatnya. Keadaan
tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan dilembagakannya negara Islam atau
setidaknya, ada partai politik yang membawa misi ini dalam pemerintahannya.
Bahkan seorang Sayyid Qutub dari kalangan revivalis Islam mengatakan
bahwasanya negara atau masyarakat yang tidak mendasarkan hidupnya atas dasar
syariat Islam dikatakan sebagai “negara jahil” atau “masyarakat jahili” dan
karenanya termasuk Da>r al-Ha>rb (wilayah perang) bukan Da>r al-Sala>m (wilayah
perdamaian).5
Pemikiran para teoretisi itu kemudian memperoleh vitalitasnya dan
direstorasi kembali setelah sekian lama kehidupan politik umat Islam tenggelam
dalam kehancuran ditambah dengan datangnya cengkeraman kolonial Eropa di
hampir seluruh bumi umat Islam. Di antara para reformer dan revival ini adalah
Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh ( 1845-1905),
Rasyid Ridha (1865-1935), Hasan al-Banna dan sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimun
seperti Sayyid Quthb dari Mesir. Di anak benua India, Syah Wali Allah (1703-1762),
5Herry Nurdi, Perjalanan Meminang Bidadri (Cet. 1; Jakarta: Lingkar Pena Publishing House,
2011), h. 44.
5Sayyid Ahmad Syahid (1787-1831), Muhammad Iqbal (1873-1938) dan Abu> A’la
Maudu>di (1903-1979).6
Pemikir-pemikir tersebut secara aktif terlibat dalam mengawal umat dengan
pemikiran-pemikirannya, yaitu menempatkan ajaran Islam pada pusat kehidupan
sosial, politik, ekonomi umat. Mereka juga mengajak kaum Muslimin pada ideal-
ideal Islam dan memperingatkan akibat-akibat buruk dan suram sekiranya umat
meninggalkannya. Para teoretisi ini memiliki pemikiran yang Islamis, artinya tidak
memisahkan agama dan negara. Namun demikian, ada teoritisi Muslim yang
cenderung “sekularis” antara lain, Ahmad Lutfi Sayyid, Ali> Abd al-Raziq dan Tha>ha
Husain.7 Ketiga pemikir yang disebut belakangan lebih bercirikan pemikiran Barat
ketimbang Islam. Dalam perkembangannya, baik pemikiran teoretisi dan sayap
Islamis dan “sekularis”, keduanya telah memicu dan merangsang umat Islam untuk
melepaskan diri dari cengkeraman kolonialis Eropa.
Pasang surut perpolitikan praktis atas nama Islam serta upaya  para ulama
klasik maupun cendekiawan dalam menggali dan mengeksploitasi konsep politik dari
sumber utama ajaran Islam merupakan salah satu bahan kajian yang sangat menarik.
Kreatifitas umat dalam menggunakan berbagai konsep tersebut dalam menghadapai
berbagai tantangan kultural dan politik penguasa terhadap nilai Ilahiah yang
ditawarkan Islam untuk berpolitik serta peran ulama di dalamnya menjadikan kajian
ini semakin menarik membicarakan konsep negara Islam setelah berakhir sistem
kekhalifahan. Selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum Muslimin tidak
6Muktafi Fahal, Achmad Amir Azis, Teologi Islam Modern (Cet.I; Surabaya: Gitamedia
Press, 1999), h. 117.
7Maryam Jameelah (Margaret Marcus), Islam And Modernism, terj. A. Jainuri dan Syafiq A.
Mughni, Islam dan Moderenisme (Surabaya: Usaha Nasional, 1982 ), h. 193.
6sempat dan tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas,
komprehensif mengenai pelbagai masalah, khususnya masalah kenegaraan.
Pada kurung cukup waktu yang lama, kaum Muslimin secara sengaja
dipisahkan dari agama Islam oleh penjajah Barat dalam proses alinasi masyarakat
Islam dari agamanya itu, kolonialisme Barat melakukan proses peracunan Barat
(westoxication) atas dunia Islam. Sebagian masyarakat Islam kemudian dihinggapi
penyakit kejiwaan yang menganggap Barat segala-galanya.
Dewasa ini, tampaknya kaum Muslim mulai merasakan perlunya kembali
kepada identitas dan khazanah Islam sendiri untuk mewujudkan gerakan Renaissan
Islam.8 Setelah terbukti bahwa imitasi atas segala yang bercorak Barat tidak
memberikan kebahagian lahir dan batin. Para pemimpin dan cendekiawan Muslim
kian menyadari bahwa Islam sebagai wahyu Allah swt. sangat tepat dijadikan
referensi atau rujukan besar yang tidak habis-habisnya ditimba bagi pembinaan
kehidupan manusia lebih damai, adil, tenteram dan sejahtera. Dengan demikian,
tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kaum Muslimin sedang memasuki revolusi
mental dan intelektual untuk menemukan kembali ajaran Islam secara menyeluruh.
Kondisi demikian, umat Islam tidak terlepas dari konsepsi atau wacana masing-
masing tentang sebuah pandangan ideal terhadap hubungan Islam dan negara.
Al-Maudu>di seorang pemikir besar kontemporer menyatakan bahwa Islam
adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang
semua segi kehidupan meliputi moral, etika serta petunjuk di bidang  politik, sosial
dan ekonomi.9 Islam dipahami bukan hanya suatu keyakinan tetapi suatu sistem
8Patrick Bannerman, Islam In Perspective A Guide to Islamic Society, Politic and Law
(London and Newyork : Routledge, 1989), h. 122.
9John L. Esposito, The Oxford Enclopedia of The Modern Islamic World (New York: Oxford
University Press, 1995), h. 79.
7yang lengkap mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh
umat manusia.10 Berbeda dengan pandangan Haikal yang mengatakan bahwa di
dalam al-Qur’an dan sunah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang
langsung berhubungan dengan ketatanegaraan. Namun demikian, kata Haikal,
sungguhpun tidak ditemukan sistem pemerintahan dalam Islam tetapi Islam telah
menetapkan prinsip-prinsip dasar peradaban manusia, seperti halnya demokrasi.
kedua pendapat tersebut, nampaknya terjadi kontradiktif. Pendapat yang satu
menilai agama sebagai sumber segala-galanya, baik yang terkait dengan masalah
muamalah yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya.
Sedangkan pendapat yang kedua menilai, sungguhpun tidak ditemukan secara
langsung, namun terdapat di dalamnya prinsip-prinsip yang paling mendasar.
Akhir-akhir ini, banyak perbincangan mengenai agama dan negara. Salah
satu isu sentral adalah menelusuri tentang hubungan Islam dan negara. Pencarian
konsep tersebut selalu berhubungan pada sejarah pemikiran politik, tidak terkecuali
pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya
pencarian landasan intelektual bagi fungsi dalam peranan pemerintah atau negara
sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan, baik
lahir maupun batin.11
Salah satu yang dihadapkan oleh negara-negara yang mayoritas
masyarakatnya Islam pada pembentukannya adalah mendudukan agama dalam
kehidupan bernegara. Deliar Noer menyatakan Islam setidaknya meliputi dua aspek
10Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1996), h. 135.
11Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik
Islam”, dalam Abu Zahra (ed) Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Relegius di Indonesia (Cet. 1;
Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 43.
8pokok, yaitu agama dan masyarakat atau politik.12 Akan tetapi mengartikulasikan
dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata menjadi problem tersendiri.
Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Dalam
persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia, sering
kali dipandang sebagai lebih dari sekadar agama. Beberapa kalangan menyatakan
bahwa Islam juga dipandang sebagai agama dan negara.13 Sementara itu, hubungan
politik antara Islam dan negara Indonesia sendiri pada sebagian babakan sejarahnya
merupakan cerita antagonistis dalam kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang
tidak harmonis ini disebabkan oleh perbedaan pandangan pendiri republik ini yang
sebagian besar Muslim mengenai Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu
butir terpenting dalam perbedaan adalah apakah negara bercorak Islam atau nasional.
konstruk kenegaraan pertama mengharuskan agar Islam diakui dan diterima sebagai
idiologi negara. Sementara konstruk kenegaraan kedua menghendaki agar Indonesia
didasarkan atas Pancasila sebagai idiologi.
Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sebagai negara dalam proses
perumusan konsep dasar tata hubungan masyarakat, memberi petunjuk sangat jelas
tentang perbedaan antara pemerintah dan umat Islam. Adapun perbedaan tersebut
menyangkut tentang idiologi sosial sebagai sumber pola hubungan sosial. Bagi umat
Islam, idiologi merupakan terjemahan langsung dari akidah Islam. Sementara
pemerintah meletakan pada akar sejarah budaya.14
12Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Cet. 8; Jakarta: LP3ES,
1996), h. 1.
13Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencaturan
Konstituante (Cet.1; Jakarta: LP3ES,1996 ), h. 15.
14Abdul Munir Mulkhan, Perubahan Prilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987
dalam Perspektif Sosiologis ( Cet. 1; Jakarta: Rajawali, 1989), h. 3.
9Islam masuk ke Indonesia melalui pendekatan kultur dan intelektual, nilai-
nilai Islam yang ditawarkan pada masyarakat nusantara dikemas menjadi sebuah
sistem budaya yang kemudian dicari dan berartikulasi dengan budaya nusantara.15
Sesuai pengalaman masyarakat Indonesia dalam berbangsa, akar budaya tersebut
diartikulasikan dalam rumusan filosofis Pancasila. Berdasarkan konsep idiologi
sosial Indonesia adalah Pancasila. Strukturisasi konsep idiologi tersebut disusun
dengan rumusan secara agak berbeda umat Islam.16 Dari perbedaan tersebut,
muncullah ketegangan antara keduanya.
Perbedaan pandangan hubungan Islam dan negara,17 khususnya setelah
kemerdekaan ketika masa pembentukan konstitusi negara Indonesia, secara lebih
nyata dapat dilihat ketika terjadi suatu polemik pada awal 1940-an, polemik itu
telah menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama
dan negara saling curiga antara Islam politik dengan negara. Kekalahan yang dialami
bukan saja pada bidang politik melainkan berimplikasi pada kerentanan umat dalam
kehidupan sosial ekonomi. Konflik tersebut nampaknya dapat ditekan sampai titik
paling lemah, sesudahnya pada konflik secara terbuka.
Berkembangnya sikap saling curiga dan permusuhan politik inilah yang
diredusir oleh tokoh intelektual generasi baru tahun 70-an dan 80-an dengan salah
satu tujuan mengembangkan format baru politik Islam yang dianggap sesuai dengan
konstruk idiologis negara kebangsaan Indonesia. Kemudian Munawir Sjadzali
15Tabrani dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme dan Budaya Politik (Cet.I; Yogyakarta: SI
Press, 1994), h. 173.
16Umat Islam menempatkan Pancasila dalam perspektif agamanya (Islam) sementara
pemerintah meletakkan konsep sosial Islam dalam perspektif Pancasila, op. cit., h. 4.
17Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta:
Pustaka  Pelajar, 2002), h. 144.
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muncul tahun 80-an dengan mengembangkan pikiran-pikirannya tentang keagamaan,
juga bagaimana pikiran-pikiran itu membentuk gagasan politik.
Hal itu dapat dilihat dari pandangannya mengenai “negara Pancasila bukan
negara agama”, juga menjadi tafsiran baru pemerintahan Orde Baru. Munawir
Sjadzali menyatakan sebuah negara dapat dikatakan negara agama, apabila terdapat
tiga unsur. Kalau salah satunya terdapat dalam satu unsur maka negara tersebut
dikatakan negara agama atau negara teokrasi. Ketiga unsur tersebut adalah Pertama,
negara mempunyai ajaran resmi atau negara agama. Kedua, sumber hukum negara
adalah kitab suci dari agama resmi/negara. Ketiga, pimpinan negara berada di tangan
tokoh-tokoh agama karena ketokohan agamanya.
Berdasarkan deskripsi di atas, pemikiran Islam tentang suatu negara, juga
terjadi di negara-negara Muslim lainnya, termasuk di Indonesia yang sampai saat ini
masih saja tetap menjadi aktual dalam wacana pemikiran Islam. Itulah sebabnya,
perbincangan antara hubungan agama dan negara tidak pernah berhenti
diperdebatkan dan sulit menemukan titik persamaan sebab masing-masing
menganggap konsepsi yang ditawarkan benar dan sangat tepat untuk setiap zaman.
Dengan demikian, salah satu tokoh yang menarik untuk dikaji pemikiran politiknya
tentang hubungan Islam dan negara adalah Munawir Sjadzali.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang dibahas dalam
tesis ini adalah bagaimana pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan
Islam dan negara ?
Permasalahan pokok dalam tesis tersebut, dapat diuraikan dalam sub masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana corak pemikiran politik Munawir Sjadzali ?
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2. Bagaimana hubungan Islam dan negara dalam pandangan Munawir Sjadzali?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap
perpolitikan di Indonesia ?
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan
Tesis ini berjudul hubungan Islam dan Negara (Studi Pemikiran Politik
Munawir Sjadzali). Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian judul
tersebut maka perlu dijelaskan pengertiannya.
Islam adalah agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah swt. melalui
utusannya Muhammad saw. yang ajarannya terdapat dalam kitab suci al-Qur’an dan
sunah dalam bentuk perintah, larangan dan petunjuk untuk kebaikan manusia, baik
di dunia maupun akhirat.18 Sedangkan negara adalah suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang
menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik
dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga
berhak menentukan tujuan nasional.19
Studi pemikiran politik adalah suatu kajian yang membicarakan tentang
segala ide dan gagasan yang berkaitan dengan konsep dan sistem politik serta
penyelenggaraan suatu negara.
Berdasarkan definisi tersebut maka maksud dari pengertian judul tesis ini
adalah suatu kajian yang membahas atau membicarakan tentang segala ide dan
gagasan Munawir  Sjadzali yang berkaitan dengan hubungan Islam dan negara.
18Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid 5 (Cet. 4; Jakarta : Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1997), h. 246.
19Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia ( Cet.II; Jakarta: 1998 ), h. 610.
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Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini adalah mengkaji lebih jauh corak
pemikiran politik Munawir Sjadzali. Melalui karya-karya Munawir Sjadzali, penulis
melakukan analisis terkait dengan pandangannya tentang hubungan Islam dan negara
serta kontribusi pemikiran politiknya terhadap perpolitikan di Indonesia.
D. Tinjauan Pustaka
Dalam pembahasan tesis ini, penulis telah berupaya menelusuri dan mengkaji
terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah khususnya menyangkut hasil penelitian
yang terkait dengan judul penelitian ini. Penulis belum menemukan upaya penelitian
yang serius dan fokus mengkaji atau membahas pemikiran politik Munawir Sjadzali
tentang hubungan Islam dan negara. Namun terkait dengan itu, secara umum,
penulis temukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah ini, diantaranya:
1. Nihayah, M. menulis tesis dengan judul Sejarah Pemikiran Islam Indonesia
(Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid), tesis Program
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2002. Dalam tesis tersebut membahas
tentang salah satu tokoh sentral yang memberikan kontribusi pemikiran
tentang Islam dan kebangsaan adalah Nurcholish Madjid.
2. Nurkhalis A. Ghaffar, menulis tesis dengan judul Pemikiran Politik Hamka
dan Peranannya dalam Pengembangan Islam di Indonesia, tesis Program
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2003. Dalam tesis tersebut juga
membahas tentang hubungan Islam dan nasionalisme dalam pandangan buya
Hamka.
3. Karnuse Serang, menulis tesis dengan judul Pandangan Soekarno tentang
Islam Demokrasi dan Nasionalisme, tesis Program Pascasarjana, UIN
Alauddin Makassar, 2005. Ia menulis dengan pendekatan historis dan
sosiologis. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Soekarno sangat
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kritis dalam memaknai Islam baik secara tekstual maupun kontekstual.
Begitu pun juga tentang demokrasi dan nasionalisme.
4. M. Sahrir juga menulis tesis tentang Studi Atas Pemikiran Hukum Islam
Menurut Munawir Sjadzali, tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,
2008. Dalam tesis tersebut membahas tentang pandangan dan metodologi
pemikiran Munawir Sjadzali. Sumbangsihnya dalam pemikiran hukum Islam
serta posisi dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam
kontemporer di Indonesia.
5. Karya Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi tentang
Percaturan dalam Sidang Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996). Dalam buku
ini, Syafi’i Ma’arif membicarakan tentang Islam dan dasar negara di
Indonesia. Terutama membicarakan tentang idiologi antara Islam dan
Pancasila untuk yang kali kedua pasca kemerdekaan. Juga membicarakan
tentang teori negara Islam dengan merujuk pada karya-karaya penulis
Indonesia.
6. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik
Politik Islam di Indonesia. Penulisnya terilhami oleh fenomena yang
mengejutkan bahwa sejak lahirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad
ke-20, negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan Maroko, Pakistan,
Malaysia dan Aljazair, mengalami kesulitan dalam mengembangkan sintesis
antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara di tempat mereka
masing-masing. Karena itu, hubungan politik antara Islam dan negara
ditandai oleh ketegangan yang tajam. bahkan di Indonesia pun, hubungan
politiknya dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik
pemerintahan prisiden Soekarno maupun presiden Soeharto memandang
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partai-partai politik berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang
potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis.
7. M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik
tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Jakarta, Paramadina, 1995. Dalam
buku tersebut dikatakan bahwa dalam dekade 1980-an, telah terjadi berbagai
perubahan sosial sebagai dampak dari kebijakan pembangunan Orde Baru.
Pembangunan tersebut, juga memunculkan lapisan kelas menengah santri
terpelajar, modern dan profesional. Fenomena inilah yang mendorong
kebangkitan intelektualisme Islam, ditandai dengan munculnya pemikiran-
pemikiran keislaman yang memberikan formulasi, Interpretasi dan refleksi
terhadap persoalan kemasyarakatan dalam arti luas, baik dalam bidang
politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Termasuk berbagai corak
pemikiran keislaman yang oleh penulis buku ini, ditipologikan sebagai
pemikir Islam yang bercorak formalistik, substantivistik, tansformatik,
totalistik, idealistik dan realistik. Kebangkitan intelektualisme Islam ini
menimbulkan pergeseran pemikiran dan orentasi perjuangan (aksi) di
kalangan Islam dari “Islam politik” menjadi “Islam kultural” yang berdampak
membaiknya hubungan Islam birokrasi Orde Baru pada akhir dekade 1980-an
dan awal 1990-an.
8. Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran
Politik Nurkholish Majid. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004. Dalam buku
tersebut telah dipaparkan latar kesejarahan politik Orde Baru serta wacana
hubungan agama dan negara di Indonesia. Penulis ini, juga membuat potret
deskriptif mengenai pemikiran Nurkholish Madjid tentang Islam dan negara
dalam sistem politik Indonesia pasca Soeharto.
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9. Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru. Jakarta,
Gema Insani Press, 1996. Dalam buku tersebut, membahas tentang hubungan
Islam dan negara dalam masa Orde Baru. Kemudian ia membagi sejarah
perkembangan hubungan ini dengan tiga periode, masing-masing periode
antagonistik (1966-1981), resiprokal kritis (1982-1985) dan akomodatif
(1985-1994).
10. M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik. Yogyakarta, Tiara
Wacana Yogya, 1999. Uraian yang disampaikan dalam buku tersebut
merupakan karya terakhir (almarhum) M. Rusli Karim, seorang penulis dan
pemikir yang gigih dan konsisten dengan pemikiran keislamannya sangat
baik dan lugas menginformasikan kepada kita tentang usaha-usaha yang
dilakukan pemerintahan Soeharto untuk meminggirkan Islam dari pentas
politik nasional Indonesia.
11. Moch. Qasim Mathar, Politik dalam Sorotan Ketegangan Antara Pemikiran
dan Aksi. Makassar, Melania Press, 2004. Dalam buku tersebut membahas
tentang politik dan kekuasaan dalam bingkai pemikiran politik Islam.
Kemudian juga membahas tentang Islam dan pemikiran politik di Indonesia
terutama dalam hal memotret generasi mudah Islam masa Orde Baru.
12. Ahmad Gaus AF dan Komaruddin Hidayat, Islam, Negara dan Civil Society:
Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer. Jakarta, Paramadina, 2005. Di
dalam buku tersebut merekam pikiran-pikiran intelektual muda muslim yang
berbicara mengenai isu-isu dan wacana progresif dalam Islam, khususnya di
Indonesia. Tulisan yang terkumpul dalam buku ini sebagian besar merupakan
tulisan anak-anak muda muslim yang memiliki visi dan orentasi keislaman.
Mereka memandang agama dengan kacamata masa depan.
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E. Kerangka Teoretis
Perbincangan mengenai hubungan agama dan negara dalam tradisi pemikiran
Islam sudah mengemuka sejak zaman klasik dan pertengahan hingga abad modern.
Itulah sebabnya diskursus tentang hubungan agama dan negara masih menjadi
perdebatan yang tidak berkesudahan di banyak negara Muslim sampai saat ini,
termasuk di Indonesia. Terkait dengan itu, penyusunan kerangka teoretis dalam
penelitian ini dimaksudkan dapat dipahami lebih mendalam. Untuk lebih jelasnya,
berikut gambaran skema konstruksi kerangka teoretis penelitian ini:
Konsepsi Agama dan Negara
LANDASAN TEORETIS
al Qur’an dan al Hadis
Corak Pemikiran Politik Munawir
Sjadzali
Hubungan Islam dan Negara dalam
Pandangan Munawir Sjadzali
Kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali
terhadap  pemikiran politik di Indonesia
ISLAM NEGARA
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Berdasarkan kerangka teoretis di atas, dapat dideskripsikan bahwa penelitian
ini adalah studi pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan
negara. Oleh karena itu, landasan teori yang digunakan berangkat dari corak
pemikiran politik Munawir Sjadzali yang terdapat dalam beberapa literatur/karya
ilmiah. Setelah menetapkan landasan teori, peneliti melangkah kepada tahap
pemahaman dan pengkajian pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan
Islam dan negara. Kemudian langkah selanjutnya adalah peneliti berupaya
mengungkap kontribusi-kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap
perpolitikan di Indonesia.
F. Metodologi Penelitian
Secara teoretis dalam memecahkan suatu persoalan harus
mempertimbangkan dua hal fundamental,20 yaitu bentuk dan sumber informasi yang
digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya, memahami serta
menganalisa informasi  kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang utuh
guna menjawab persoalan yang diteliti. Dalam menganalisa objek kajian penelitian
ini, penulis mengurai dan membahas dengan menempuh beberapa tahapan yang
meliputi Jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode
pengolahan dan analisis data, sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif21 yang bercorak deskriptif.22 Jenis
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat
20M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1980), h. 62.
21Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah secara
menyeluruh (holistik), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Salah satu
cirinya adalah deskriptif. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XVII;
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berkaitan dengan pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan
negara.
2. Pendekatan
Obyek penelitian dalam tesis ini adalah hubungan Islam dan Negara (Studi
Pemikiran Politik Munawir Sjadzali). Untuk mengetahui secara deskriptif tentang
cara berpikir, berprilaku dan cara memandang Munawir Sjadzali terhadap alam
pemikiran politiknya, penulis menggunakan beberapa model pendekatan. Adapun
pendekatan yang dimaksud adalah:
Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menggambarkan
keadaan masyarakat, hubungan antara sesama manusia, hubungan antara kelompok
di dalam proses kehidupan bermasyarakat.23 Dengan pendekatan ini, penulis
berusaha menemukan dan menggambarkan tentang berbagai gejala sosial, baik pada
situasi keagamaan, budaya, pendidikan dan politik yang melatari munculnya
pemikiran maupun gagasan dari Munawir Sjadzali.
Pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan yang membahas berbagai
peristiwa sejarah dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang
dan pelaku dari peristiwa tersebut.24 Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan
riwayat hidup dan alam pemikiran politik Munawir Sjadzali.
Pendekatan kebudayaan, yaitu pendekatan yang digunakan sebagai sudut
pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi
Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002 ), h.4-8. Bandingkan Maman, et. al., eds., Metodologi Penelitian
Agama: Teori dan Praktif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002 ), h. 70-85.
22Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fakta secara
sistematis, faktual , ilmiah, analisis dan akurat. Lihat Sumadi Suryabra, Metodologi Penelitian (Cet.
III; Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 19. Bandingkan Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi
Penelitian (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara. 2001), h. 44.
23Soerdjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 1986),
h. 406.
24Abuddin Nata, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: Rajagrafindo, 2004 ), h. 19.
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perhatian dengan menggunakan kebudayaan sebagai acuannya.25 Penulis berusaha
mengungkap hubungan antara Islam dan negara terhadap pemikiran politik
Munawir Sjadzali sehingga mampu memberikan pengaruh dan kontribusi pemikiran
kepada masyarakat.
Pendekatan filosofis, adalah bagian dari kegiatan kefilsafatan, yaitu
menganalisa suatu obyek secara mendalam, radikal, sistematis dan universal.26
Berpikir secara filosofis dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami
ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat
dimengerti dan dipahami secara saksama27 yang berorentasi terhadap ontologi,
epistemologi dan aksiologi. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan
untuk melihat aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi terhadap pemikiran politik
Munawir Sjadzali.
3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)28 yang
bersifat deskriptif. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan
dengan menyimpulkan data dan informasi tentang objek penelitian melalui bahan-
bahan yang sudah dipublikasaikan, baik dalam bentuk buku, majalah ataupun dalam
bentuk lain. Data yang dikumpulkan tersebut berupa idea atau pemikiran-pemikiran
dan teori-teori yang berkitan dengan pendapat para tokoh dan lain-lain.
25U. Maman Kh, (et al), Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik, Ed. 1 (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 95.
26Louis Katsoff, Elements of Philosophy, terj. Soejono Soemargo, Pengantar Filsafat (Cet.
IV; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), h. 6.
27Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Ed. Revisi 12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2008), h. 43.
28Penelitian dilihat dari tempatnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penelitian lapangan
(Field Research) dan Penelitian kepustakaan (Library Research). Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur
Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 11.
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Menurut pengamatan penulis belum ada pembahasan secara mendalam
menyangkut pemikiran politik Munawir Sjadzali, khususnya dalam hal hubungan
Islam dan negara. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan
mempelajari dan menganalisis uraian-uraian serta pendapat-pendapat yang terdapat
dalam bahan kepustakaan, baik buku-buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali
maupun buku-buku yang ditulis oleh orang lain yang membahas tentang gagasan
atau pemikiran Munawir Sjadzali. Data yang dikumpulkan dari sumber tersebut
kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kajian kepustakaan ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer
dan sumber data sekunder. Adapun sumber primer yang dimaksudkan adalah buku
karya Munawir Sjadzali, di antaranya: Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran, Hukum Islam di Indonesia dan Pemikiran dan Praktek, Hukum Islam di
Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya, Ijtihad Kemanusian, Islam Realitas
Baru dan Orentasi Masa Depan Bangsa, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini,
Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam ?, Ijtihad Dalam Sorotan, Aspirasi
Umat Islam dan Masa Depan Bangsa, Islam and Covernmental System Teacings,
History and Reflections, Indonesia’s Muslim Parties and Their Political Concept,
Reaktualisasi Ajaran Islam. Dalam Iqbal Abdur Rauf Saimina. (ed.), Polemik
Reaktualisasi Ajaran Islam, Memori Akhir Tugas Menteri Agama Republik
Indonesia, Masa Bakti 1988-1983 Kabinet Pembangunan lima. Dari lembah
Kemiskinan, Dalam Panitia Penulisan Buku 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir
Sjadzali, MA. Kontekstualisasi Ajaran Islam, Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa
Partai Islam, Makna UU No. 7 Tahun 1987 & KHI Bagi Pembangunan Hukum di
Indonesia, Penerimaan Pancasila Tidak mengurangi keutuhan Aqidah, Kembali ke
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Piagam Madinah. Abu Zahrah (ed.), Politik Demi Tuhan Nasionalisme Relegius di
Indonesia, dan sebagainya.
Data sekunder yaitu data-data yang dipeoleh dari buku-buku lain sebagai
sumber penunjang dalam memperluas kajian ini, di antaranya: Islam dan Negara:
Transformasi Pemikiran dan Praktif Politik Islam di Indonesia, karya Bahtiar
Effendy, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang
Cendekiawan Muslim Orde Baru, karya M. Syaf’i Anwar, Agama dan Negara
Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurkholis Majid, karya Muhammad Hari Zamharir,
Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, karya Abdul Azis Thaba, Negara dan
Peminggiran Islam Politik, karya M. Rusli Karim, Politik Dalam Sorotan
Ketengangan Antara Pemikiran dan Aksi Kontemporer, karya Ahmad Gaus Af dan
Komaruddin Hidayat, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan
Dalam Sidang Konstituante, karya Ahmad Syafi’i Ma’arif dan lain-lain.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang terkumpul  dari berbagai literatur kemudian diolah dan dianalisis
dengan meggunakan metode analisa filsafat, yaitu berusaha mencari koherensi
interen, kesinambungan historis, deskripsi, komparasi, induksi dan deduksi.29 Dari
data tersebut kemudian ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:
a. Menelusuri kesinambungan latar belakang kehidupan Munawir Sjadzali, riwayat
intelektualitas dan pendidikan serta tokoh-tokoh yang mewarnai pikirannya
sehingga ia menggagas pemikiran Islam, khususnya dalam bidang politik tentang
hubungan Islam dan negara.
29Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Cet. XIII;
Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 45-54. Dan 64-65. Bandingkan dengan Sudarto, Metodologi
Penelitian Filsafat, Ed. 1 (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 42-48.
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b. Mendeskripsikan pemikiran politik Munawir Sjadzali kaitannya dengan hubungan
Islam dan negara.
c. Mengelaborasi pemikiran Munawir Sjadzali dari data yang bersifat umum




Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka
tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a.  Untuk memahami corak pemikiran politik Munawir Sjadzali.
b. Untuk menelusuri lebih jauh alam pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang
keterkaitan antara Islam dan negara.
c. Untuk mengetahui kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap
perpolitikan di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
Realisasi dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
a. Memperluas wawasan kajian pemikiran politik secara konseptual dan diharapkan
dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran Islam secara universal
agar menjadi formula bagi krisis pemikiran dewasa ini.
b. Memberi sumbangsih pemikiran ilmiah bagi dunia pengetahuan khususnya dalam
bidang pemikiran politik Islam sehingga mampu melahirkan paradigma baru
dalam mengkaji realitas sosial keummatan.
c. Sebagai kajian akademik, penelitian ini juga diharapkan turut memperkaya





A. Riwayat Hidup Munawir Sjadzali
Munawir Sjadzali lahir di Desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7
November 1925.1 Ia adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari  pasangan Abu
Aswad Hasan Sjadzali (putra Tohari) dan Ta’siyah (putri Badruddin), setelah
menikah mendapat nama tua Mughaffir. Ayah dan ibunya masih saudara sepupu. Ibu
dari ibunya adalah kakak dari ibu dari ayahnya. Dari kedelapan bersaudara tersebut,
di antaranya, Munawir Sjadzali, Hamnah Qasim (anak kelima) Hifni (anak keenam).
Lima dari mereka Masykur (anak ketiga) gugur dalam mempertahankan perang
kemerdekaan 1948, empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.
Sedangkan satu orang terbakar oleh lampu minyak dan satu lagi, menurut Munawir
Sjadzali karena kurang gizi.2
Kondisi kehidupan keluarganya pada waktu itu sangat jauh dari garis
kemiskinan. Ayahnya (Mughaffir) memang cukup kuat pengetahuaan agamanya. Ia
banyak belajar di banyak pesantren tradisional, antara lain Jamsaren (Sala), Tebu
Iren (Jombang) dan Tremas (Pacitan). Tetapi di luar pengetahuan agama, ia sama
sekali tidak mempunyai keahlian lain atau keterampilan. Sedangkan ibunya sama
sekali tidak mengenal bangku sekolah formal. Kalau biasanya  kekayaan orang desa
itu diukur dengan banyak dan luasnya sawah dan ladang serta kebun kelapa yang ia
miliki maka ayahnya sama sekali tidak mempunyai sawah atau ladang. Ia hanya
1Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1994), h. 307.
2Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam buku M. Wahyuni Nafis (Ed.),
Kontekstualisas  Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, M.A. (Cet. 1; Jakarta: Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 7.
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mempunyai sedikit warisan dari kakeknya Tohari seluas 2.000 m2 dengan sejumlah
pohon kelapa. Dengan kebun yang tidak luas itulah mereka dihidupi. Sementara
ayahnya tidak mempunyai mata pencaharian tetap sampai ia menginjak umur enam
tahun. Ia bersama dengan temannya di Karanganom dan dari desa-desa sekelilingnya
mendirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah dengan nama Bi’tsat al-Muslimi>n (misi
umat Islam). Untuk zamannya, ayahnya termasuk maju. Ia gemar  berorganisasi dan
banyak tertarik dengan gagasan pembaruan Muhammadiyah. Meskipun tidak pernah
secara formal menjadi anggota dari organisasi kemasyarakatan Islam itu. Ia juga
penganut tarekat Sjadzaliyah.3
Berdasarkan latar belakang keluarga Mughaffir, ayah dari Munawir Sjadzali,
sebagai kepala keluarga, ia senantiasa menghiasi rumah tangganya dengan nilai-nilai
relegius, tetapi juga menjadikannya orang yang memiliki pengetahuan agama yang
cukup luas. Oleh karenanya, di lingkungan masyarakat Karanganom, ia dikenal
sebagai kiyai4, suatu sebutan yang tidak hanya menunjuk kepada sekolompok orang
yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sekaligus
pemimpin informal masyarakat.5
Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi
terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan
pendidikan Madrasah. Bukan saja karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan
3Tarikat Syaziliyah merupakan sebuah tarekat yang terbentuk menurut namanya Syaziliyah
dan silisilahnya sambung-menyambung sampai kepada Hasan anak Ali> bin Abi> Tha>lib melalui Ali> bin
Abi> Tha>lib sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Lihat H. Abubakar Aceh, Pengantar Sejarah Sufi
dan Tasawwuf (Cet. VIII; Solo, Ramadhani, 1994), h. 278.
4Zamkhsari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai (Jakarta:
LP3ES,1982),  h. 55.
5Selain menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Munawir juga belajar di sekolah desa
tiga tahun, bukan Sekolah Rakyat lima tahun yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang.
Namun, sekolah ini Munawir tidak mendapat ijazah. Ia mengakui bahwa ia tidak rajin, bahkan kurang
bersemangat menempuh pendidikannya di sekolah desa, terutama karena kemiskinan yang
dideritanya waktu itu.
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Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakan
ilmu-ilmu tradsional Islam. Setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat
SD) di kampungnya, Munawir melanjutkan ke Mambau>l Ulu>m,6 Solo, yang berjarak
lebih kurang 30 km dari desa Karanganom. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan
di Mambau>l Ulu>m datang dari sang ayah, figur pecinta ilmu yang sudah sejak lama
bercita-cita memasukkan Munawir ke Madrasah modern yang didirikan atas
prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini. Namun cita-cita untuk sekolah di
Mambau>l Ulu>m tidak dapat segera terwujud karena pendaftaran untuk tingkat
Tsanawiyah belum dibuka. Sambil menunggu, Munawir dimasukkan ke Madrasah
al-Isla>m, Madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah
seorang sahabat senior Mughaffar. Hanya satu tahun Munawir belajar di Madrasah
al-Isla>m karena pada tahun berikutnya, ia diterima di Mambau>l Ulu>m.
Pada 1943 tepat di usia 17 tahun, Munawir dengan segala penderitaan dan
pengorbanan, ia berhasil menamatkan Mambau>l Ulu>m dengan mengantongi ijazah
dari Madrasah terkenal ini.7 Melihat pendidikan yang formal yang ditempuh,
Munawir dapat dikategorikan sebagai santri secara formal, tetapi juga substansial.
Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir Sjadzali adalah
kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya, hal ini
membawa implikasi kepada luasnya wawasan keagamaan Munawir, karir, intelektual
6Mambau>l Ulu>m didirikan pada 1905 oleh R. Adipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu
Tafsirul Anam (Ayah KH. Adnan). Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya berbentuk pesantren.
Kemudian pada tahun 1916, diadakan pembaruan-pembaruan dengan mengadakan kelas-kelas; dari
kelas I sampai XI. Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia ( Cet. Ke-4; Jakarta:
Mutiara Sumber Widya, 1985), h. 286-287.
7Munawir selalu membawa latar belakang pendidikannya itu ke mana saja beliau
ditugaskan sebagai diplomat. Sehingga hal ini memengaruhi kegemarannya untuk mempelajari dan
mengoleksi buku-buku keagamaan, walaupun bekerja di Kementerian Luar Negeri. Lihat Nurcholish
Madjid, Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Antara Diplomasi dan Tugas Kiai, dalam buku: Kontekstualisasi
Ajaran Islam,70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., M. Wahyuni Nafis (Ed.) (Cet. I; Jakarta:
Paramadina, 1995), h. 164-165.
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dan pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan jabatannya
sebagai Menteri Agama.
Selepas menyelesaikan pendidikannya di Mambau>l Ulu>m, rencana Munawir
adalah bekerja. Tetapi mencari pekerjaan pada waktu itu dengan selembar ijasah
Madrasah jelas tidak mudah, akhirnya Munawir Sjadzali memutuskan untuk
mengembara. Dalam pengembaraan inilah, ia sampai di Salatiga. Tidak lama
kemudian ia mendengar bahwa sekolah Muhammadiyah setempat membutuhkan
seorang guru. Munawir segera menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk
mengajukan lamaran. Tanpa menemui kesulitan, ia diterima sebagai guru Sekolah
Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan. Tetapi karena kondisi sekolah ini
dirasakan tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan
pekerjaan di tempat lain. Pada saat yang sama. Kiyai Muhammad Irsam, seorang
tokoh Muhammadiyah setempat, menawarkan kepada Munawir untuk mengajar di
Gunungpati, daerah Kabupaten Semarang yang letaknya sekitar delapan kilo meter
dari Ungaran.
Setelah menyelesaikan segala urusan dengan pengurus Muhammadiyah
Salatiga, pada pertengahan 1994 Munawir segera berangkat ke Gunungpati. Dari
Gunungpati inilah, keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam
dalam skala nasional dimulai. Kegiatan Sjadzali yang tadinya hanya mengajar,
berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Sjadzali hampir selalu
dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh badan-badan resmi maupun swasta.
Bahkan di Gunungpati inilah untuk pertama kalinya Sjadzali bertemu dengan Bung
Karno yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
dan berkunjung ke Gunungpati sebagai penghargaan atas suksesnya kecamatan ini
dalam mengumpulkan dukungan untuk Putera.
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Peristiwa di Gunungpati tersebut, secara langsung mengantarkan Munawir
untuk terlibat dalam kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan
orentasi ulama dan tokoh agama wilayah Semarang yang diselenggarakan oleh
pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan
terhadap ulama-ulama Islam. Melalui pekan orentasi tersebut, terjalin semacam
jaringan di antara para peserta yang bermanfaat bagi kelansungan perjuangan. Dalam
situasi demikian, gairah belajar Munawir kembali menyala. Apalagi pada waktu itu,
awal 1945, terdengar kabar bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam atau
semacam Pesantren Luhur.8 Namun, gairah ini kembali padam karena ketika
berkonsultasi dengan KH. Munawar Cholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan
pahit. Pertama, belum tentu ijasah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi
Islam. Karena pengetahuan umum yang diterima di Madrasah dianggap sejajar
dengan pengetahuan umum di Sekolah Menengah Pertama, sedangkan Sekolah
Tinggi Islam mensyaratkan calon mahasiswanya memiliki pengetahuan umum yang
setara dengan Sekolah Menengah Atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu berada di
Jakarta. Sementara Munawir tidak mempunyai tumpuan selain pekerjaannya sebagai
guru Madrasah di Gunungpati.
Proklamasi kemerdekaan RI 1945 membawa perubahan di wilayah
kecamatan Gunungpati dan dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh pada diri
Munawir. Proklamasi kemerdekaan ini bahkan mengantarkan Munawir keluar dari
Gunungpati. Sejak hari-hari pertama proklmasi kemerdekaan sudah bergolak
sehingga banyak warga Semarang yang mengungsi ke kota kecil ini. Kondisi ini
8Sekolah tinggi Islam (STI) ini tepatnya didirikan di Jakarta pada 8 juli 1945. Pada 1946,
ketika Jakarta dikuasai Belanda, STI dipindahkan ke Yogyakarta. Pada 22 Maret 1948, namanya
diubah menjadi University Islam Indonesia (UII) yang memiliki fakultas umum dan agama. Pada
1950, Fakultas Agama diserahkan Kementerian Agama dan dijadikan PTAIN (Perguruan tinggi
Agama Islam Negeri). Lihat Mahmud Yunus, h. 288.
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dengan sendirinya menimbulkan masalah-masalah politik, keamanan dan sosial.
Menghadapi kompleksnya masalah ini, masyarakat Gunungpati kemudian
membentuk Angkatan Muda Gunungpati. Munawir sebagai pemuda yang aktif,
dipilih menjadi ketua Angkatan Muda Gunungpati. Dalam kapasitasnya sebagai
ketua, Munawir bersama rombongan dari Semarang menghadiri kongres pemuda di
Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan.
Kembali dari kongres, rombongan Munawir terhenti di Ambarawa dan tidak
bisa menggabungkan diri dengan kelompok pejuang Islam yang dikenal dengan
pasukan Hizbullah. Atas usul Munawir, pasukan Hizbullah Surakarta, tempat ia
bergabung, menamakan dirinya pasukan “Gatjo” Singkatan dari Gaboengan Tjalon
Oelama. Sejarah mencatat besar dan luasnya partisipasi fisik Hizbullah dan
Sabilillah9 dalam perang kemerdekaan. Namun antara keduanya tidak ada koordinasi
sehingga terjadi miskomunikasi. Untuk menjembatani keduanya, dibentuklah markas
pimpinan pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) yang berfungsi sebagai forum
komunikasi dan koordinasi. Untuk wilayah Jawa Timur MPHS dipimpin oleh Wahib
Wahab, wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Kamran dan wilayah Jawa Tengah,
karena KH. Idris pemimpin Sabilillah Surakarta dan mantan Dai dancho Peta
Wonogiri menolak maka Munawir ditunjuk sebagai pemimpin.
Pada awal Mei 1947 keluar dekrit presiden tantang peleburan semua badan
kelaskaran termasuk Hizbullah dan Sabilillah ke dalam Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Karena tidak ada bakat di dunia militer, Munawir tidak ikut meleburkan diri
ke dalam TNI, Ia memilih kembali ke Solo dan aktif lagi di Gerakan Pemuda Islam
9Hizbullah adalah semacam unit militer bagi pemuda Islam yang dibentuk pada masa
pendudukan Jepang, tepatnya akhir tahun 1944. Sedangkan Sabilillah merupakan kelompok militer
Islam yang anggotanya terdiri dari ulama. Pada praktiknya Sabilillah ini berperan sebagai pelindung
Hizbullah. Lihat Ahmad Syafii Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan
dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 98-99.
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Indonesia (GPII). Ketika meletus peristiwa Madium, Munawir sedang menduduki
jabatan pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Surakarta mewakili GPII. Namun, ketika
tentara Belanda menduduki Solo dalam aksi militer II, Munawir kembali aktif di
dunia militer dan bergabung dengan kesatuan-kesatuan yang memilih tetap
beroperasi di daerah pendudukan. Pada akhir 1949 dengan usainya perang
kemerdekaan dan terlaksananya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Munawir
kembali ke Semarang. Kali ini bukan tentara Belanda menduduki Solo dalam aksi
militer II, Munawir kembali aktif di dunia militer dan bergabung dengan kesatuan-
kesatuan yang memilih tetap beroperasi di daerah pendudukan.
Ketika terlibat dalam aksi Militer II, Munawir masih sempat kursus bahasa
Inggris kepada seorang Cina, Chan, yang tinggal di Purwopuran. Dalam waktu enam
bulan, Munawir berhasil menyelesaikan apa yang siswa lain diselesaikan selama dua
tahun. Kemudian di Semarang, ia melanjutkan kursus privat bahasa Prancis dari
seorang Belanda-Indo pegawai Jawatan Sosial.
Kehidupan Sjadzali selama setahun di Semarang sangat memengaruhi
perjalanan hidupnya di kemudian hari. Pertama, Sjadzali menemukan jodohnya,
seorang gadis bernama Murni yang waktu itu aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII).10
Kedua, karena memiliki banyak waktu luang di Semarang seusai muktamar GPII
(Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Sjadzali mencoba menelaah konsepsi politik
Islam yang berkembang di masa klasik. Dengan memamfaatkan perpustakaan KH.
Munawar Kholil yang penuh dengan kitab-kitab Islam Klasik, Sjadzali berhasil
menulis buku : “Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam ? pada tahun
10Setelah melalui proses sederhana, pada 25 Mei 1950, Sjadzali melangsungkan pernikahan
siri dengan Murni merupakan putri dari Tas Sekti, cucu Tasripin, seorang konglomerat pribumi
Semarang. Kemudian acara pernikahan resmi yang diikuti resepsi selanjutnya dilaksanakan pada 11
Oktober 1950. Pernikahan Munawir dengan Murni ini dikaruniai enam orang anak, tiga laki-laki dan
tiga wanita.
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1945. Buku ini pula membuat Bung Hatta tertarik pada Munawir, lalu Bung Hatta
memfasilitasinya memperoleh pekerjaan sebagai staf Seksi Arab/Timur Tengah
Deplu (1950). Jadi, buku inilah yang mengantarkan Munawir meniti karir yang lebih
tinggi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Selanjutnya kehidupan
Munawir mulai berubah. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri seperti
yang diidam-idamkannya telah terbuka lebar. Munawir melanjutkan studi bidang
politik di Exeter University, London (1953-1954). Kemudian ia menjadi
Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS (1956-1959). Pada masa
ini, ia menyempatkan diri melanjutkan studi di George Town University, Amerika
Serikat hingga memperoleh ijazah Master of Art bidang Filsafat Politik dengan tesis
“Moslem Parties and Their Political Concepts (1959)”.
Selepas meraih gelar master, karirnya makin cemerlang. Ia dipercaya
menjabat Setiausaha Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo, Sri
Lanka (1965-1965). Lalu menjabat Kuasa Usaha, Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Sri Lanka (1965-1968). Kemudian ditarik ke Jakarta menjabat Kepala
Biro, Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Deplu (1969-1970). Lalu bertugas di
Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (1971-1974), sebelum diangkat
menjadi Kepala Biro Umum, Deplu (1975-1976). Kemudian, ia diangkat menjabat
Duta Besar di Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar (1976-1980), sebelum ditarik
kembali ke Jakarta menjabat Direktur Jenderal Politik Deplu (1980-1983).
Kemudian diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia (1983-1993).
Selepas itu, ia pun mengakhiri karir dan pengabdiannya pada negara sebagai Ketua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan anggota Dewan Pertimbangan Agung
(1993-1998). Selama menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, Munawir
dianggap sebagai pahlawan terhadap penerimaan ide asas tunggal Pancasila,
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pembenahan terhadap lembaga pendidikan agama, pengiriman dosen IAIN ke Eropa
dan Amerika, penyelesaian UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
penyelesaian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, orientasi Munawir
adalah untuk kemashlahatan umat Islam di Indonesia.11
Bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh besar, diplomat santun dan
pembaharu Islam. Mantan Menteri Agama (1983-1988 dan 1988-1993) dan Ketua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pertama (1996-1998), Prof. Dr. H. Munawir
Sjadzali M.A. meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, Jumat 23 Juli
2004 pukul 11.20. Jenazah mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-
1998) ini, disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka VII No.5-B Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan dan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Giritama,
Bogor, Jawa Barat, hari Sabtu 24 Juli 2004.
Pria kelahiran Desa Karanganom, Klaten, 7 November 1925 ini,
meninggalkan istri, Murni Sjadzali, yang dinikahinya pada 1950 dan enam anak,
yaitu Muchlis (almarhum), Mustahdiyati, Mustain, Muhtadi, Mutiawati, dan
Muhflihatun, serta 14 cucu. Ia sempat dirawat di rumah sakit tersebut sejak 8 Juni
2004, akibat serangan stroke dan komplikasi beberapa penyakit.
B. Pemikiran-Pemikiran Munawir Sjadzali
Suatu hal yang patut disyukuri bahwa selama 25 tahun kepemimpinan Orde
Baru, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada kenyataannya banyak
mengalami kemajuaan. Selama kurung wakut tersebut, Munawir Sjadzali
mengatakan kita telah berhasil mengkonsolidasikan segenap potensi,
menghancurkan komunisme, menggalang kekuatan-kekuatan Orde Baru, memulai
11Azyumardi Azra (Ed.), Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik (Jakarta:
Kerjasama INIS, PPIM dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998), h. 394.
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dan melaksanakan program-program pembangunan yang bertahap dan
berkesinambungan. Misalnya saja, di bidang politik, kemajuaan-kemajuan tersebut
paling tidak ditandai oleh: Pertama, tampilnya tiga kekuatan politik peserta pemilu
(Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia).
Kedua, semakin berperannya mekanisme pemilihan umum (Pemilu) sehingga dapat
diselenggerakan Pemilu yang makin tertib dengan hasil yang makin berkualitas.
Ketiga, semakin meningkatnya kualitas lembaga-lembaga legislatif MPR dan DPR,
baik kelembagaan, keanggotaan maupun produk-produk yang dihasilkannya.
Keempat, Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu setelah lahirnya UU. No 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan lahirnya UU tersebut maka selesailah
sudah pertikaian sekitar idiologi negara yang di masa Orde Baru Lama dahulu
seolah-olah tanpa akhir.
Keempat hal tersebut di atas, bangsa Indonesia dapat menikmati kehidupan
politik yang stabil dan mendorong terciptanya stabilitas nasional yang mantap serta
memberi peluang besar kepada upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di segala bidang. Di dalam situasi dan kondisi demikian, Munawir
Sjadzali tampil di belantika pemikiran Islam.
Ketika membahas pemikiran hukum Islam (fiqh), tentu sangat berbeda
dengan hukum umum. Oleh Karena itu, fikih tidak dapat lepas begitu saja dengan
dalil-dalil agama (nash) yang berasal dari Allah swt. sedangkan hukum umum sering
dipahami seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu atau agama.12 Pemikiran hukum
Islam maupun politik merupakan kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat
dilihat dengan munculnya madzhab-madzhab hukum maupun politik yang memiliki
12A. Qadri Azisy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan
Hukum Umum (Cet.II; Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 2.
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corak tersendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik berdasarkan
tumbuh dan berkembangnya madzhab tersebut.13
Di Indonesia misalnya, ulama memahami fikih atau hukum dengan
kecenderungan relatif berbeda-beda. Sementara dalam kelenturan hukum-hukum
Islam tersebut tidak dapat dipahami hanya dengan membaca formula-formula yang
tertulis dalam kitab-kitab fikih saja, tetapi lebih dapat dipahami lagi dari interpretasi
dan sikap serta persepsi dari pemeluknya, yakni pemimpin dan ulama dalam
sejarahnya yang panjang. Dalam mencari korelasi dan upaya mengaktualisasikan
hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya politik, sosial, ekonomi dan
sebagainya.
Para ulama Islam sampai pada batas-batas tertentu bisa saja terpengaruh oleh
lingkungan dimana mereka hidup, baik waktu maupun tempat. Olehnya itu, selalu
ada tarik menarik antara ketentuan-ketentuan normatif dengan kenyataan historik.14
Sejalan dengan itu, Amin Abdullah menyatakan bahwa lingkungan yang menjadi
tempat seseorang dan masyarakat berada, ikut pula memengaruhi proses aktualisasi
norma-norma dalam kehidupan praksis sosialnya. Keterkaitan antara dimensi
intelektual dan praktikal, antara teori dan praksis, sebenarnya lebih mewarnai corak
pemikiran keagamaan di manapun ia berada. Jadi, ide dan gagasan pemikiran
seseorang pasti menjadi masalah yang paling mendasar. Oleh karena itu, terkait
13Perkembangan yang dinamis dan kreatif paling tidak didukung oleh empat faktor utama,
yaitu: Pertama adalah adanya dorongan keagamaan. Kedua, meluasnya domain politik Islam pada
masa khalifah. kedua yakni Umar Ibn Khattab, terjadi pergeseran sosial yang pada gilirannya
menimbulkan persoalan baru sehubungan dengan hukum Islam. Ketiga adalah indenpedensi para
spesialis hukum Islam itu dari kekuasaan politik. Keempat, fleksibilitas hukum Islam itu sendiri
mampu untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu. Lihat Taufik Adnan Amal, Islam dan
Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Cet. V; Bandung: Mizan, 1994),
h. 33.
14Muhammad Tholchah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Ed. II (Cet. II;
Jakarta: Lantobora Press, 2000), h. 89.
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dengan Munawir Sjadzali sebagai refresentasi pemikir politik Islam, konteks
lingkungannya cukup strategis diabstrasikan.
Salah satu faktor yang sering melembaga dan menjadi perbedaan aliran fikih
di Indonesia adalah perbedaan cara pandang dalam menginterpretasikan hukum-
hukum Islam. Misalnya saja, di tahun 1963, salah satu perdebatan ulama tentang
hukum waris dalam Islam adalah perbedaan Hazairin dengan ulama yang sesaman
dengannya. Setelah itu, sekitar tahun 1990-an, Munawir Sjadzali menguraikan
pandangannya mengenai hukum Islam buat pertama kali gagasan-gagasannya yang
kemudian hari dikenal sebagai gagasan reaktualisasi hukum Islam yang banyak
menggugah pikiran dan perdebatan para pakar hukum, khususnya pakar hukum Islam
dan ulama.
Pada umumnya pemikiran Munawir Sjadzali terbagi dalam dua bahagian
yakni pemikiran keagamaan dan siyasah (politik). Berdasarkan hal tersebut, secara
umum, penulis menggambarkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan dari
Munawir Sjadzali sebagai berikut:
1. Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Kebebasan dapat dikatakan sebagai sebuah norma sosial dan politik yang
masuk ke dalam ranah pemikiran politik Islam sekitar 150 tahun terakhir, dan
merupakan respon terhadap pengaruh Eropa. Kemajuan nilai-nilai liberal, lazimnya
sebagian bergantung pada pemisahan antara agama dan negara. Tetapi menurut
pemikir Islam dan fundamentalis, fungsi negara harus meliputi penegakkan nilai-
nilai agama dalam kehidupan publik. Hal ini dinyatakan berulang kali sebagai
kewajiban negara yang paling penting. Secara umum, manifesto fundamentalis
meliputi  pengaturan detail, secara apriori, perintah-perintah moral yang harus
ditetapi oleh masyarakat secara kolektif harus diawasi secara resmi, khususnya
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menyangkut urusan hubungan antara laki-laki dan perempuan, kedudukan
perempuan dan keluarga.
Al Maudu>di mengungkapkan sebuah contoh bahwa sebuah negara yang tidak
menegakkan kebajikan dan menghapuskan kejahatan kemudian membiarkan
perzinahan, mabuk-mabukkan, fornografi, film-film yang tidak bermoral,
bercampurnya laki-laki dan perempuan, pendidikan bersama dan lain-lain, tidak bisa
dikatakan negara yang Islami. Sejalan dengan itu, gagasan ini mirip dengan alur
pemikiran Delvin yang mengatakan bahwa karena kebebasan dalam pengertian Barat
harus ada maka seseorang harus mengubah atau mengabaikan aspek-aspek ajaran
tradisional Islam.15 Namun konsep persamaan yang dipahami oleh kalangan
tradisional Islam adalah persamaan di antara kaum Muslim laki-laki. Hal inilah yang
menimbulkan masalah tentang hak asasi manusia di sebuah negara Islam atau di
negara yang penduduknya mayoritas Islam.16
Presiden Republik Indonesia, pada acara pembukaan lokakarya ke-2 PBB
tentang hak-hak manusia untuk wilayah Asia Pasifik menyatakan sikap Indonesia
terhadap masalah HAM, begitupun juga mewakili pendirian negara-negara
berkembang yang lain. Intinya adalah pertama bahwa setiap bangsa atau negara yang
ada di dunia sekarang ini, menjunjung tinggi gagasan-gagasan luhur tentang hak-hak
asasi manusia, walaupun terdapat banyak perbedaan, baik dalam pengertian,
pelembagaan maupun cara pelaksanaan dari hak-hak itu, antara satu wilayah dan
wilayah yang lain bahkan antara satu negara dengan negara yang lain.
15Antony Black, The History of Islamic Political Though: From The Prophet to The Present,
terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa
Kini (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 616-167.
16Antony Black, The History of Islamic Political Though: From The Prophet to The Present,
h. 617.
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Ketidaksamaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dan antara satu
negara dengan negara yang lain, tidak hanya disebabkan oleh perbedaan latar
belakang sejarah dan budaya, tetapi juga disebabkan oleh perbedaan tingkat
kemajuan dan perkembangan. Kedua, tuduhan dan tudingan negara-negara maju
kepada negara-negara berkembang bahwa mereka telah melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM) itu menjadi ironis kalau menyaksikan masih banyaknya terjadi
pelanggaran terhadap HAM di negara-negara maju itu sendiri. Lebih ironis lagi,
bahwa di antara negara-negara maju itu, terdapat cukup banyak negara bekas
penjajah yang dulu lama menguasai koloni mereka dan sama sekali mengabaikan
HAM.
Negara-negara baru merdeka bekas koloni itu, kini sedang berjuang keras
untuk keluar dari keterburukan politik, ekonomi dan sosial akibat “perkosaan” HAM
oleh penjajah yang merupakan faktor utama semua keterbelakangan tersebut.
Dengan demikian, penjajahan itu sendiri merupakan pelanggaran besar terhadap
HAM. Kemudian juga, cara yang mereka pakai untuk menekan negara-negara
berkembang itu, tidak jarang melanggar Piagam PBB, melanggar prinsip kedaulatan
masing-masing negara anggota dan sering mengintervensi masalah dalam negeri satu
negara.17
Munawir Sjadzali khususnya mengajak kepada umat Islam agar berperan
secara optimal dan terpadu dalam ikut membahas dan memperjuangkan HAM. Oleh
karenanya, perlu mengetahui dan memahami pandangan dan sikap Islam dalam
masalah HAM. Dengan demikian, Munawir Sjadzali mencoba menguraikan tentang
Islam dan HAM.
17Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini (Cet. I; Jakarta: Universitas
Indonesia (UI-Press), 1994), h.39.
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Ada dua perbedaan yang paling mendasar antara universal declaration of
Human Ringht 1948 dan Islam dalam pengertian tentang hak asasi manusia (HAM).
Pertama, universal deklaration didasarkan atas anggapan bahwa manusia itu masing-
masing memiliki hak yang melekat padanya sejak dilahirkan dan tidak dapat
diambil. Suatu anggapan yang merupakan kristalisasi dari spekulasi intelektual para
pemikir dan pejuang politik di Barat, sejak lahir Abad XVI dalam perjuangan mereka
membela kepentingan rakyat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan
menurut Islam, agama ini mengakui dan menandaskan bahwa manusia memiliki
sejumlah hak, tetapi manusia diciptakan oleh Allah terutama dengan memikul
kewajiban. Dalam al-Qur’an, surat al-Dzurriyah ayat 56, dinyatakan bahwa Allah
menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk pengabdian diri kepada-Nya.
Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, manusia mendapat sejumlah
hak dan hak itu diberikan oleh syariat. Dengan demikian, hak-hak manusia itu
menurut Islam merupakan pemberian dari syariat, bukan alami.
Kedua, universal declaration diwarnai oleh paham liberalisme bahwa tujuan
utama bermasyarakat/bernegara itu adalah untuk menjamin kepentingan perorangan
masing-masing anggota masyarakat itu harus mendapat perhatian, tetapi
kepentingan masyarakat sebagai satu keseluruhan atau negara adalah lebih unggul
dan karenanya harus diprioritaskan. Misalnya saja, timbulnya tabrakan antara
kepentingan perorangan anggota masyarakat dan kepentingan masyarakat sebagai
satu totalitas atau negara maka menurut Islam harus didahulukan dan dimenangkan
kepentingan masyarakat atau negara.18
Munawir Sjadzali menyatakan pendekatan yang mendahulukan kepentingan
masyarakat atas kepentingan perorangan anggota-anggota masyarakat itu juga
18Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, h. 40.
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terdapat di dunia Barat. Dalam aliran ini, diwakili oleh tokoh seperti Alexander
Hamilton yang berbeda dengan Thomas Jefferson yang menitikberatkan kepentingan
dan kebebasan perorangan. Adanya perbedaan yang mendasar antara gagasan yang
mendasari universal declaration of human rights 1948 dan pengertian Islam tentang
HAM tampak jelas dari banyaknya perbedaan antara bunyi pasal-pasal universal
declaration dan bunyi pasal-pasal declaration Kairo tentang hak-hak manusia dalam
Islam, rumusan organisasi konferensi Islam (OKI). Misalnya, pasal 26 dari deklarasi
Kairo itu menyatakan bahwa kebebasan dan semua hak perorangan  yang disebutkan
dalam deklarasi itu masih tergantung kepada pembenaran/pengukuhan dari syariat.
Pasal 27 dari deklarasi yang sama menyatakan bahwa satu-satunya rujukan untuk
mendapat penjelasan dan kejelasan bagi semua pasal dari deklarasi itu dalah
syariat.19
Bagi Munawir Sjadzali, selain perbedaan yang mendasar tersebut, terdapat
pula sejumlah perbedaan, tetapi ukuran dari perbedaan itu sangat tergantung kepada
pendekatan terhadap al-Qur’an dan sunah, pendekatan tekstual atau pendekatan
kontekstual.
2. Ekstremisme Agama
Masalah ekstremisme, ekstremitas dan sebangsanya sering mengundang
konotasi yang negatif. Karenanya, orang lalu kurang bergairah untuk
membicarakannya. Membicarakan masalah tersebut, mudah terjebak kepada
kecenderungan mengungkit-ungkit jalan salah yang ditempuh atau pernah ditempuh
oleh seseorang atau sekelompok orang. Namun hal ini tentu tidak berarti bahwa
masalah ekstremisme dan ekstremitas sudah tidak penting lagi untuk dibicarakan,
19Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, h. 41.
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setidak-tidaknya bila disadari suatu niat untuk lebih memahami fenomena tersebut
secara rasional.
Sebagaimana di bahagian-bahagian lain dari dunia Islam, sejak dekade  60-an
di Indonesia telah terjadi kebangkitan kembali perhatian masyarakat kepada
kehidupan keagamaan. Hal itu antara lain, tampak jelas tercermin dari sangat
meningkatnya perhatian kepada pengamalan ibadah dan makin banyaknya rumah
ibadah di Indonesia merupakan tangggung jawab masyarakat dan bukan negara.
Kebangkitan kembali perhatian kepada agama juga tampak dari semakin
meningkatnya hasrat masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang agama dan
bermunculan kelompok-kelompok studi Islam, khususnya di kalangan remaja,
pelajar sekolah, mahasiswa dan juga ibu-ibu. Masjid-masjid telah berubah fungsi dari
tempat ibadah shalat saja menjadi pusat kegiatan studi, kebudayaan dan sosial
Islam.20
Munawir Sjadzali menyatakan bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa
kebangkitan kembali perhatian kepada agama pada umumnya tidak mengganggu
stabilitas politik dan kohesi sosial. Sementara itu, negara juga sangat tanggap
terhadap aspirasi umat Islam yang lahir dari kebangkitan kembali itu. Dalam GBHN
yang diputuskan oleh MPR tahun 1983, misalnya tegas dinyatakan bahwa sasaran
akhir dari pembangunan nasional Indonesia adalah pembentukan manusia Indonesia
seutuhnya, terdapat keseimbangan antara kemajuan lahiriyah dan kesejahteraan
batiniyah. Untuk mencapai sasaran akhir maka agama harus diberikan perang
penting dalam pembinaan masyarakat Indonesia.
Seperti di negara-negara Islam yang lain, di Indonesia, kebangkitan kembali
perhatian kepada agama telah pula melahirkan faham dan kelompok ekstrem Islam.
20Munawir Sjadzali, Ekstermisme Sebagai Satu Cabaran, Dialog Jurnal Studi dan Informasi
Keagamaan Badan Litbang Keagaman Jakarta, No. 26, Tahun XIII (1988); h, 3.
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Mirip dengan diskripsi Yusuf Qardawi dalam bukunya As-Shahwah Al-Islaa>miyah
Bainal Juhu>d Wat-Tatharru>f dikatakan bahwa tanda-tanda ekstremitas dari
kelompok tersebut adalah pertama, fanatik pada suatu pendapat dan menolak
pendapat yang lain. Kedua, memperberat yang tidak pada tempatnya. Ketiga, sikap
keras dan kasar. Keempat, buruk sangka terhadap orang atau kelompok lain,
khususnya pemerintah. Kelima, mudah mengkafirkan sesama Muslim yang tidak
sefaham.
Munawir Sjadzali berpendapat bahwa terdapat dua kelompok ekstrem Islam
di Indonesia. Kelompok pertama adalah mereka yang betul-betul bermotivasi
keyakinan agama. Bisa saja  tidak setuju dengan pandangan dan jalan fikiran mereka,
tetapi ketulusan dan kesungguhan mereka tidak dapat disangsikan. Sedangkan
kelompok yang kedua adalah terdiri dari oknum-oknum atau individu-individu yang
kecewa terhadap situasi dan kondisi kehidupan mereka dan berusaha keluar dari
nasib yang kurang menguntungkan itu dengan mengibarkan bendera ekstermisme
Islam demi mendapatkan respektibilitas.21
Suatu hal yang cukup menarik perhatian bahwa ekstremis Islam kelompok
pertama itu berkembang lebih subur di kalangan pelajar umun, sarjana lulusan
universitas-universitas umum daripada di kalangan pelajar lembaga-lembaga
pendidikan dan pendidikan tinggi keagamaan Islam, seperti Pesantren, Madrasah
Tsanawiyah, Aliyah serta STAIN, IAIN/UIN, dan perguruan-perguruan tinggi
keagamaan yang serupa di kelola oleh organisasi-organisasi Islam. Sebagian besar
dari mereka yang tertarik oleh faham ekstrem Islam, baik mahasiswa atau yang
sudah sarjana lulusan lembaga-lembaga pendidikan dan pendidikan tinggi
keagamaan. Tetapi, kepercayaan kepada diri mereka adalah demikian besar dan tidak
21Munawir Sjadzali, Ekstermisme sebagai Satu Cabaran, h. 4.
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sedikit dari mereka bersikap seakan-akan adalah otoritas dalam hal keislaman,
disertai sikap tidak bersahabat dengan sesama Muslim yang tidak sefaham. Mereka
cenderung untuk beranggapan bahwa jalan fikiran dan interpretasi mereka tentang
Islam merupakan kebenaran yang final dan menuduh pemuka-pemuka Islam yang
berusaha berfikir rasional dan mencoba menafsirkan ajaran Islam dalam konteks
sejarah sebagai orang-orang sekularis yang sesat merupakan ancaman bagi
universitas kemurnian Islam.
Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab dari sikap ekstrem kelompok
ini adalah semangat yang berkobar-kobar untuk kembali kepada agama itu. Tidak
dilengkapi dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup memadai tentang
hakekat agama Islam. Dalam hubungan ini, Munawir Sjadzali teringat sebuah
dongeng atau hikayat yang menceritrakan tentang seorang petani dan seekor
Beruang. Menurut dongen tersebut, ada seorang petani yang memelihara seekor
Beruang jinak. Ke mana pun petani itu pergi si Beruang selalu mengikutinya. Pada
suatu hari yang amat panas, setelah petani menyelesaikan pekerjaan di ladangnya,
dalam keadaan amat letih, ia tertidur di bawah sebuah pohon rindang di tepi
ladangnya. Tetapi kenyenyakan tidur, petani kerap kali diganggu oleh lalat-lalat
yang silih berganti hinggap di wajah petani itu. Mula-mula si Beruang  yang duduk
tegak di samping petani mengcoba mengusir lalat-lalat itu dengan kaki-kaki
depannya, tetapi dasar lalat, tetap saja kembali hinggap di hidung atau kening
petani. Akhirnya si Beruang kehabisan kesabaran dan demi cinta dan setianya
kepada tuannya, ia ambil batu besar dan dijatuhkan di muka petani. Apa yang
terjadi? Si petani meninggal sedangkan lalat-lalat dengan mudah dapat menghindar
dan tetap tegar.
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Hikmah yang dapat dipetik dari dongen tersebut adalah kiranya tidak
menyalahkan si Beruang. Ia menjatuhkan batu pada muka petani itu justru karena
cinta dan kesetiaannya kepada tuannya. Tetapi karena kebodohanlah maka ia bahkan
menjadi penyebab dari kematian petani. Demikian pula halnya perilaku kelompok
ekstrem Islam Indonesia. Kiranya tidak menyangsikan iktikad baik dan ketulusan
hati mereka kepada Islam. Karena sangat terbatasnya pengetahuan mereka tentang
Islam atau mendapatkan pengertian yang salah tentang Islam maka mereka
melakukan hal-hal yang justru merugikan citra dan nama baik Islam.
Diskripsi tersebut tidak berlaku bagi kelompok yang kedua menurut
Munawir Sjadzali yang terdiri dari orang-orang frustasi. Kelompok ini lebih
bermotivasi politik dan bukan agama. Banyak di antara mereka yang selama ini
dikenal oleh masyarakat sebagai tidak menghiraukan agama. Bahkan ada yang
sewaktu berkuasa memusuhi tokoh-tokoh agama. Meskipun antara dua kelompok itu
terdapat perbedaan motivasi, namun manisfetasinya dalam masyarakat terdapat
pembauran dan saling mendukung.
Munawir Sjadzali berpandangan bahwa ekstermisme Islam yang lahir
bersamaan waktunya dengan kebangkitan kembali perhatian kepada agama tidak
merupakan masalah besar di Indonesia. Walaupun kadang-kadang terjadi tindakan
kekerasan atau teror dan letupan kerusuhan. Selain hal-hal tersebut, relatif jarang
terjadi dalam skala yang besar, juga dengan cepat dapat diatasi. Bagi Munawir
Sjadzali, terdapat tiga faktor utama ekstremisme Islam tidak merupakan masalah
besar di Indonesia: Pertama, gerakan ini tidak mendapat dukungan masyarakat luas;
kedua, cukup kuatnya kesatuan pandangan dan saling pengertian antara pemerintah
dan organisasi-organisasi Islam; dan ketiga, makin mantapnya pengamalan ajaran
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agama dan sangat meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam usaha-usaha
pengembangan agama.
Berdasarkan pemahaman tersebut, Munawir Sjadazali mengemukakan bahwa
umat Islam telah mendapatkan satu pelajaran sangat berharga dari sejarah Indonesia
merdeka bahwa perjuangan kepentingan Islam dan umat Islam akan jaya dan berhasil
kalau dilakukan secara legal konstitusional dan sejalan dengan perjuangan nasional
serta senafas dengan aspirasi bangsa disertai kesadaran bahwa umat Islam di
Indonesia merupakan bahagian dari satu masyarakat yang majemuk dengan segala
macam pluralitas. Tiap usaha menempuh jalan pintas, lebih-lebih dengan
menggunakan penekanan dan kekerasan, tidak hanya gagal, tetapi lebih dari itu
harus dibayar oleh umat dengan amat mahal.
3. Reaktualisasi Ajaran Islam
Sekitar tahun 1990-an, Munawir Sjadzali mengungkapkan gagasan mengenai
Reaktualisasi ajaran Islam.22 Latar belakang Munawir Sjadzali menggagas
Reaktualisasi ajaran Islam karena ia telah menyaksikan makin meluasnya sikap
mendua di kalangan umat Islam, termasuk sikap mereka yang akrab dengan al-
Qur’an dan sunah.23
Sikap mendua  umat Islam yang dimaksud adalah: Pertama, ketentuan waris
2:1 yang terdapat dalam al-Qur’an (Q.S. Al-Nisa>’ (4): 11) sudah banyak ditinggalkan
oleh umat Islam Indonesia, baik secara lansung maupun tidak. Sikap itu diperoleh
Munawir sehubungan dengan perannya sebagai Menteri Agama sehingga mendapat
22Reaktulisasi ajaran Islam yang dimaksudkan oleh Munawir Sjadzali adalah modifikasi atau
penyesuaian ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt dengan jelas dalam al-Qur’an.
Lihat Munawir Sjadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Tjun Soemardjan (ed.), Hukum Islam di
Indonesia ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 87.
23Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini (Jakarta: UI-Press, 1994),
h. 44.
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laporan dari hakim-hakim agama24 di berbagai daerah tentang penyimpangan dari
ketentuan al-Qur’an. Para hakim sering menyaksikan, apabila seseorang Muslim
meninggal dan atas permintaan para ahli waris, Pengadilan Agama memberikan
fatwa waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fikih waris (fara’id). Seringkali
terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris dari Pengadilan
Agama dan mereka pergi ke Pengadilan Negeri untuk diberlakukan hukum lain yang
tidak sesuai dengan ilmu Fara’id. Hal ini, jelas Munawir bukan hanya dilakukan oleh
masyarakat biasa, tetapi dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang cukup menguasai
ilmu-ilmu keislaman.25
Kedua, banyak keluarga yang melakukan tindakan pre-emtive (mendahului),
yaitu orang tua yang masih hidup membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya;
masing-masing anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian yang sama
sebagai hibah (pemberian). Oleh karena itu, ketika orang tua meninggal dunia,
kekayaan yang harus dibagikan hanya sedikit jumlahnya, bahkan habis sama sekali.
Secara formal, tindakan ini tidak menyalahi al-Qur’an. Akan tetapi, jelas Munawir,
melaksanakan hibah dengan semangat menghindarkan hukum fara’id tindakan yang
perlu dipertanyakan.
Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang tokoh pemuda
Muhammadiyah yang dilaksanakan di salah satu wilayah Aceh menunjukkan bahwa
pembagian waris yang dilaksanakan masyarakat melepaskan diri dari ketentuan-
ketentuan fara’id dan mencari penyelesaiannya di Pengadilan Negeri (bukan
24Hakim agama adalah hakim yang bertugas di Peradilan Agama (Pengadilan Agama (PA)
untuk pengadilan tingkat pertama; Pengadilan Tinggi Agama (PTA) untuk tingkat banding; dan
Mahkamah Agung (MA) untuk tingkat kasasi. Dilihat dari konteksnya yang dimaksud adalah Hakim
di PA dan PTA.
25Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia (Cet. I; Bandung: Pustka Bani Qurasy,
2005), h. 154.
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Pengadilan Agama). Sikap demikian, menurut Munawir Sjadzali, secara tidak
langsung menunjukkan bahwa pelakunya tidak percaya pada hukum fara’id atau
bahkan mereka beranggapan bahwa putra-putri mereka dirugikan oleh hukum fara’id
ketika mereka meninggal dunia. Dengan demikian, dari segi sosio-kultur masyarakat
Indonesia, Munawir Sjadzali mengajukan pelaksanaan 1:1 (sebagai penyimpangan
dari Q.S. al-Nisa>’ (4) : 11) karena sebagian masyarakat Islam sudah tidak lagi
melaksanakan ketentuan 2:1 dalam pembagian waris.26
Ditinjau dari aspek metodologi hukum Islam (ushul al-fiqh), Munawir
Sjadzali mengajukan argumentasi dengan menyatakan bahwa dalam al-Qur’an
terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya
sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan laki-laki di samping istri. Nabi
Muhammad saw. selalu menghimbau para pemilik budak untuk berlaku lebih
manusiawi terhadap budak-budak atau membebaskan mereka sama sekali. Akan
tetapi, sampai Nabi Muhammad saw. wafat dan wahyu terakhir sudah turun, Islam
belum mengapuskan budak secara tuntas. Ketika umat manusia sepakat untuk
mengutuk perbudakan dalam berbagai manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan.
Di antara umat Islam, jelas Munawir Sjadzli, ada yang melakukan pembelaan dengan
mengatakan bahwa Islam tidak menghapus perbudakan secara tuntas karena
khawatir terhadap reaksi masyarakat ketika itu dengan tegas mengikis perbudakan.
Apabila alasan ini dapat diterima maka seharusnya belajar dari kebijakan yang agung
itu.
Argumentasi Munawir dalam menopang pendapatnya merupakan respon
terhadap pandangan ulama yang tidak setuju dengan gagasannya. Salah satu alasan
para penentang gagasan Munawir Sjadzali beragumen bahwa ketentuan 2:1 dalam
26Jaih Mubarok, Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia, h.155.
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pembagian waris yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa>’ (4): 11 merupakan ayat yang
bersifat pasti (qath’iy). Dari bantahan yang dilakukan oleh Munawir Sjadzali terlihat
bahwa ia menggunakan analogi (qiyas) antara ketentuan perbudakan dengan
ketentuan waris. Dari segi metodologi, analogi ini tertolak karena aturan perbudakan
memiliki ketentuan tersendiri dalam al-Qur’an dan hukum waris juga memiliki
ketentuan tersendiri.
4. Bunga Bank
Mengenai soal bunga bank, menurut Munawir Sjadzali, banyak ulama
termasuk MUI pada akhir-akhir ini tidak memperbolehkan bunga Bank dan
menganggapnya riba. Tetapi, menurut beliau, kehidupan  sekarang tidak lepas dari
perbankan. Apa yang dilontarkan Munawir tersebut merupakan usaha ke arah
reaktualisasi ajaran Islam. Tampaknya, Islam harus senantiasa siap dalam berbagai
perubahan dan konsekuensinya, yaitu perlu pembaruan pemikiran Islam. Pemikiran
Munawir tersebut sebagai upaya penyesuaian paham-paham keagamaan sebagai
akibat kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi modern.
Penyesuaian  paham–paham keagamaan dalam Islam, (untuk memenuhi
tuntutan perkembangan zaman) memerlukan suatu metode yang tepat dengan
pendekatan metodologis yang tepat pula. Fazlurrahman menyatakan bahwa tanpa
suatu metodologi yang tepat dalam memahami Islam dan seluruh pesannya, orang
akan sulit menangkap dengan jelas dan tajam, mengenai kajian pondasi teologis
persoalan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Rahman berkali-kali menegaskan
bahwa al-Qur’an harus dijadikan pedoman pertama dan utama dalam memahami
Islam.
Menurut Munawir, konsep ijtihad seharusnya diformulasi kembali. Sebab,
selama ini ijtihad hanya dipahami sebagai usaha untuk menemukan suatu konsep
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yang tidak ditemukan dalam al-Quran dan hadis. Ijtihad yang dimaksudkan oleh
Munawir adalah untuk memahami kembali pesan dan semangat yang dijarkan oleh
al-Quran dan hadis. Menurut beliau justru Umar Bin Khattab lebih banyak berijtihad
dengan nalarnya. Melihat aspek konteksnya, meskipun telah dijelaskan secara tegas
dalam al-Qur’an, misalnya pencuri laki-laki maupun perempuan harus dipotong
tangannya. Tetapi umar, tidak melaksanakan ketentuan al-Qur’an tersebut termasuk
kasus muallaf dan kasus rampasan perang. Kasus seperti itu merupakan upaya
ijtihad.
Pandangan Munawir, baik masalah bunga bank maupun waris, bukan tidak
beralasan. Sebab, pemahaman beliau berdasarkan pada metodologi historis. Yakni
memahami ayat al-Qur’an atas sejarah dan semangat diturunkannya. Bagi Munawir,
yang ingin dilakukan adalah mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad secara
jujur dan adil serta menjadikan Islam lebih tanggap terhadap berbagai kebutuhan
situasi lokal dan temporal Indonsia.
Mengenai bunga bank yang dilontarkan oleh Munawir, menurut Quraisy
Shihab salah satu pakar tafsir, sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasyid Ridha
dalam tafsir Al-Mana>r mengatakan bahwa “tidak pula termasuk dalam pengertian
riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk
diinvestasikan, sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut  dengan kadar
tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta,
Sedangkan, riba yang diharamkan adalah merugikan salah seorang tanpa satu dosa
(sebab), kecuali keterpaksaannya. Atau menguntungkan pihak lain tanpa ia usaha,
kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan
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hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak dalam
pandangan seseorang yang berakal atau berlaku adil.27
Merujuk pada pendapat Quraish Shihab di atas maka bunga bank yang
dilontarkan oleh Munawir tersebut, diperbolehkan atau tidak haram. Dengan alasan,
uang yang disimpan masyarakat di bank, baik dalam bentuk tabungan maupun
deposito oleh pihak bank digunakan untuk menyalurkan modal kepada orang yang
memerlukan dana dalam melaksanakan usahanya. Bank merupakan lembaga yang
bergerak dalam usaha dagang dengan sasaran memperoleh keuntungan. Dari usaha
dagang yang dilakukan oleh pihak bank memperoleh keuntungan. Keuntungan
tersebut dibagi dengan para nasabah atau masyarakat yang menyimpang uangnya di
bank dengan prosentase yang telah ditentukan. Dengan demikian, bunga bank yang
diberikan kepada nasabah merupakan bagi hasil keuntungan usaha bank.
Arti penting reaktualisasi Munawir di atas, terletak dibalik retorika masalah
pewarisan. Jika ditelusuri lebih lanjut, kerangka pemikiran teologisnya tampak
mengindikasikan kecenderungan pandangannya bahwa terdapat perintah al-Qur’an
tertentu. Terutama berkaitan dengan masalah-masalah sosial, bukan ritual yang
tidak lagi sejalan tuntutan masa kini, di antaranya masalah pembagian waris dan
perbudakan. Selain itu, Munawir berpandangan bahwa telah terjadi perubahan
situasi-situasi sosial di kalangan umat Islam. Dalam kasus ini walaupun tidak
semuanya, ia meniru atau mencontoh umar Ibnu al-Khattab kedua.
5. Perdamaian Untuk Umat Manusia
Munawir Sjadzali menyampaikan gagasannya tentang perdamaian untuk
umat manusia pada konferensi Kristen dan Islam di Wina, Austria, 30 Maret 1993.
Dalam pertemuan tersebut, Munawir Sjadzali juga menyampaikan rasa terima
27Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat (Cet. XXV; Bandung : Mizan, 2003), h. 267-268.
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kasihnya terhadap pemerintah Austria atas terselenggaranya konferensi tersebut.
Menurut Munawir, prakarsa tersebut mencerminkan perhatian yang sungguh-
sungguh dalam usaha meningkatkan saling pengertian dan saling menghormati
antara kedua kelompok agama yang terbesar di dunia, Kristen dan Islam dengan
tujuan mempercepat kerja sama yang pernuh arti dan usaha bersama antara
masyarakat Islam dan Kristen guna memberikan arah baru bagi dunia.
Munawir Sjadzali sependapat sepenuhnya dengan pandangan bahwa kaum
Muslim dan Kristen dengan keyakinannya yang sama akan Tuhan Yang Maha Esa,
Maha Pemurah dan Maha Suci dan bahwa kepadaNya akan kembali pada Hari
Kiamat guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan buruk itu,
dipersatukan oleh tanggung jawab bersama. Kalau bukan misi bersama untuk
memperjuangkan lahirnya dunia baru yang diberkati, dimana manusia dapat hidup
bersama dalam kebebasan, bermartabat, kesejahteraan dan keadilan. Suatu dunia di
mana semua benda anugerah Tuhan dinikmati bersama secara adil sedangkan segala
macam perbedaan dan pertentangan, baik politik, ekonomi dan sosial, diselesaikan
dalam semangat dialog dan dengan cara damai.28
Munawir Sjadzali yakin bahwa gagasan tersebut bukan utopia, juga bukan
khayalan semata. Bukanlah tidak mungkin untuk menyelenggarakan kerja sama yang
penuh arti, berdasarkan keyakinan bersama, didukun oleh tindakan bersama yang
konkrit oleh kedua kelompok agama yakni Kristen dan Islam tanpa harus
mengorbangkan keyakinan dan jati diri masing-masing. Hal itu bukan mustahil.
Kaum Kristen akan tetap sebagai pemeluk Kristen yang taat. Demikian pula kaum
Muslim. Dalam hubungan tersebut dapat dipinjam semboyang bangsa Indonesia,
yakni Bhinneka Tunggal Ika.
28Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini (Cet. 1; Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI-Press), 1994), h. 24.
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Munawir Sjadzali mengatakan masih banyak hambatan yang harus diatasi
sebelum mencapai keadaan yang kondisif bagi kerja sama tersebut. Bagi Munawir,
Hubungan kaum Kristen dan kaum Islam dalam banyak hal sangat diwarnai oleh
kesalapahaman dan kecurigaan timbal balik yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan
oleh berbagai pengalaman yang menyedihkan atau bahkan menyakitkan hati di masa
lampau atau zaman sekarang. Tetapi Munawir Melihat bahwa kesalahpahaman dan
kecurigaan dari masing-masing pihak tersebut tidak disebabkan oleh doktrin atau
ajaran dari keyakinan agama itu sendiri. Mengenai Muslim mengatakan bahwa
dalam al-Qur’an, tampak jelas sekali bahwa Islam, pada hakikatnya menentang
pemaksaan dari seseorang atas orang lain melalui kekuatan dan kekerasan, sekalipun
atas nama agama. Islam juga mengakui pluralitas keyakinan dan sekaligus
menghormati kebebasan memilih agama al-Qur’an memperingatkan Nabi
Muhammad saw. terhadap pemaksaan agar orang menerima ajarannya, karena “jika
Allah menghendaki, semua yang ada bumi akan mempercayai (kamu).” Daripada
berusaha memaksa orang lain agar menerima Islam, kaum Muslim dianjurkan oleh
al-Qur’an agar mengajak kaum Yahudi dan Kristen hanya menyembah Allah saja,
tidak mempersekutan siapapun denganNya; jika ajakan itu ditolak, kaum Muslim
tidak diizinkan memaksa kaum Yahudi dan Kristen dengan kekerasan agar
menyetujuinya.29
Islam membolehkan kaum Muslim hidup dalam kedamaian dan bersahabat
dengan orang-orang yang bukan Muslim, selama orang-orang yang bukan Islam itu
tidak memerangi kaum Muslim atas nama agama dan mengusir kaum Muslim dari
rumah mereka. Apa yang dilarang oleh Islam bagi orang Muslim adalah mengadakan
hubungan yang akrab dengan mereka yang memerangi kaum Muslim atas nama
29Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, h. 25.
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agama dan mengusir kaum Muslim dari rumah mereka. Dalam hal ini, kaum Muslim
dibolehkan menggalang kekuatan untuk mempertahankan diri. Bahkan mereka
diperingatkan secara keras agar tidak memulai permusuhan, karena Allah membenci
agressor. Lagi pula, jika kaum Muslim terpaksa menggunakan kekuatan untuk
mundur kaum penyerang, mereka harus berhenti tepat ditempat dari mana mereka
diusir.
Berdasarkan hal tersebut, Munawir Sjadzali berpandangan, itulah Islam
agama perdamaian dan anti kekerasan. Islam memperbolehkan penggunaan
kekerasan hanya untuk membela diri. Karena itu, Islam tidak dapat dan tidak harus
dihubungkan dengan pandangan, sikap atau tindakan apapun yang tidak sesuai
dengan ajaran tersebut.
Pada tingkat nasional, Munawir Sjadzali mengatakan, bangsa Indonesia telah
berbuat sebaik mungkin untuk mengembangkan toleransi antaragama. Republik
Indonesia yang terdiri dari sekitar 17. 000 pulau dan tersebar di kawasan sepanjang
lima ribu kilometer dan selebar dua ribu kilometer dengan penduduk lebih dari 180
juta jiwa, telah ditakdirkan menjadi sebuah negara dengan multi agama dan multi
suku bangsa. Karena itu, bagi bangsa Indonesia, menurut Munawir Sjadzali,
peningkatan hubungan yang harmonis antara kelompok-kelompok agama yang
beragam merupakan suatu keharusan mutlak. Munawir Sjadzali yakin sepenuhnya
bahwa tidaklah mungkin bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang pesat di
bidang ekonomi dan sosial tanpa adanya stabilitas politik dan pada gilirannya
mustahil tercapai stabilitas politik tanpa adanya hubungan yang harmonis antara
kelompok-kelompok agama yang berlainan di negara itu. Pendek kata, kerukunan
antaragama di Indonesia merupakan prasyarat bagi setiap tujuan yang mulia.
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6. Asas Pancasila, Aspirasi Umat Islam dan Masa Depan Bangsa.
Munawir Sjadzali mengatakan saya teringat ucapan seorang tokoh Islam
yang menyatakan bahwa sekarang ini masih banyak yang mempertanyakan tentang
dapat tidaknya ormas-ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas
untuk kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai Menteri Agama, Munawir
Sjadzali, mengajak tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada di Indonesia untuk
mencari jalan, bagaimana melaksanakan amanat GBHN 1983 tentang asas itu bagi
ormas-ormas yang bersifat keagamaan tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman.
Dalam upaya tersebut, Munawir Sjadzali bertitik tolak pada prinsip bahwa bukan
maksud MPR untuk menggantikan agama dengan Pancasila. Motivasi satu-satunya
dari amanat GBHN 1983 tersebut adalah agar masalah asas itu sudah dapat
diselesaikan secara tuntas sebelum Republik ini “timbang terimakan” kepada
generasi pasca-45. Karena dikhawatirkan kalau masalah yang sangat mendasar
tersebut belum juga tuntas sebelum alih generasi ini. Misalnya, timbul lagi krisis-
krisis nasonal seperti pengkhianatan Gestapu/ PKI tahun 1965 dan lain-lain.
C. Karya dan Penghargaan Munawir Sjadzali
Karya, Gagasan dan Penghargaan selain sebagai diplomat ulung, Munawir
juga seorang intelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karya yang
telah ditulisnya. Beberapa karya yang telah ia tulis mengenai beberapa bidang, mulai
dari pengalamannya sebagai Menteri Agama, wawasan keislaman, ketatanegaraan,
pendidikan agama, pemerintahan dan tentu saja tentang perkembangan pemikiran
Islam. Sebagai seorang negarawan dan ilmuan, Ia amat berminat dalam
mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya menonjol dalam dua
bidang yaitu pemikiran keagamaan dan politik.
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Munawir Sjadzali dikenal sebagai seorang diplomat yang tenang, tulus dan
pandai mendongeng. Seringkali ketika menyampaikan pemikiran dan gagasannya, ia
menggunakan dongeng sebagai perantara. Suatu ketika, saat menjabat sebagai
Menteri Agama, di depan para ulama Jawa Barat, Munawir Sjadzali mengisahkan
persahabatan antara petani dan beruang. Kemudian ia juga senang mendengarkan
musik dan memiliki rekaman Tchaikovsky dan Beethoven, namun penggemar
biduanita Mesir, Ummi Kalsum ini merasa lebih at home dan in betul bila menikmati
gambus.
Sebagai tokoh intelektual Islam Indonesia, selain terlibat dalam berbagai
organisasi baik nasional maupun internasional, Munawir memiliki buah pikiran yang
cemerlang yang diabadikan dalam berbagai tulisannya. Adapun karya-karya
Munawir Sjadzali yang brillian, baik dalam bentuk buku, makalah, tesis maupun
majalah, antara lain:
1. Munawir Sjadzali, Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam ?. 1950.
2. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.
ed.v. Jakarta; Universitas Indonesia ((UI-Press), 1993.
3. Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orentasi Masa Depan Bangsa.
Jakarta: UIP, 1993.
4. Munawir Sjadzali (et.al.), Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan
Pembentukannya. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
5. Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusian. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
6. Munawir Sjdzali, Islam and Covernmental System Teachings, History and
Reflektions. Jakarta: Inis, 1991.
7. Munawir Sjadzali, Indonesia’s Muslim Parties and Their Political Concept.
Tesis M.A. George Town University, 1995.
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8. Munawir Sjadzali (et al.), Ijtihad dalam Sorotan. Cet. II; Bandung: Mizan.
1991.
9. Munawir  Sjadzali (et. Al.), Hukum Islam di Indonesia dan Pemikiran dan
Praktek. Cet. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
10. Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini. Cet. I;
Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1994.
11. Munawir Sjadzali, Penerimaan Pancasila Tidak Mengurangi Keutuhan
Aqidah. Panji Masyarakat, no 512 august 11, 1986.
12. Munawir Sjadzali, Asas Pancasila, Aspirasi Umat Islam dan Masa Depan
Bangsa. Jakarta: Harian Pelita. 1986.
13. Munawir Sjadzali, Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam.
Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.
14. Munawir Sjadzali, Makna UU NO. 7 tahun 1987 dan KHI bagi Pembangunan
Hukum di Indonesia. Mimbar Hukum No. 17. 1984.
15. Munawir Sjadzali, Memori Akhir Tugas Menteri Agama Republik Indonesia,
Masa Bakti 1988-1993 Kabinet Pembangunan V. Jakarta. 1993.
16. Munawir Sjadzali, Peran Muhammadiyah dalam Pembinaan Umat Islam di
Indonesia. Dalam Departemen Penerangan RI, Siapa Yang Tidak Mau
Muhammadiyah, 1986.
17. Munawir Sjadzali, Kembali Kepada Piagam Madinah. Dalam Abu zahra
(ed.), Politik Demi Tuhan Nasionalisme Relegius di Indonesia. Jakarta:
Pustaka Hidayah, 1999.
18. Munawir Sjadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam. Dalam Iqbal Abdur Rauf
Saimina. (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka
Panjimas. 1988.
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19. Munawir Sjadzali, Dari Lembah Kemiskinan. Dalam Panitia Penulisan buku
70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. Kontekstualisasi Ajaran Islam.
Jakarta; Kerja Sama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan
Yayasan Wakaf Paramadina. Jakarta Selatan, 1995.
20. Munawir Sjadzali, Negara Pancasila Bukan Negara Agama dan Bukan
Negara Sekuler.
21. Munawir Sjadzali, Dinamika dan Vitalitas Hukum Islam. Panji Masyarakat,
No. 459, 21 Februari 1985.
22. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; “Kita Ini Kurang Berani. Tempo,
20 Oktober, 1990.
23. Munawir Sjadzali, Gejala Krisis Integritas Ilmiah di Kalangan Islam. Pelit,
24-25 Juli, 1987.
24. Munawir Sjadzali, Shari’ah: A Dynamic Legal System, Makalah
Disampaikan pada Konferensi “Shari’ah And Codification,” Colombo, Sri
Langka, Desember, 1985.
25. Munawir Sjadzali, The Role of The Muslim Religious Leaders (Ulama) in the
Solution of the Populution Problems-Indonesian Experience. Kairo, 1987.
26. Munawir Sjadzali, Agama Sebagai Landasan Spiritual, Etik dan Moral
Pembangunan. Makalah pada Forum Latihan Manggala, Bogor, 12 juni 1990.
27. Munawir Sjadzali, Wawasan Perjuangan Muslim Indonesia. Makalah
Disampaikan Pada Dies Natalis HMI ke-43, Yogyakarta, 4 Februari 1990.
28. Munawir Sjadzali, Extremisme Sebagai Satu Cabarang. Dialog Jurnal Studi
dan Informasi Keagamaan, Litbang Agama Jakarta, No. 26 Th. XIII.
Agustus, 1988.
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Dalam pengabdiannya, Ia telah mendapatkan sejumlah penghargaan,
termasuk dari sejumlah negara sahabat. Antara lain, penghargaan Bintang
Mahaputra Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dari Pemerintah
Indonesia, Great Cordon of Merit dari Pemerintah Qatar, Medallion of the Order of
Quwait-Special Class dari Kuwait dan Heung in Medal-Second Class dari Korea
Selatan, Order of the Yugoslav Flag with Golden Wreath (Yugoslavia), Tokoh Maai
Hijrah 1415 (Malaysia) Sedangkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama
Islam ia dapatkan dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tanggal 22 Februari 1994.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Penilaian atau posisi yang seringkali
membuat banyak orang mengkaji pemikiran atau gagasan yang dilontarkan oleh
Munawir Sjadzali penuh dengan kontroversi atau kebijakan yang pernah ditempuh
dalam menyelesaikan suatu persoalan bangsa dan negara serta agama sehingga
banyak orang yang salah mengerti dan menjadi ceroboh untuk mengambil suatu
kesimpulan. Namun demikian, karya, pemikiran maupun penghargaan yang pernah
diraih, tidak dapat dipungkiri bahwa Munawir Sjadzali adalah seorang negarawan
sejati, ulama nasionalis yang penuh kharisma, seorang  pembaharu dan pemikir
Muslim yang jenius, produktif dan handal.
D. Munawir Sjadzali di Mata Sahabat
1. H.Tarmizi Taher
Tarmizi Taher mengatakan pada saat saya menjabat sebagai Waka Pusbintal
ABRI, saya ditawari bapak Munawir Sjadzali untuk bergabung ke Departemen
Agama menjadi Dirjen Bimas Islam dan urusan haji, menggantikan (Alm) Birgjen H.
Burhani Tjokrohandoko. Tetapi tawaran itu ditolak secara halus oleh Tarmizi Taher.
Karena pada waktu itu baru saja dipromosikan menjadi Kapusbintal ABRI. Di
samping itu ada juga proyeksi menjadi Gubernur Sumatra Barat, menggantikan
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Bapak Ir. H. Azwar Anas, yang akan menghadiri masa tugasnya. Namun ternyata
suratan tangan jualah yang menentukan bahwa Ia akan bekerja menyelesaikan tugas-
tugas yang berkaitan dengan Departemen Agama. Munawir Sjadzali mengharapkan
agar Mabes ABRI mendukung Departemen Agama dalam pembinaan politik, antara
lain dengan memberikan dukungan bagi suksesnya muktamar organisasi keagamaan
seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Tarmizi Taher mengatakan pada
tanggal 30 juli 1987, saya dilantik sebagai Sekjen menggantikan Bapak H.
Aswasmarmo SH. ditandai dengan tugas pertama memberikan khutbah nikah pada
acara akad nikah anak Sekjen Departemen Luar Negeri, Marsekal Madya
Sudharmono. Menurut Tarmizi Taher,  Bapak Munawir Sjadazli selalu mendorong
saya untuk melakukan tugas-tugas seperti itu, termasuk pada upacara akad nikah
putri bungsu beliau, Muflihatun.30
Sebagai Sekjen, hubungan saya dengan Bapak Munawir Sjadzali adalah
hubungan atas bawahan. Hubungan antar manusia, sebagai kakak beradik. Demikian
pula hubungan istri saya dan Ibu Munawir. Sebagai bawahan adalah tugas saya
memberikan masukan atau saran kepada beliau. Banyak saran saya ajukan, diminta
atau tidak diminta. Dan adalah hak beliau sebagai atasan untuk setuju atau tidak
setuju atas saran-saran saya itu. Lebih lanjut, Tarmizi Taher mengatakan bahwa cara
pikir Munawir Sjadzali sangat sistemetis dan terlihat dalam setiap langkah yang
diambil. Misalnya, dalam pembinaan IAIN dan sebagainya. Sebagai pembantu
beliau, menurut Tarmizi Taher, kesan yang paling mendalam terhadap Munawir
Sadzali adalah kemampuan lobi sebagai diplomat dan pejabat senior Departemen
Luar Negeri. Misalnya, keberhasilan beliau dalam menggolkan setiap proyek
30Lihat Tarmizi Taher, “Menuju lapangan Banteng (Kenangan Bersama Pak Munawir)”
dalam Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr.H. Munawir Sjadzali,
M.A. (Cet. I; Jakarta: Paramadina,  139-140.
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strategis Departemen Agama tidak terlepas dari kesabaran dan kepiawaian beliau
dalam melobi pihak-pihak terkait. Yang paling dirasakan ketika beliau  menyiapkan
RUU tentang peradilan agama yang secara politis harus berhubungan dengan Mabes
ABRI dan BAKIN.
Bagi Tarmizi Taher, Munawir Sjadzali adalah sosok yang mendapatkan
anugerah dari Allah swt. yang tidak banyak orang memperolehnya, yaitu berupa
kemampuan menggabungkan tiga kecenderungan sekaligus, yaitu kepakaran dalam
ilmu politik, kehandalan diplomatik dan keahlian dalam studi Islam. Lebih-lebih
kecenderungan yang ketiga itu mendapat saluran yang tepat di IAIN.
2. H. Abdullah Sukarta
Abdullah Surakarta melihat selama kepemimpinan Munawir Sjadzali, tidak
ada peraturan baru yang dikeluarkannya menyangkut kerukunan beragama. Akan
tetapi  lahirnya UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan
berkat kegigihan, kesabaran dan kepiawaian beliau dalam melobi dan berdiplomasi
dengan kalangan-kalangan tertentu. Abdullah Surakarta menyatakan bahwa saya
merasa berbahagia mendapat kehormatan menjadi “penunggu pintu beliau” sejak
beliau mulai berkantor di Jl. M.H. Thamrin No. 6 1998 hingga meninggalkan kantor
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, awal April 1993. Beliau adalah figur
teladan dalam hal ketekunan, keteguhan dalam prinsip dan kegigihan baik dalam
menuntut dan mengembangkan ilmu-ilmu Islam maupun dalam menempuh jenjang
karir sebagai abdi negara dan masyarakat.31
Pendapat-pendapat beliau tentang perlunya reaktualisasi ajaran Islam yang
mendapat reaksi pro-kontra, turut menggairahkan semangat pemikiran Islam di
31Abdullah Surakarta, ”Dari Thamrin Hingga Ke Banteng (Kilas Balik Bersama Bapak
Munawir)” dalam Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir
Sjadzali, h. 152-161.
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Tanah Air. Walau tidak sedikit andil beliau dalam menjalani hari-hari panjang di
Departemen Agama, namun semua itu tetap dalam kesederhanaan dan kerendahan
hati sesuai dengan ucapan beliau saat menerima serah terima jabatan dari Bapak
Alamsyah. ”Saya ini hanyalah ma’mun masbuq dari pendahulu saya.” Ketika beliau
berhasil membantu suatu proyek sosial-keagamaan dengan kucuran dana donator
beliau pun selalu berkelakar, “saya ini hanyalah calo yang tidak basah”. Suatu hal
yang  agaknya juga membahagiakan, beliau telah dapat melaksanakan harapan ayah
beliau agar sang anak menjadi da’i. Dengan demikian, Departemen Agama adalah
lahan dakwah yang cukup luas bagi da’i efektif seperti Bapak Munawir Sjadzali.
3. Nurcholis Madjid
Nurcholis Madjid menilai bahwa Bapak Munawir Sjadzali adalah seorang
yang mampu dan berkewenangan  untuk mengurus masalah-masalah keagamaan.
Munawir Sjadzali adalah seorang tokoh yang memang dibesarkan sebagai anggota
“kalangan dalam umat”. Beliau pernah aktif dalam gerakan pemuda Islam Indonesia
(GPII), sebuah oraganisasi kepemudaan yang saat-saat awal kemerdekaan bernaung
di bawah partai politik Islam Masyumi.32 Di samping itu, Munawir Sjadzali adalah
juga seorang pejuang dalam barisan Hizbullah yang dahulu memang banyak pemuda
santri. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa Munawir Sjadzali dalam
pengalamannya di dunia diplomasi serta semangatnya sebagai seorang yang gemar
membaca dengan fasilitas yang cukup (berupa kelengkapan perpustakaan, baik yang
milik pribadi maupun yang umum di negeri-negeri tempat beliau bertugas) nampak
kuat sekali mewarnai corak keserjanaannya sehingga cukup banyak variasi; dengan
pendekatan beragam, tidak satu garis atau monoton. Maka Bapak Munawir Sjadzali
32Nurcholish Madjid, “Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Antara Diplomasi dan Tugas Kyai” dalam
Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.,
h. 163.
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dapat dikelompokkan dalam angkatan pertama kesarjanaan modern, suatu pola
kesarjanaan dalam kajian agama Islam yang mula-mula dirintis oleh Bapak Rasyidi.
Menurut Nurchlish Madjid, kita harus melihat pemikiran Bapak Munawir
Sjadzali dengan gagasan-gagasannya di bidang hukum Islam yang banyak
mengejutkan orang itu. Sekarang yang dituntut dari Bapak Munawir Sjdzali, atau
kepada yang akan meneruskannya kerangka acuan penalaran yang lebih
komprehensif dan mendasar sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan tidak
terkesan bersifat ad hoc semata, yang menurut Munawir merupakan salah satu titik
lemah banyak kalangan kita yang hendak melakukan penyegaran kembali pemikiran
dan pemahaman Islam.
4. Taufiq Abdullah.
Taufiq Abdullah berpendapat bahwa bukan sekedar kearifan politik yang
diperlukan, tetapi juga keberanian intlektual. Menurut Taufiq, dalam hal inilah
Bapak Munawir Sjadzali memperlihatkan kediriannya. Ia tidak membiarkan dirinya
berlarut dalam tugas resminya sebagai salah satu penyelenggara tugas pokok
kenegaraan dan malah juga tidak terlalu merisaukan harapan sosial yang beraneka
ragam yang bisa membelenggu semua pemain sosial yang mempenyai kedudukan
strategis.33
Taufiq Abdullah melihat, sejak tahun kedua dari masalah jabatannya yang
pertama, Bapak Munawir Sjadzali, entah disengaja atau tidak, disadari atau tidak
memainkan tiga peranan publik sekaligus. Pertama, ia berusaha menjalankan
peranannya sebagai pembantu Presiden. Kedua, sebagai Menteri Agama, ia harus
berperangganda: sebagai “orang pemerintah” terhadap umat dan “juru bicara”
kepada kalangan pemerintah. Ketiga, Bapak Munawir merupakan Menteri Agama
33Lihat Taufiq Abdullah, “Perkenalan dengan Seorang  Arsitek” dalam Munawir Sjadzali,
Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. , h. 179-185.
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yang paling aktif di masa jabatannya memainkan peranan sebagai cendekiawan
Muslim tanpa mempertanyakan berbagai hal yang selama ini dianggap “sudah
semestinya” bahkan juga termasuk wilayah suci, dan ilmuwan yang ingin meneliti
segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dalam memainkan peranan inilah Bapak
Munawir Sjadzali sebagai tokoh yang kontroversial.
Di mata Taufiq Abdullah, sosok Munawir Sjadzali yang kini lebih menyukai
hidup Husnul Khatimah adalah salah seorang arsitek dari bangunan paradigma baru.
Kebanggaan berkenalan dan berteman dengan Bapak Munawir Sjadzali adalah
kebanggaan seorang pembawa batu yang berkenalan dengan seorang arsitek.
Meskipun rasa jengkel Taufiq telah lama berakihir. Ia juga masih menyesali
mengapa seminar yang dulu itu diundur, sehungga Taufiq sebagai pemakalah tidak
bisa hadir. Kalau saja tidak diundur, tentu telah lebih dulu berkenalan dengan Bapak
Munawir Sjadzali dan sempat bertukar pikiran dengan beliau.
5. Bismar Siregar
Bismar Siregar mengatakan, kalau ada orang bertanya kepada saya,
bagaimana pandangan saya terhadap Bapak Munawir Sjadzali maka saya menjawab,
beliau adalah orang baik. Pernah suatu saat ketika shalat jenazah selesai, imamnya
ditanya, “Apa si pulan (jenasah) itu orang baik?” Munawir menuturkan, bila ada
empat puluh orang jama’ah menjawab ia orang baik, Allah swt. memerintahkan
malaikat, “catatlah wahai malaikat, apa kesaksian empat puluh orang hambaku,
sebelum jenazah diusung ke pemakaman. Bersaksi ia orang baik, baik pulalah ia di
mataku.” Menurut Bismar Siregar, saya percaya atas tuturan imam itu.34
Bismar Siregar menceritrakan bahwa ada suatu peristiwa yang membuat saya
terkesan. Peristiwa itu terjadi ketika saya jadi imam, istilah Pejabat Ketua
34Bismar Siregar, “70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali” dalam Munawir Sjadzali,
Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. , h.213-214.
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Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 1983. Ketika itu terjadi kunjungan Menteri
Agama dan Menko Kesra Letnan Jenderal TNI (purn) H. Alamsyah Ratu
Prawiranegara ke Medan. Pada saat kunjungan itu, kebetulan saya mengeluarkan
putusan yang kemudian dikenal dengan nama ”barang” si Bismar. Nama “barang” ini
dimaksudkan untuk mengganti istilah yang lebih halus atas kehormatan wanita.
Tapi, masyarakat lain menudingnya sebagai pelecehan terhadap wanita. Bapak
Alamsyah yang mendengar tudingan itu berkomentar, tepat sekali putusan Bung
Bismar! Sementara, Bapak Munawir mengatakan,“ Itulah ijtihad yang sangat
dibutuhkan dari pemikir Islam.”
Kenangan lain setelah saya hijrah ke Jakarta, saya bertemu Bapak Munawir
dalam upacara pelantikan pejabat tertentu di Istana. Ketika itu akan terjadi
pergantian kabinet. Munawir dengan penuh kesungguhan berkata, “Saudara Bismar,
sekiranya boleh saya berdoa, cukuplah sekali ini jabatan Menteri diamanahkan
kepada saya. Anak-anak sudah “unjuk hati” menuntut, sudah jenuh jadi anak pejabat
negara. Beberapa tahun, saya terus berkeliling di Luar Negeri sebagai Duta Besar.
Sekarang saya ingin menikmati pensiun, rukun bersama anak dan istri.” Apa yang
terjadi? Doa beliau bukan yang ditentukan oleh Allah swt. malah beliau yang tepat
mengembang amanah sebagai Menteri Agama. Dan, bukankah itu pula yang patut
disuri tauladani karena tidak berharap-harap menjadi jabatan? Namun, bila jadi
pilihan, bukan hanya sekedar amanah manusia, tetapi amanah Tuhan.
Bagi Bismar Siregar, Munawir Sjadzali adalah sosok yang tidak bersombong
diri, kerendahan hatinya terpancar dari cara dan sikapnya, tidak pandang disaat mana
terhadap siapa, selalu tercermin wajah penuh silaturrahim.
6. Ahmad Sukarja
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Ahmad Sukarja mengatakan ketika saya mengikuti kuliah perdana pada
Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta yang dipresentasikan oleh Bapak Munawir
Sjadzali, ia mengajak peserta “mengosongkan” pikiran dari pra-konsepsi yang telah
tertanam pada benak mahasiswa yang sudah berstatus sarjana. “Kita kaji Islam dan
ketatanegaraan secara obyektif dan tidak didahului pra-pendapat. Kajian kita
lakukan apa adanya”, termasuk pendapatnya tentang pandangan para pemikir
Muslim tentang politik.
Sebagai murid dan kemudian sebagai asisten, Ahmad Sukarja merasakan
adanya hal-hal yang patut digugu dan ditiru dari Bapak Munawir Sjadzali sebagai
guru. Antara lain, sikap disiplin, keluwesan dan keterbukaan dalam pandangan,
kebebasan dan keberanian mengeluarkan pendapat, kritis dalam mengkaji masalah,
tanggung jawab ilmiah yanh tinggi, menghargai pendapat orang lain dan sempat
menulis walau sibuk.35
7. Emil Salim
Emil Salim menceritrakan pada suatu hari, Bapak Munawir Sjadzali
mengungkapkan keprihatinannya mengenai kalangan intelektual dalam menyiapkan
Indonesia menanggapi tantangan masa depan. Di satu pihak , terdapat para ulama
yang memehami agama secara penuh, namun kurang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi umum. Sebaliknya, para ilmuwan memahami ilmu pengetahuan dan
teknologi secara penuh tetapi kurang menguasai agama. Sedangkan tantangan
pembangunan yang dihadapi masa depan sungguh besar, baik di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi maupun agama. Karena itulah, Munawir Sjadzali
menawarkan suatu konsep Ulama Plus, yakni ulama yang dilengkapi dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
35Lihat Ahmad Sukarja “Guru yang Patut Digugu dan Ditiru” dalam Munawir Sjadzali,
Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., h.228.
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Emil Salim menilai bahwa usul yang ditawarkan oleh Bapak Munawir
Sjadzali untuk membentuk “Ulama Plus” itu, sederhana kedengaran. Tetapi, luas dan
dalam makna serta implikasinya bagi bangsa Indonesia yang menempatkan tujuan
pembangunan jangka panjangnya pembentukan Manusia Utuh yang seimbang
material dan spiritual.36
8. Isna Ma’rifa Sjadzali
Isna Marifa Sjadzali mengatakan bahwa Bapak Munawir Sjadzali adalah
seorang tokoh masyarakat yang dekat dengan banyak kalangan dan memperoleh
tempat yang relatif terhormat di mata banyak segmen masyarakat.
Di antara kami, kata Isna Marifa Sjadzali  sepakat bahwa papi (Munawir
Sjadzali) yang mempunyai sifat menonjol perlu dicatat dengan “tinta emas”.
Landasannya sangat konsisten. Papi juga kami identifikasikan sebagai orang yang
sangat obyektif, tidak emosional dan berwawasan luas serta selalu mengambil posisi
melihat jauh ke depan dalam menghadapi suatu persoalan.37
Sebagai orang tua yang sangat bertanggung jawab, ia sangat memperhatikan
pendidikan anaknya. Papi sangat berpegang teguh pada pendiriannya bahwa
pendidikan adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Yang paling
mengesangkan seorang papi adalah keberhasilannya menanamkan nilai-nilai Jawa
dan Islam pada anak-anaknya. Dan tidak lupa pula, papi selalu ingat dan
mengingatkan keluarganya untuk bersyukur atas karunia-Nya. Dan memang, bagi
kami para menantu, menilai keuletan papi dalam memperjuangkan kehidupan yang
lebih bagi dirinya dan keluarganya perlu menjadi teladan.
36Emil Salim “Gagasan “Ulama Plus” Pak Munawir: Taman Ilmu Bernafaskan Agama”
dalam Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali,
MA., h. 237.
37Isna Marifa Sjadzali “Siapakah Sosok Pak Munawir atau “Papi” itu? (Pandangan
Menantu)” dalam Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir
Sjadzali, MA. , h. 239-240.
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9. Mustain Sjadzali
Mustain Sjadzali mengatakan saya percaya bahwa prestasi Bapak sampai
saat itu masih tetap “excellent,” dan dia seorang yang memiliki “sense of mission”
yang sangat tinggi. Baginya, bapak itu adalah manusia yang nyaris tanpa ambisi,
cuma menyimpan beberapa aspirasi. Sehingga perjalanan hidup yang tergelar
baginya merupakan serangkaian penjelmaan doa-doa yang dikabulkan atau seperti
pengangkatan sebagai Menteri, anugerah yang tidak pernah dia harapkan
sebelumnya.
Mustain mengatakan bahwa dalam perjalanan hidup seseorang, tuntutan dan
tugas bisa saja datang dan memanggil dari segala arah: keluargan, negara, dunia
pendidikan atau agama. Setelah sekian lama mengembang misi pemerintah, menjadi
milik negara dan meninggalkan ucapan dan tindakan yang acapkali menyentuh
masyarakat, menggelitik umat sudah saatnya Bapak bisa berada damai di antara
cucu-cucunya secara dekat dan bukan seperti biasanya dari balik layar kaca
televisi.38
Berdasarkan pandangan ataupun penilaian para tokoh atau sahabat maupun
keluarga terhadap pribadi Munawir Sjadzali dapat dikatakan bahwa Munawir
Sjadzali adalah sosok yang sangat sederhana dalam sikap, ikhlas dalam berjuang,
teguh pendiriannya, tegas dalam mempertahankan prinsip dan nilai-nilai kebenaran.
Dengan kata lain, jati dirinya filosofis dan teologis, nuansanya mistis dan tutur
katanya sangat bijaksana dan berakhlakul karimah.
Penulis berpendapat bahwa seorang Munawir Sjadzali dapat dijadikan
sebagai guru yang patut digugu dan ditiru. Semuanya itu dapat dibuktikan dengan
melihat segala bentuk pemikirannya maupun aktifitasnya baik sebagai Pejabat
38Mustain Sjadzali “Bapak yang Masih Excellent (Pandangan Anak-anak)” dalam Munawir
Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., h.248.
66
Negara, Akademisi, Agamawan serta pemimpin dalam rumah tangga. Di samping
itu, segala bentuk pemikiran atau gagasan serta kebijakan yang ditempuh selama
menjabat Menteri Agama senantiasa berorientasi pada nilai-nilai ajaran Islam, yaitu






Sebagai agama terakhir, Islam dapat diketahui memiliki karakteristik yang
khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai
literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai uraian mengenai pengertian
Islam, sumber dan ruang lingkup ajarannya serta cara untuk memahaminya. Dalam
upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam itu
perlu dikaji secara seksama sehingga dapat dihasilkan pemahaman Islam yang
komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman
seseorang akan memengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan keislaman yang
bersangkutan.
Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami pengertian Islam,
yakni dilihat dari aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. Dari segi kebahasaan,
Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat,
sentosa dan damai. Dari kata salima diubah menjadi bentuk aslama yang berarti
berserah diri masuk dalam kedamaian.1 Senada dengan itu, sumber lain mengatakan
bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat
sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam
keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat.
kata aslama itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang
terkandung dalam arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh,
taat disebut sebagai orang Muslim. Orang yang demikian, berarti telah menyatakan




dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah swt.. Dengan demikian, orang
tersebut dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat.2
Orang Muslim3 adalah orang yang tunduk, patuh, taat, menyerah kepada
kehendak atau hukum Allah dan akibatnya, kaum Muslim yakin serta ridha dengan
dirinya dan Allah. Memeluk Islam berarti menjadi bagian dari umat beriman di
seluruh dunia. Dengan demikian, orang beriman memiliki identitas relegius
individual dan kelompok dan bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menaati
serta melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan pribadi masyarakat.4
Berdasarkan uraian di atas, secara bahasa, kata Islam mengandung makna
patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari
keselamatan dan kebahagian hidup baik, di dunia maupun di akhirat. Olehnya itu,
penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa sebagai perlambang dari
kepatuhan dan ketundukkan kepada-Nya. Hal demikian, dilakukan atas kesadaran
dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura melainkan sebagai
panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah
menyatakan penuh dan tunduk kepada Tuhan.
Adapun pengertian Islam dari segi istilah, banyak para ahli
mendefinisikannya, di antaranya, Harun Nasution, mengatakan bahwa Islam
menurut istilah (Islam sebagai agama) merupakan agama yang ajaran-ajarannya yang
diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw.
sebagai rasul. Islam pada hakikatnya mengenai satu segi tetapi mengenai berbagai
2Nasruddin Razak, Dienul Islam ( Cet. II; Bandung : Al- Ma’arif, 1977), h. 56.
3Muhammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Ed. 1 (Cet, 1; Jakarta: PT.
RajaGrafindo, 1995), h. 46.
4John L. Esposito, The  Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, terj. Eva Y. N;
Femmys; Jarot W., Poerwanto, Rofik S., Ensiklopedia-Oxford Dunia Islam, Jilid 2 ( Cet. 2; Bandung:
Mizan, 2002), h. 346.
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segi dari kehidupan manusia.5 Sumber dari ajaran tersebut adalah al-Qur’an dan
Hadis.6
Raghib al-Asfahani menyebutkan bahwa kata Islam mengandung dua
pengertian, yakni: pertama, pengakuan masuk Islam secara lisan tanpa disertai
dengan iman dan kedua, pengakuan masuk Islam disertai dengan keyakinan (iman)
dalam hati dan direalisasikan dalam perbuatan serta menunjukkan sikap pasrah
kepada Allah terhadap apa yang telah ditentukanya. Senada dengan itu, Nurcholis
Madjid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan adalah merupakan hakikat
dari pengertian Islam. Sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada Hamba-
Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan dikaitkan kepada alam manusia, sehingga
pertumbuhan, perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh,
apalagi dipaksakan dari luar. Karena cara yang demikian menyebabkan Islam tidak
otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu
kemurnian dan keikhlasan.7 Nurkholis kelihatannya ingin mengajak kepada umat
Islam khususnya untuk memahami Islam dari sisi manusia sebagai makhluk yang
sejak dalam kandungannya sudah menyatakan kepatuhan dan ketundukkan kepada
Tuhan.
Sejalan dengan itu, Mahmud Syaltut seorang guru besar hukum Islam dari
Kairo mengatakan bahwa Islam sebagai suatu agama yang mengandung peraturan
yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya
dan manusia dengan alam lingkungannya; diwahyukan Allah swt. kepada Nabi
5Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II ( Jakarta: UI Press, 1979),
h. 24.
6Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah
Mansoer, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), Ed. I ( Cet. VI; Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1996), h. 47.
7Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah
Keimanan dan Kemodernan ( Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1992), h. 426.
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Muhammad saw. untuk diajarkan dan disampaikan kepada semua manusia.8
Sementara itu, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama
perdamaian dan mengandung dua ajaran pokok, yakni keesaan Allah dan kesatuan
atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras
dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah,
sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci al-Qur’an, melainkan pula pada
segala sesuatu secara tidak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah
yang kita saksikan pada alam semesta.9 Islam merupakan satu-satunya agama
samawi yang benar dan diridhai oleh Allah swt. untuk dijadikan sebagai pedoman
hidup manusia hingga akhir zaman.10 Sebagai agama yang diharapkan menjadi
tuntunan hidup, Islam telah sempurna dan mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan
oleh manusia. Allah swt berfirman dalam Q.S Al- Maidah/5: 3.
                   
Terjemahnya:
“…Pada hari ini, telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, serta telah aku ridhai Islam itu jadi
agama bagimu…”11
Islam pada hakikatnya merupakan aturan atau undang-undang Allah yang
terdapat dalam kitab Allah dan sunah rasul-Nya yang meliputi perintah dan larangan
serta petunjuk-petunjuk untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia guna
kehidupan di dunia dan akhirat.12 Secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam
meliputi tiga hal pokok, yaitu akidah, syariah dan akhlak (tasawuf).
8Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Houve, 1996), h. 742.
9Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam), h. 2.
10Agus Susanto, Islam itu Sangat Ilmiah (Cet. 1; Yogyakarta: Najah, 2012), h.14.
11Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 10; Bandung: CV. Diponegoro, 2012),h. 107.
12Wahyudi Pramono (et al), Etika Membangun Masyarakat Islam Modern (Cet.I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 7.
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Islam adalah agama bagi umat manusia dan pesannya bersifat universal dan
abadi. Islam bukan agama yang hanya menjamin perbaikan dan peningkatan
kehidupan pribadi atau perorangan. Ia juga bukan agama yang terdiri dari dogma-
dogma, peribadatan dan upacara-upacara. Islam adalah pandangan hidup yang
lengkap. Ia membimbing manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah swt. yang
diterima manusia melalui rasul-Nya Muhammad. Islam merupakan sistem dan aturan
hidup yang mencakup segala-galanya yang tidak membiarkan satu bidang pun dari
keberadaan manusia untuk ditata oleh kekuatan-kekuatan syetan. Islam berarti
menegakkan hukum Allah swt di alam semesta milik-Nya.13
Salah satu ciri khas Islam adalah ia merupakan pandangan hidup yang tertata,
disiplin, dan sempurna. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif,
begitu bagusnya dalam memandang dan menempatkan martabat dan harkat manusia,
baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial.14 Olehnya itu, cakupannya
tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadi manusia tetapi menjangkau semua
bidang keberadaan manusia. Dengan demikian, Islam merupakan petunjuk mengenai
semua aspek kehidupan individual, sosial, material, moral dan lain-lain.
Sejalan dengan itu, Islam sebagai sistem hidup yang mencakup seluruh aspek
kehidupan mempunyai makna yang luas dan komprehensif, yaitu mengatur dan
menyatakan pandangannya terhadap seluruh urusan kehidupan serta meletakkkan
aturan-aturan bijak dan teliti. Dengan aturan itu, Islam selalu dinamis dan aktif
13 Bagum Aisha Bawany, Islam: An Introduction, terj. Machnun Husein, Mengenal Islam
Selayang Pandang ( Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 1.
14Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif  Sosio Kultural ( Cet. I; Jakarta:
Lantabora Press, 2005), h. 142.
72
menghadapi berbagai persoalan kehidupan manusia di dunia dalam membangu
peradaban yang telah menjadi misi otentiknya.15
Menurut Daud Rasyid dalam bukunya “Islam dalam Berbagai Dimensi”
dikatakan bahwa salah satu keistimewaan Islam ialah tidak melepaskan manusia
sendirian untuk menemukan konsep pengembangan dirinya tetapi memberi tuntunan
dan petunjuk bahkan rumusan yang terbaik bagi peningkatan kualitas hidup manusia.
Jika hal ini dibiarkan begitu saja, jaminan menemukan wacana yang relevan dengan
kemanusiaannya masih relatif. Akan tetapi, dengan tersedianya sebuah  konsep yang
siap pakai lebih memudahkan manusia untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya.16
Ibarat spektrum cahaya, Islam itu terpancar menjadi beragam dimensi. Semua
dimensi itu, pada hakikatnya adalah satu yaitu Islam.
Said Aqil Siroj mengatakan bahwa ajaran Islam yang sempurna menuntut
setiap umat Islam untuk mengamalkan ajaran-ajaran keagamaan secara sempurna
pula. Parameter dari kesempurnaan pengamalan ajaran Islam dapat dilihat dari
seberapa jauh kemampuan seseorang menyeimbangkan kandungan akidah, syariat
dan tasawuf.17 Dengan demikian, titik puncak kesempurnaan beragama seseorang
terletak pada kemampuan mamahami ajaran Islam dan menyalaminya sehingga
bersikap arif dan bijaksana dalam segenap pemahaman dan penafsirannya. Olehnya
itu, perlu mengedepankan pemahaman keagamaan yang tinggi dan mendalam
tentang makna Islam.
15Abu Ridha, Amal Siyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah (Bandung: Syamil Cipta Media,
2004), h. 28.
16Daud Rasyid, Islam dalam Berbagai Dimensi ( Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998),
h. 57.
17Said Aqil Siroj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Aspirasi,
Bukan Aspirasi (Cet. 1; Bandung: Mizan, 2006), h. 33.
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Muhammad Ismail berpandangan, Islam adalah suatu pola hidup yang khas
dan sangat berbeda dengan pola hidup lainnya. Islam mewajibkan pemeluknya untuk
hidup dalam satu warna kehidupan tertentu secara konstan, tidak berganti dan
berubah karena situasi maupun kondisi. Islam mengharuskan untuk selalu mengikat
diri dengan pola kehidupan tersebut dengan membentuk suatu kepribadian yang
menjadikan jiwa dan pikiran mereka tidak akan merasakan ketenangan dan
kebahagian kecuali berada dalam pola kehidupan itu.18 Islam datang dengan
serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup
tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-
makna tekstual yang umum dan mampu memecahkan seluruh problematika
kehidupan manusia. Dengan demikian, Islam menjadikan cara-cara pemecahan
problema kehidupan tersebut bersandar pada suatu landasan fikriyah (dasar
pemikiran) yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan.
Islam adalah agama penyempurna ajaran-ajaran agama sebelumnya.
Begitulah dalam keyakinan seluruh umat Islam. Agama Islam sebagai penyempurna
secara universal mengandung beberapa unsur yang termuat dalam al-Qur’an. Unsur-
unsur yang dimaksud adalah akidah (teologi), syariat (hukum/aturan), muamalat
(sosial/masyarakat) dan etika (moralitas). Selain itu, al-Qur’an juga memuat tentang
sains, filsafat, politik dan teknologi. Bahkan jika dikaji secara mendalam, letak
kesempurnaan ajaran Islam dalam keyakinan Muslim adalah kelengkapan dan
kesempurnaan al-Qur’an sebagai firman Allah yang mutlak. Alasannya bahwa semua
persoalan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, material dan spiritual telah
dijelaskan di dalamnya secara universal. Hanya saja, penjelasannya secara rinci
dengan melalui hadis Rasulullh saw., ijtihad dan ijma para ulama.
18Muhammad Ismail, Al-Fikru Al-Islamy, terj. Nurkhalis, Bunga Rampai Pemikiran Islam
(Cet. 2; Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 9.
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Di kalangan masyarakat Barat, Islam sering diidentikkan dengan istilah
Muhammadanism dan Muhammedan. Perisitilahan ini karena dinisbahkan pada
umumnya agama di luar Islam yang namanya disandarkan pada nama pendirinya. Di
Persia misalnya ada agama Zoroaster. Agama ini disandarkan pada pendirinya
Zarathustra (w. 583 SM.) Selanjutnya terdapat nama agama Budha yang dinisbahkan
kepada tokoh pendirinya Sidharta Gutama Budha ( lahir 560 SM.). Demikian pula
nama agama Yahudi yang disandarkan pada orang-orang Yahudi (Jews), asal nama
dari negara Juda (Judea) atau Yahudi. Menurut Nasaruddin Razak, penyebutan
istilah Muhammadanism dan Muhammedan untuk agama Islam, bukan saja tidak
tepat, akan tetapi secara prinsipil salah. Peristilahan itu, bisa mengandung arti
bahwa Islam adalah paham Muhammad atau pemujaan terhadap Muhammad, seperti
perkataan agama Budha yang mengandung arti agama yang dibangun oleh Sidharta
Gautama sang Budha atau paham yang berasal dari dari Sidharta Gautama. Analogi
nama dengan agama-agama lainnya tidaklah mungkin bagi Islam.19
Ribuan bahkan ratusan ribu cendekiawan Barat yang mengagumi ajaran
Islam sekaligus mengakuinya sebagai ajaran yang rasional. Sebagian besar di antara
mereka, setelah mempelajari Islam dan membanding-bandingkannya dengan agama
lain, menyatakan diri memeluk Islam. Misalnya saja, Vera Micheles Dean
mengatakan dalam bukunya The Nature of the non Western World bahwa Islam itu
meliputi empat unsur, yakni Islam adalah agama, Islam adalah sistem politik, Islam
adalah falsafah hidup dan Islam adalah interpretasi sejarah. De Slane Mac Goken
(1810-1879), penyusun indeks program ketimuran yang disimpan di perpustakaan
nasional Paris, mengatakan sesungguhnya bangsa Arab merupakan suatu umat yang
19Nasruddin Razak, Dienul Islam. h. 55.
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memiliki keistimewaan dalam banyak sifat. Ia mempunyai agama Islam yang
lengkap dan paripurna.
George Starton, Seorang dosen Universitas Hardvard berkomentar,
“Sesungguhnya Islam merupakan tatanan agama yang paling tepat dan paling indah.
Dan kalau kita melihat Islam dari perbuatan kaum Muslimin sudah tentu kita tidak
akan melihat ajaran agama itu dengan jelas dan gamblang”.Wilfred Canthwell
mengatakan dalam bukunya Islam in Modern History, bahwa “Sebagai suatu agama,
Islam cocok untuk semua aspek kehidupan dan masyarakat”.20
Monsieur Siffter de Sasie (1750-1838), pakar ketimuran yang mendirikan
persatuan Asia-Perancis menulis dalam bukunya, Al-Hayat, antara lain, “Saya tidak
dapat melukiskan dengan kata-kata yang lebih tepat selain menyatakan bahwa
agama Islam itu sesuatu yang paripurna dan berpangkal.” Dr. Ritten, orientalis dan
sejarawan besar berkebangsaan Spanyol mengatakan “Agama Muhammad sudah
meyakinkan sejak saat-saat kelahirannya dan dalam kehidupan Nabi itu juga, bahwa
ajarannya bersifat universal. Jadi, sesuai dengan segala bangsa dan dengan
sendirinya dapat dicerna oleh semua akal di semua iklim dan cuaca.” H.A.R. Gibb
mengatakan “Islam itu sesungguhnya lebih dari satu sistem agama saja, melainkan
juga suatu peradaban yang lengkap.”
Lusin Java, seorang orentalis terkenal berpendapat, “Islam sesuai benar
dengan kemajuan zaman kita sekarang ini. Bahwa kemajuan yang terlihat di negara-
negara Islam sejak abad yang lalu membuktikan, bahwa Islam berjalang seiring
dengan kemajuan dan akan senantiasa ada untuk selama-lamanya.” Leondourch,
seorang orentalis Barat berkebangsaan Jerman mengatakan “Sesungguhnya Islam itu
adalah agama kemanusian alami, ekonomis dan sekaligus moralis. Tidak pernah saya
20Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam ( Cet. VI; Jakarta: Penebar Salam, 1999),
h. 13.
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menyebut sesuatu dari hukum positif, melainkan saya mengemukakan undang-
undang tentang hal itu di dalamnya. Saya juga menemukan di dalamnya “dua obat
penawar” yang sedang dicari-cari dunia: Pertama, terdapat dalam kitab al-Qur’an,
yakni kalimat: Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu adalah bersaudara (Q.S. Al-
Hujurat: 10); Kedua kewajiban mengeluarkan zakat oleh mereka yang mampu untuk
diberikan kepada orang-orang miskin, sebagai suatu hak yang bisa diambil dengan
paksa, kalau si kaya tidak mau mengeluarkannya dengan ikhlas. Ini bisa
menyelesaikan masalah anarsisme.”
Gustav Libon mengatakan dengan jujur, peranan Islam dalam memajukan
pola berpikir manusia, antara lain, ia katakan, “Sesungguhnya filsuf Arab dan kaum
Muslimin adalah yang pertama-tama mengajarkan, bagaimana kemerdekaan berfikir
sesuai dengan kelurusan beragama.” Ia juga mengakui, “Pengaruh peradaban kaum
Muslimin di Barat kuat sekali, terutama di bidang ilmu, sastra dan budi pekerti. Para
sejarawan ilmu modern akan mundur beberapa tahun lamanya, hanya Allah sajalah
yang tahu.”
Mahmud Syaltut (Seorang Guru Besar Hukum Islam di Kairo) mengatakan
Islam sebagai suatu agama yang mengandung peraturan yang mengatur hubungan
manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan
alam lingkungannya; diwahyukan Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. untuk
diajarkan kepada semua manusia.
Muhammed Arkoun, seorang pemikir Islam asal Aljazair mengatakan bahwa
orang beriman itu bukan tunduk patuh di hadapan Allah; tetapi ia merasakan getaran
cinta kepada Allah dan rasa ingin menyadarkan diri kepada apa yang diperintahkan-
Nya. Melalui wahyu, Allah meninggikan manusia kepada-Nya sehingga dalam
dirinya timbul baik sangka terhadap Sang Pencipta. Karena itu ada hubungan suka
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rela, kerinduan dan baik sangka antara Dia dan ciptaan. Dengan pengertian
demikian, Islam harus dipandang sebagai agama yang penuh dengan muatan-muatan
spiritual demi kepuasan batin (rohani) manusia. Ia beragama karena kebutuhannya
untuk mengingat Tuhan, bukan karena Tuhan ingin agar manusia mengingat-Nya.
Jadi, Islam merupakan tindakan suka rela sebagaimana tersirat dalam kata asalnya s-
l-m. “menjadi aman, terjaga, utuh”. Seseorang tidak dapat menjalankan Islam demi
orang lain. Oleh karenanya dalam Islam pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan.21
Pandangan Arkoun tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan
oleh Izutsu, seorang ilmuwan ternama asal Jepang. Pada masa pra-Islam, Islam berati
“menyerahkan” atau “memasrahkan” sesuatu yang sangat mulia. Dalam al-Qur’an
pengertian itu ditransformasikan menjadi tindakan penyerahan diri yang
mengandung otonomi demi kepentingan diri atau ego manusia sendiri.22 Dalam arti
dasar, muslim adalah orang yang melakukan penyerahan diri dan komitmen
wujudnya terhadap Tuhan dan nabi-Nya secara suka rela. Dalam konteks ini, Islam
berkaitan erat dengan iman atau kepercayaan. Sebagaimana Muslim yang dicirikan
oleh penyerahan seluruh wujud diri secara total kepada Tuhan maka mukmin
ditandai oleh adanya kepercayaan yang kokoh. Secara umum, kedua kata tersebut
dapat saling dipertukarkan, namun jika Muslim dalam makna sekundernya adalah
orang yang secara formal atau lahiriah merupakan anggota masyarakat Islam, tidak
demikian halnya dengan mukmin, karena iman itu terletak dalam batin. Iman
merupakan tenaga tambah dari kepercayaan yang teguh.
21Suadi Putro, Mohammed Arkoun tentang Islam dan Modernitas (Cet. I; Jakarta:
Paramadina, 1998), h. 29-30.
22Suadi Putro, Mohammed Arkoun tentang Islam, h. 30.
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Salah satu ciri khas Islam adalah bahwa ia merupakan pandangan hidup yang
tertata, disiplin dan sempurna. Cakupannya tidak hanya terbatas pada kehidupan
pribadi manusia tetapi menjangkau semua bidang keberadaan manusia. Dengan
demikaian, Islam merupakan petunjuk mengenai semua aspek kehidupan individual,
sosial, material, politik, moral dan sebagainya.
Islam adalah agama penyempurna ajaran-ajaran agama-agama sebelumnya.
Begitulah dalam keyakinan seluruh umat Islam. Agama Islam sebagai penyempurna
secara universal mengandung beberapa unsur yang termuat dalam al-Qur’an. Unsur-
unsur yang dimaksud adalah akidah (teologi), syariat (hukum/aturan), muamalat
(sosial/masyarakat) dan etika (moralitas). Selain itu, al-Qur’an juga memuat tentang
sains, filsafat, politik dan teknologi. Bahkan jika dikaji secara mendalam, letak
kesempurnaan ajaran Islam dalam keyakinan muslim adalah kelengkapan dan
kesempurnaan al-Qur’an sebagai firman Allah yang mutlak. Alasannya bahwa semua
persoalan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, material dan spiritual telah
dijelaskan di dalamnya secara universal. Hanya saja, penjelasannya secara rinci
dengan melalui hadis Rasulullh saw., ijtihad dan ijma para ulama.
Berdasarkan keterangan maupun komentar dari cendekiawan Barat di atas,
dapat dikatakan bahwa kata Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama
yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah swt., bukan berasal dari manusia
dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad saw., posisi nabi dalam agama Islam
diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut
kepada umat manusia.
Dilihat dari segi misi ajarannya, Islam adalah agama sepanjang sejarah
manusia. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah swt.
Pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam itulah agama bagi
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Adam as, Nabi Ibrahim as, Nabi Ya’kub as, Nabi Musa as, Nabi Daud as, Nabi
Sulaiman as dan Nabi Isa as. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang
terdapat di dalam al-Qur’an yang menegaskan bahwa para Nabi tersebut termasuk
orang yang berserah diri kepada Allah swt. Namun demikian, perlu ditegaskan
bahwa sungguhpun para nabi tersebut telah menyatakan diri sebagai Muslim atau
orang yang berserah diri akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan barnama
agama Islam. Tetapi agama yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama
daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Misalnya, agama yang
dibawah oleh Nabi Isa as, sungguhpun misinya penyerahan diri kepada Allah (Islam),
tetapi nama agama tersebut adalah Kristen, yaitu nama yang dinisbahkan kepada
Yesus Kristus sebagai pembawa agama tersebut, atau agama Nasrani, yaitu nama
yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu Nazaret.
B. Pengertian Negara
Istilah negara berasal dari istilah statum atau status sejak 104-43 SM. Cicero
mengartikannya sebagai standing atau station yang berarti kedudukan. Kata negara
berasal dari bahasa Sansekerta nagara atau nagari yang berarti kota.
Pengertian negara secara umum adalah sekumpulan manusia yang berada di
wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan yang sah secara hukum dan memiliki
kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
Pengertian negara menurut para ahli, misalnya G. Pringgodigdo mengatakan
negara adalah organisasi kewibawaan yang memenuhi syarat-syarat dan dapat
sebagai nation. Menurut Djoko Soetomo, negara adalah sekumpulan manusia yang
berada di bawah pemerintahan yang sama. Robert H. Soltau berpandangan bahwa
negara adalah alat atau wewenang yang dapat menyelesaikan persoalan bersama.
Robert M. Maever mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang dapat
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melaksanakan penertiban dan kekuasaannya memaksa. Kemudian sifat-sifat negara
menurut Miriam Budiarjo yakni: Pertama, memaksa artinya negara dapat
melaksanakan penertibannya, sehingga hukum yang dibuat tidak mudah dilanggar
karena bersifat memaksa. Kedua, monopoli artinya negara dapat memonopoli untuk
tetap berdasarkan tujuan negara tersebut. Ketiga, menyeluruh artinya peraturan
perudang-undangan atau hukum yang dibuat menyeluruh untuk semua warga, tanpa
terkecuali.
Negara merupakan organisasi di antara sekelompok/beberapa kelompok
manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui
adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib. George Gelinek mengatakan negara
adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam
wilayah tertentu. Kranenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Carl Schmitt, negara adalah
sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah
tertentu. R Djokosotono, negara adalah suatu organisasi manusia atau manusia
yang berada di bawah suatu pemerintahan G. Pringgodigdo, negara adalah suatu
organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan
atau unsur-unsur, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan
rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa.
Menurut L. J Van Appeldorn, istilah negara mengandung berbagai arti
sebagai berikut: Istilah negera dipakai dalam arti “Penguasa”, yakni untuk
menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas
persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Istilah negara dalam
arti “Persekutuan Rakyat” yakni menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam
suatu daerah di bawah kekuasaan tertinggi, menurut Kaidah hukum yang sama,
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negara mengandung arti “Suatu Wilayah Tertentu” dalam hal ini istilah negara
dipakai untuk menyatakan suatu daerah yang di dalamnya berdiam suatu bangsa di
bawah kekuasaan tertinggi. Negara berarti “Kas Negara atau FIS CUSS” yakni
untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.
Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, negara diartikan sebagai
organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian negara juga dapat dilihat dari segi organisasi:
negara sebagai organisasi kekuasaan. Menurut Logemann, negara ialah Suatu
Organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut
bangsa.
Negara sebagai organisasi politik, Menurut Roger H Soultau negara ialah alat
(agency) atau wewenang (autority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan
persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Robert Mc Iver, negara
ialah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu sistem pemerintah yang diberi
kekuasaan memaksa. Menurut Max weber, negara adalah suatu masyarakat yang
mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu
wilayah
Negara sebagai Organisasi Kesusilaan, menurut Hegel  negara merupakan
organisasi kesusilaan yang timbul karena terjadinya perpaduan individual. Menurut
J.J. Rouseau,  kewajiban negara adalah untuk memelihara kemerdekaan individu dan
menjaga ketertiban kehidupan manusia. Negara sebagai integrasi antara pemerintah
dan rakyat negara merupakan integrasi antara pemerintah dan rakyatnya, hal ini
sering disebut dengan istilah paham “Integralisme”. Menurut faham Integralistik,
negara sebagai persatuan bangsa, tidak mempertentangkan antara negara dengan
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individu. Menurut Roger H. Soltau bahwa negara didefinisikan alat atau wewenang
yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat. Menurut Harol J. Laski dan Max Weber bahwa negara suatu masyarakat
yang mempunyai monopoli dalam penggunaan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Unsur-unsur negara terdiri atas tiga unsur terbentuknya suatau negara, yaitu
rakyat yaitu masyarakat atau warga negara wilayah. Wilayah dimaksudkan yaitu:
Pertama, wilayah darat adalah batas wilayah darat suatu negara adalah tergantung
dari perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian
bilateral, dan multilateral ketika banyak negara. Batasan dua negara dapat berupa:
batas alam (sungai, danau, pengunungan, dan lembah), Perbatasan buatan seperti
(pagar tembok, pagar kawat, tiang tembok). Perbatasan menurut ilmu pasti yaitu
dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur pada peta bumi. Kedua,
lautan/perairan, yaitu dikenal dengan perairan atau laut teritorial, sebagaimana laut
teritorial pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai yang surut.
Laut yang berada diluar laut teritorial disebut dengan laut bebas (Mare Liberum).
Ketiga, wilayah udara yaitu mengenai batas udara tidak memilki batas yang pasti
asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya.
Pemerintahan yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin
organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Bentuk negara dalam teori modern
saat ini terdiri atas dua bentuk negara, yaitu pertama, negara kesatuan yaitu suatu
negara yang merdeka dan berdaulat dengan sistem yaitu sentralisasi dan
desentralisasi. Kedua, negara serikat (federasi) yaitu bentuk negara gabungan dari
beberapa negara bagian dari negara serikat. Yaitu kekuasaan asli negara federal
merupakan tugas negara bagian, karena berhubungan langsung dengan rakyatnya.
Selain dari pada kedua bentuk tersebut dari sejumlah orang yang memerintah dalam
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sebuah negara, maka bentuk negara terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu
Pertama, monarkhi (bentuk negara yang kekuasaannya dikuasai dan diperintah hanya
seorang raja saja. Kedua, oligarkhi adalah negara yang di pimpin oleh beberapa
orang, biasanya dari kalangan feodal. Ketiga, demokrasi bentuk negara yang
pimpinan tertinggi negera terletak di tangan rakyat.
C. Konsepsi Agama dan Negara
Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan.
Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan.
Pandangan itu berasal dari pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit
intelektual Muslim juga meyakininya. Kesimpulan yang tergesa-gesa ini hampir
dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman tentang Islam. Seolah-olah Islam
merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu
sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk masalah
politik. Justru Islam di abad modern telah membawa pengaruh yang sangat besar
bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman.
Sejalan dengan berkembangnya kajian-kajian rasional keislaman, kajian
tentang pemikiran keagamaan maupun politik pun terangkat ke permukaan, bahkan
menjadi topik kajian menarik dalam konteks kekinian dan kemodernan. karena
agama dan politik merupakan salah satu persoalan esensial dalam kajian kehidupan.
Begitupun sebagian para ilmuan pada masa lalu berpandangan bahwa keberadaan
agama secara perlahan akan ditelan oleh perkembangan zaman.
Pandangan tersebut di atas, bertolak dari pemikiran bahwa perkembangan
modernisasi dan sekularisasi menuntut sebuah peradaban yang mendasarkan pada
prinsip-prinsip ilmiah dan rasional, sedangkan perkembangan agama lebih
mendasarkan pada keyakinan yang bersifat spekulatif dan tidak ilmiah. Tetapi
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kenyataannya hingga saat ini pandangan tersebut tidak terbukti, paling kurang
hingga abad 21 ini. Tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan bahwa agama akan
ditinggalkan oleh para penganutnya. Hingga sekarang, dapat disaksikan, agama tetap
berkembang di berbagai negara dan justru berperan penting dalam kehidupan sosial
dan politik.23
Agama dan negara merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu lain. Namun, ia tidak
dapat hidup sendiri terlepas dari yang lain, melainkan selalu hidup bersama dalam
kelompok atau masyarakat yang oleh para filosof diartikan sebagai al-Insanu
Madaniyyun bi ath-Thab’i (zoon politicon).24 Di dalam masyarakatlah manusia
mengembangkan hidupnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam
membangun peradaban. Itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri
tanpa bantuan orang lain, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, manusia saling
memerlukan satu sama lain, apapun status dan keadaannya.25 Untuk menjamin
keberlangsungan kehidupan bersama tersebut, di dalam masyarakat terdapat aturan,
norma atau kaidah sosial sebagai sarana untuk mengatur roda pergaulan antar warga
masyarakat. Itulah sebabnya, selain ada agama, hukum, adat istiadat, juga ada
akhlak, moral26 dan etika.
23Imam Tholkhah, Fanani Suprianto, Gerakan Islam Klasik dan Kontradiksi Faham
Keagamaan (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,
2002), h. 1.
24Lihat Osman Raliby, Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara (Cet. III; Jakarta:
Bulan Bintang, 1965), h. 153.
25H. Nursid Sumatmadjl, Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup
(Cet. II; Bandung: Alfabeta, 1998), h. 34.
26H. De Vos, Inleiding Ethick, Terj. Soejono, Pengantar Etika (Jakarta: Tiara Wacana, 1987),
h. 42.
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Agama adalah suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat, sejak dulu
ketika manusia masih berada dalam fase primitif, agama sudah dikenal oleh mereka.
Meskipun, hanya dalam taraf yang sangat sederhana sesuai dengan tingkat
kesederhanaan masyarakat waktu itu. Dari masyarakat yang paling sederhana sampai
kepada tingkat masyarakat yang modern, agama tetap dikenal dan dianut dengan
variasi yang berbeda. Dengan demikian, agama tidak dapat dipisahkan dari negara
dan negara tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, kapan dan di manapun.
Agama berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tidak kacau, diambil dari
suku kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Secara lengkapnya, agama adalah
peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Menurut maknanya, kata agama
dapat disamakan dengan kata religion (Inggris), religie (Belanda), atau berasal dari
bahasa Latin religio yaitu dari akar kata religare yang berarti mengikat.27 Dalam
bahasa Arab dikenal dengan kata “dien”.Yang berarti menguasai, menundukkan,
patuh, hutang, balasan, kebiasaan.28
Mahmud Syaltut menyatakan bahwa “agama adalah ketetapan Ilahi yang
diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia”.29 Sementara
itu, Syaikh Muhammad Abdullah Bardan berupaya menjelaskan arti agama dengan
merujuk pada al-Qur’an dengan melalui pendekatan kebahasaan. Emmanuel Kant
mengatakan bahwa agama adalah perasaan tentang wajibnya melaksanakan perintah-
perintah Tuhan. Harun Nasution berpandangan agama adalah kepercayaan terhadap
Tuhan sebagai suatu kekuatan gaib yang memengaruhi kehidupan manusia sehingga
27Dadang Ahmad, Metode Perbandingan Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama),
(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 21.
28Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Cet. V; Jakarta:
Universitas Indonesia (UI-Press), 2001), h. 21.
29Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Peran Wahyu dalam Kehiduan Masyarakat (Cet.
XXV; Bandung: Mizan, 2003), h. 209.
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melahirkan cara hidup tertentu. Sejalan dengan itu, Endang Saifuddin Ansari
mengatakan agama adalah sistem kredo (tata ritus, tata peribadatan), sistem norma
yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya
berdasarkan sistem keimanan dan sistem peribadatan.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa agama adalah
kebiasaan atau tingkah laku manusia yang didasarkan pada jalan peraturan atau
hukum Tuhan yang setimpal atau adil berupa pahala. Dan apabila tidak ditaati, ia
akan memperoleh balasan yang setimpal atau adil pula berupa azab atau hukuman
dari Tuhan.
Relasi antara agama dan negara sangat erat kaitannya yakni adanya saling isi
mengisi dan tunjang menunjang. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-
sama mengatur atau menata umat manusia dalam hidup bermasyarakat dan
bernegara. Agama mengajarkan nilai baik dan buruk dalam bermasyarakat dan
bernegara kepada manusia berdasarkan wahyu (kitab suci) yang kebenarannya
absolut (mutlak) dan dapat diuji dengan akal pikiran. Sedangkan negara mengatur
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan peraturan yang telah
disepakati oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.
Para pemikir Islam maupun pemikir Barat kontemporer sama-sama
menyadari bahwa manusia saat ini, berada pada puncak krisis yang akut, dimana
kehadiran sains dan teknologi modern telah mereduksi eksistensi kemanusiaan
sebagai potensi ideal dan kekuatan dalam mendesain peradaban modern. Jauh
sebelum Karl Marx merasakan adanya fenomena penindasan oleh berjuis dan
kapitalis alat dan modal yang telah meredekreditkan dimensi kemanusiaan,30
sehingga zaman modern adalah zaman dimana manusia benar-benar hidup secara real
30M. Uhaib As’ad Dalam Y.B. Mangun Wijaya, Spritualitas Baru Agama dan Aspirasi
Rakyat (Cet. I; Jakarta: Interfedei, 1994), h. 277.
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dan harfiah dalam bumi yang satu.31 Dalam menyikapi keadaan tersebut, dibutuhkan
sikap yang lebih apresiatif dan aktif dalam memfungsikan nilai-nilai agama dalam
kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
Berbicara tentang agama dan negara tidak terlepas dari masalah kehidupan
manusia itu sendiri. Olehnya itu, agama dan negara menjadi suatu kebutuhan hidup
yang memiliki fungsi. Agama yang kebenarannya absolut (mutlak) berfungsi sebagai
petunjuk, pegangan serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh
kehidupannya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, sejahtera lahir dan
batin.32Agama sebagai sistem kepercayaan, agama sebagai suatu sistem ibadah,
agama sebagai sistem kemasyarakatan. Agama merupakan kekuatan yang pokok
dalam perkembangan umat manusia.33Agama sebagai kontrol moral. Sebagai contoh
dalam kehidupan modern yang serba pragmatis dan rasional, manusia menjadi lebih
gampang kehilangan keseimbangan, mudah kalap dan brutal serta terjangkiti
berbagai penyakit kejiwaan. Akhirnya, manusia hidup dalam kehampaan nilai dan
makna. Ketika itu, agama hadir untuk memberikan makna. Ibarat orang tengah
kepanasan di tengah Padang Sahara. Agama berfungsi sebagai pelindung yang
memberikan keteduhan dan kesejukan, serta memiliki ketentraman hidup.34 Dengan
demikian, ajaran agama mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (multi
dimensional) senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak
pernah mengenal istlah ketinggalan zaman (out of date). Sedangkan negara berfungsi
31Th. Sumartana, et. al, Reformasi Politik Kebangkitan Agama dan Konsumerisme (Cet. I;
Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 99.
32Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat (Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 176.
33Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 1991),
h. 53.
34Haidar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka
Pelajara, 1999), h. 41.
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sebagai alat untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Bahkan negara menjadi penting bila dilihat dari peranannya yakni mensejahterakan
dan memakmurkan, melaksanakan ketertiban, pertahanan dan keamanan serta
menegakkan keadilan.
Kedua fungsi tersebut di atas, tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan
sosial kemayarakatan dan keagamaan. Negara mendukung keberadaan agama,
dimana agama dapat memberikan pencerahan, motifasi dan dorongan  kepada
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Agama mendasarkan pada
wahyu Tuhan sedangkan negara mendasarkan pada peraturan pemerintah dan
undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan timbal balik antara agama dan
negara, yakni masing-masing membutuhkan. Dengan kata lain, agama tidak
berkembang dengan baik tanpa didukung oleh suatu negara sebaliknya negara tidak
akan berjalan dengan lancar tanpa ditopang oleh moral, etika dan akhlak yang
tercakup dalam suatu agama tertentu.
Sejarah telah mencatat bahwa sebelum Islam berkembang, pemikiran
manusia yang besar tidak lahir begitu saja, termasuk pemikiran filsafat. Ia tumbuh di
dalam tradisi dan budaya pada zamannya melalui berbagai peristiwa sejarah,
perenungan, pemikiran intelektual maupun pergolakan batin dari sang filsuf. Sebuah
pemikran filsafat yang jenius akan memunculkan sebuah perspektif yang sama sekali
baru dan belum pernah sebelumnya. Dari lingkungan spasial dan temporal seorang
filsuf yang jenius akan melahirkan karya yang melampaui batasan spasial dan
temporal: semacam universalisme yang tak lekang oleh gerak zaman. Ia seperti
mercu suar yang menyinari dan mengilhami bidang ilmu pengetahuan. Realisasinya
akan bermacam-macam, tergantung yang khusus atau umum dan juga tergantung
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kepada jenis pemikiran tersebut. Jika ia berupa seni maka ia akan berhubungan
dengan keindahan. Dan keindahan ini pada gilirannya akan termanifestasi dalam
bermacam-macam karya besar di berbagai bidang, misalnya: musik, seni rupa,
arsitek dan sebagainya. Jika pada pemikiran politik, ia akan memunculkan risalah
atau karya yang akan terus menerus mengilhami dan menjadi sumber rujukan dalam
filsafat politik.
Terkait dengan pemikiran politik, ada beberapa tokoh filsuf politik besar
sepanjang sejarah, jelas sangat berpengaruh dalam dunia ilmu politik. Misalnya saja,
Plato dan sebagainya. Dalam hal agama, orang-orang Yunani menyembah banyak
dewa (polyteisme) yang merupakan satu keluarga besar dewa-dewi.35 Bagi orang
Yunani, dewa-dewi mereka lebih berkuasa daripada manusia tetapi tidak maha kuasa
walaupun mereka abadi adanya. Dewa-dewi Yunani memiliki sifat seperti manusia
dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hal-hal yang demikian itulah yang
mengundang kecaman dari para filsuf, terutama Socrates dan Plato. Tidak berlebihan
apabila dikatakan bahwa dalam bidang agama orang-orang Yunani tidak mencapai
sesuatu yang istimewah yang patut ditonjolkan. Namun, perlu juga dikemukakan
bahwa orang-orang Yunani yang terpisah-pisah sering bertempur satu sama lainnya
itu, justru menghayati kesatuan mereka karena memiliki agama yang sama dan
menyembah Dewa-Dewi yang sama.
Plato36 adalah pemikir besar yang sadar bahwa politik adalah sebuah bidang
yang carut marut, dipenuhi oleh jaring-jaring kepentingan. Maka Plato merasa perlu
35Dewa-dewi Yunani yang terpenting adalah Zeus (Dewa tertinggi, bapak dan pelindung
manusia), Hera (Istri Zeus), Phoibos Apollon (Dewa kegaiban), Pallas Athena (Dewa Perdamaian dan
Perungdingan), Ares (Mars) (Dewa Perang), Hades (Dewa Alam Maut) dan Poseidon (Penguasa
tertinggi di lautan) dan lain-lain.
36Plato adalah seorang filosof Yunani Kuno sesudah Sokrates, sekaligus sebagai muridnya.
Lihat. Asmoro Achmadi, Fisafat Umum, Ed. I ( Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 2.
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merumuskan sebuah panduan untuk mengatur, menata dan bukan menghilangkan,
berbagai perbedaan kepentingan itu, walaupun tanpa utopis sekali. Namun, tanpa
sebuah utopia adalah sebuah harapan ? tidak. Cita-cita, betapapun utopianya adalah
semacam pemandu yang akan selalu mengingatkan kembali ketika irama politik
menyeret ke arah situasi yang tak menentu.
Plato mengatakan bahwa asal mula negara dimulai dengan keinginan dan
kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beranekaragam yang tidak dapat
terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya,
Plato mengatakan suatu negara terbentuk karena tidak seorang pun di antara kita
yang sanggup mandiri, kita membutuhkan banyak hal. Karena manusia memiliki
begitu banyak keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan
kemampuan sendiri, maka manusia lalu bekerja sama. Kerja sama manusia demi
kepentingan bersama melahirkan kecakapan, keterampilan dan spesialisasi serta
pembagian tugas yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik.
Persekutuan hidup dan kerja yang semakin lama semakin terorganisasi  dengan baik
itu kemudian membentuk apa yang disebut negara.37
Plato berpandangan bahwa tujuan, tugas dan fungsi negara adalah terletak
pada kesenangan dan kebahagiaan hidup. Bagi Plato, Kesenangan dan kebahagiaan
hidup,  tidak dapat direguk lewat pemuasan nafsu selama hidup di dunia indrawi.
Karena apa yang ada di dunia indrawi ini hanyalah realitas bayangan dari apa yang
sesungguhnya berada di dunia ide. Maka apabila seseorang terpesona dan terpaku
oleh realitas bayangan lalu mengejar-ngejar realitas bayangan itu maka ia akan
tersesat ke alam ketidaktahuan yang penuh dengan penyesalan dan kekecewaan.
Untuk mencapai kesenangan dan kebahagian hidup, manusia harus berusaha
37J.H. Rapar, Filsafat Politik, Ed.1 ( Cet. Kedua; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 ),
h. 57.
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memiliki pengetahuan yang akan menjadikannya bijak untuk menyelami segala
sesuatu sampai kepada idenya. Oleh sebab itu, negara ideal adalah negara yang harus
dipenuhi dengan segala kebaikan dan kebajikan. 38
Bagi Plato, negara dan manusia memiliki berbagai persamaan. Negara yang
dipenuhi dengan segala kebajikan dan kebaikan itu, sebagaimana dipaparkan Plato
dalam bukunya yang keempat “Republik” adalah negara yang bersendikan keadilan,
kearifan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga
keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian itulah
yang sanggup melaksanakan tugasnya dan mengupayakan kesenangan dan
kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap warga negaranya. Dengan demikian, jelas
terlihat bahwa negara ideal Plato bukanlah negara khayalan tetapi negara negara
yang realistis.
Plato membagi tiga tingkatan atau golongan dalam masyarakat, yaitu:
Pertama, golongan yang rendah; golongan rakyat  jelata: Petani, Nelayan, Buruh,
Tukang, Saudagar dan Sebagainya. Kedua, golongan menengah, yaitu golongan
penjaga atau pembantu dalam urusan negara seperti Prajurit yang bertujuan
menjamin negara. Ketiga, golongan yang tinggi, yaitu para pemerintah atau
penguasa yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, yaitu para filosof yang berhak
menjadi kepala negara/ pemimpin. Pemerintah tidak boleh memiliki kekayaan
pribadi dan keluarga sendiri. Sebab semuanya itu dapat menggoda menganak
emaskan keluarga sendiri.
Aristoteles dalam pandangannya tentang negara mempunyai kaitan erat
dengan ajaran etikanya. Karena  negara dapat menyusun suatu masyarakat yang
bermoral. Menurut Aristoteles, negara bukanlah berasal dari inisiatif suatu golongan,
38 J.H. Rapar, Filsafat Politik, h. 59.
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tetapi negara itu adalah merupakan kodrat naluri dari manusia itu adalah “Zoon
Politicon” (manusia adalah makhluk sosial). Negara bertujuan untuk menciptakan
hidup yang lebih baik dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan kebahagian
bagi setiap warganya.
Bentuk negara yang baik, menurut Aristoteles, didasarkan pada tiga macam
konstitusi, yaitu: Pertama, Monarki; yaitu sistem pemerintahan dipegang oleh
“Raja”. Kedua, Aristokrasi; yaitu sistem pemerintahan dipegang oleh “ningrat”.
Ketiga, Politia; yaitu sistem pemerintahan dipegang oleh “orang”. Di antara ketiga
sistem tersebut yang paling baik adalah sistem politia, karena bersifat demokratis
moderat yang berdasar pada undang-undang dasar.
Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terlihat bahwa menurut Aristoteles,
negara terbentuk oleh adanya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi karena
kodrat. Mula-mula, oleh kodrat, pria dan wanita bergabung membentuk keluarga,
selanjutnya keluarga tumbuh  dan berkembang menjadi banyak keluarga yang
kemudian bergabung membentuk desa yang akhirnya bergabung dan terbentuklah
polis (negara kota). Negara adalah proses pertumbuhan dan perkembangan.
Pandangan Aristoteles tentang asal mula negara itu tidaklah berdasarkan
fakta historis melainkan lebih cenderung merupakan suatu  rekonstruksi imaginatif
sebagai hasil dari penerapan yang digunakannya, namun harus diakui bahwa
pandangannya itu begitu kaya dengan gagasan yang amat meyakinkan.
Pada abad pertengahan muncul filosof-filosof dari kalangan agama terutama
agama Kristen dan filosof-filosof dari Islam yag telah berjasa menterjemehkan
filsafat yunani ke dalam dunia Islam.39 Misalnya, Al-Farabi40 salah seorang filosof
39Filosof dari agama Kristen, misalnya: Augustinus (354-430), Anselmus (1033-1109),
Abaelardus (1079-1142) dan lain-lain. Sedangkan filosof dari agama Islam, seperti: Al-Kindi ( 801-
873), Al-Farabi ( 870-950), Ibnu Sina ( 980-1037), Al-Ghazali ( 1058-1111), Ibnu Rusyd (1126-1198).
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Islam yang telah berhasil melengkapi beberapa pikiran Aristoteles, terutama dalam
logika, sehingga ia digelar “Al-Muallimu Tsani” (Guru kedua). Ia diberi gelar
demikian karena jasanya dalm ilmu mistik (seni suara) dan jasanya dalam menyusun
ilmu pengetahuan secara terperinci dan sistimatis.
Al-Farabi adalah seorang filosof Islam yang paling banyak membicarakan
soal-soal kemasyarakatan, meskipun sebenarnya bukan orang yang berkecimpung
dalam kehidupan masyarakat. Soal-soal kemasyarakatan banyak dibicarakan
karangannya, diantaranya ialah as-Siyasat al-Madaniyyah (Politik Kekotaan; Politik
Kenegaraan) dan Ara-u ahlil- Madinah al-Fadlilah (Pikiran-pikiran Penduduk
Kota/Negeri Utama).41
Adapun pemikiran kenegaraan Al-Farabi yang dikenal sistematis tertuang
dalam karyanya Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah. kitab ini secara substansial banyak
diilhami oleh buku Republic karya Plato sehingga ide-ide kenegaraannya banyak
diwarnai pemikiran Plato. Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Al-Farabi juga
berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan
untuk hidup bermasyarakat (bernegara) dengan tujuan disamping memenuhi
kebutuhan pokok hidup juga mencapai kebahagiaan material dan spiritual baik  di
dunia maupun di akhirat. Dari pendapat tersebut tampak bahwa al-Farabi memberi
warna Islam  pada pandangan Plato dan Aristoteles dengan menambahkan tujuan
masyarakat yang bersifat ukhrawi dari pembentukan negara.42
40Al-Farabi (870-950), nama lengkapnya: Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin
Tarkhan. Sebutan “Al-Farabi”diambil dari nama kota di mana ia dilahirkan, yaitu kota Farab. Sejak
kecil ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa terutama dalam bahasa.
41Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam ( Cet. 5; Jakarta: Bulan Bintang, 1991 ), h. 95.
42Tujuan negara bagi Plato adalah untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi, sementara
Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara ( hidup bersama) itu untuk kepentingan warganya agar
hidup baik dan bahagia. Lihat Soehina, Ilmu Negara (Cet. 6; Yogyakarta: Liberti, 1996), h. 24.
94
Kecenderungan manusia hidup bermasyarakat melahirkan berbagai macam
masyarakat. Yakni masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna.
Masyarakat sempurna ada tiga yaitu, pertama, masyarakat sempurna besar adalah
gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling bekerja sama,
kedua, masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa
yang penghuni di satu wilayah di bumi ini. Ketiga, masyarakat sempurna kecil
adalah masyarakat yang terdiri dari penghuni kota.43 Dengan kata lain, masyarakat
sempurna besar mirip dengan perserikatan bangsa-bangsa, masyarakat sempurna
sedang mirip dengan negara nasional dan masyarakat sempurna kecil mirip dengan
negara kota. Bagi al-Farabi, sistem yang terbaik terdapat pada negeri kota. Dari
pandangan tersebut, nampak bahwa idealisasi negara al-Farabi tidak memandang
realitas politik saat itu, dimana pemerintahan Islam berbentuk semacam negara
nasional. Sedang masyarakat yang tidak sempurna adalah masyarakat  di tingkat
desa, kampung, gang dan keluarga.44 Ketiga unit masyarakat tersebut di atas,
dianggap tidak mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik
kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun spiritual.
Kalau dalam Plato, kebahagiaan puncak hanya dapat diperoleh dalam negara
(politea) ideal, dalam al-Farabi kesempurnaan dan kebahagian puncak hanya dapat
diperoleh dalam negara ideal yang sempurna pemerintahannya, dipimpin oleh raja-
filosof yang identik dengan pemberi hukum dan imam. Meskipun berwarna politik,
karya utama al-Farabi yaitu al-Madina>h al-Fadi>lah dipandang sebagai iktisar seluruh
pemikirannya, meliputi, epistemology, filsafat wujud dan etika. Ketimbang
43Richard walzer, al-Farabi on The Perfet  State, Abu Nasr al-Farabi’s Mabadi Ara’ Ahl Al-
Madinah Al-Fadilah (New York: Oxford University Press, 1985), h. 228.
44Richard walzer, al-Farabi on The Perfet  State, Abu Nasr al-Farabi’s Mabadi Ara’ Ahl Al-
Madinah Al-Fadilah, h. 228.
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menganggapnya sebagai suatu risalah politik, para ahli cenderung memandang al-
madi>nah al-Fa>dilah sebagai suatu filasafat kenabian (prophetic philosophy).
Tujuan pemikiran politik al-Farabi adalah membersihkan jiwa dan
memperbaiki watak dengan pengetahuan tentang “hal-hal intelektual” (al-umu>r al-
Aqliyyah). Pengetahuan mengenai soal-soal seperti ini membawa keselamatan di
hari kemudian. Selain itu, al-Farabi membagi manusia menjadi tiga kelompok,
yakni: pertama, elit (khawa>shsh), yang dapat mengetahui misteri-misteri agama,
kedua, massa (‘Awwa>m’), yang mempunyai akses kepada aspek esoterik agama,
yaitu kewajiban-kewajiban agama seperti shalat dan sebagainya. Ketiga, kelas
menengah (mutawassithu>n) yang dapat merenungkan dan memikirkan dogma
agama, menafsirkan al-Qur’an serta menggunakan ijtihad.
Negara utama menurut al-Farabi, ibarat tubuh manusia yang satu bagian
dengan bagian lain saling bekerja sama dengan tugasnya masing-masing. Jantung
merupakan pusat dari segala organ tubuh tersebut. Organ yang satu bersifat
melayani organ lain. Demikian pula negara yang terdiri dari warga negara dengan
bakat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Di antara mereka ada kepala
negara dan sejumlah warga yang sesuai kapasitasnya.45 Pola negara utama seperti ini
tampaknya dipengaruhi oleh pandangan Plato yang membagi warga negara atas tiga
kelas, kepala negara, militer dan rakyat jelata. Keadilan akan terbentuk bila masing-
masing kelas melakukan tugasnya dengan baik. Warga negara yang berada pada
pada kelas yang lebih rendah dapat menempati posisi yang di atasnya bila benar-
benar memiliki kualitas yang memadai. Karena itu al Farabi berpendapat tidak
semua warga bisa menjadi kepala negara utama hanya orang yang berada pada kelas
tertinggi dan yang paling sempurna yang berhak memimpin warga-warga kelas di
45Lihat. MM. Syarif (ed.) A History of Muslim Philosophy, Vol. I (Weisbaden: Otto
Harrassowitz, 1963), h. 463.
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bawahnya. Kepala negara utama seharusnya diadakan terlebih dahulu, kemudian
dibentuk negara dan bagian-bagian atau rakyatnya dan dialah yang menentukan
wewenang, tugas dan kewajiban serta martabat atau posisi masing-masing warga
negara. kalau ada warga negara yang tidak baik, kepala negara dapat menghilangkan
ketidak baikan itu.
Al-Farabi menentukan persyaratan bagi kepala negara utama, yakni lengkap
anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi kecerdasannya. Pandai
mengemukakan pendapat dan mudah dipahami, cinta pendidikan dan cinta mengajar,
tidak rakus dan loba terhadap makanan, minuman dan wanita, cinta kejujuran dan
benci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak memandang penting
kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain, cinta keadilan dan menjauhi perbuatan
keji, teguh pendirian terhadap hadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan serta
teguh pendirian.46 Di samping itu, syarat-syarat tersebut, al-Farabi menambahkan
syarat lain, yaitu pemimpin negara harus mampu naik pada akal Faal (akal aktif)47
yang menjadi sumber  wahyu dan ilham baginya. Persyaratan ini menunjukan bahwa
seorang pemimipin bagi al-Farabi harus mampu mendidik dan menarik rakyat
kepada jalan yang benar atau naik ke alam cahaya yang cemerlang menuju
kebahagian dunia dan akhirat.48
Negara yang bodoh adalah negara yang tidak mengenal kebahagiaan dan
tidak pernah terlintas dalam hatinya. Walaupun ditunjukkan dan diingatkan, mereka
tidak mempercayai dan mencarinya. Dikatakan baik, menurut mereka tidak lain
46Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, h. 96.
47Akal Faal merupakan salah satu akal yang sepuluh dan yang berpengaruh terhadap
peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam alam ini. Akal Faal juga merupakan sumber penghubung
antara manusia dengan Tuhan dan menjadi sumber hukum dan aturan yang diperlukan untuk
kehidupan akhlak sosial.
48Muhammad Azhar, Fisafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1997), h. 81.
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adalah badan sehat, cukup harta, dapat memperoleh kesenangan materil dan
sebagainya. Sedangkan kesengsaraan dikatakan tidak lain hanyalah kebalikan itu.
Negara fasik adalah negara yang mengenal kebahagiaan, Tuhan dan Akal
Faal, seperti negara utama. Akan tetapi perbuatan mereka sama dengan perbuatan
penduduk negara bodoh. Jadi, mereka berbuat lain daripada yang diucapkan dan
dipercayai. Negara yang berubah adalah suatu negara yang penduduknya mula-mula
mempunyai pikiran dan pendapat yang sama seperti yang dimiliki oleh penduduk
utama. Akan tetapi, kemudian mengalami kerusakan pada pikiran dan pendapat
tersebut. Negara sesat adalah suatu negara yang penduduknya mempunyai pikiran-
pikiran yang salah tentang Tuhan dan Akal Faal. Meskipun demikian, kepala negara
itu menganggap dirinya mendapat wahyu, kemudian ia menipu orang banyak dengan
kata-kata dan perbuatannya.
Selanjutnya dapat ditemukan suatu pendekatan baru pada pemikiran filosof
Muslim yang datang setelah itu, yakni Ibnu Miskawaih. Dalam pandangan
politiknya lebih menunjukkan pada “politik personal” yakni kebajikan ditentukan
oleh kebijaksanaan, hukum dan tradisi. Miskawaih yakin bahwa karakter manusia
dibentuk oleh praktik, tetapi karena perbedaan antar manusia, manusia
membutuhkan bantuan dan pertolongan sesamanya serta harus hidup bersama
mereka dengan cinta dan persahabatan. Selain itu, ketidaksamaan di antara manusia
merupakan dasar alasan mengapa setiap orang harus mencari kebahagiannya sendiri
melalui pengembangan karakter sempurna (al-Kama>l al-Khuluqi >). Di sini,
kesejahteraan individu berhadapan dengan kesejahteraan negara. 49
Menginjak kepada pemikiran politik Ibnu Sina, menurutnya manusia tidak
dapat menempuh kehidupan yang benar jika ia terasing sebagai individu sendirian. Ia
49Yamani, Antara Filsafat Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam (Cet. I; Bandung:
Mizan, 2002), h. 33.
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membutuhkan masyaraka, karena hierarkis masyarakat dapat dibagi menjadi
penguasa, seniman dan pelayan, para anggotanya saling bergantung satu sama. Oleh
karena itu, mestinya ada keadilan dan relasi-relasi sosial diantara manusia. Manusia
harus taat kepada pembuat hukum, nabi dengan menunaikan kewajibannya kepada
Tuhan dan kepada sesama manusia.
Ibnu Sina menegaskan bahwa kehidupan di bumi sekarang ini sebagai
prasyarat bagi kehidupan di akhirat nanti. Jadi, masyarakat sebagai konteks
kehidupan manusia merupakan prasyarat bagi kesempurnaan manusia. Oleh karena
itu, para warga negara perlu dijadikan baik agar kota dapat terwujud. Ia menjelaskan
pula bahwa pemberontakan diperbolehkan, bahkan terhadap khalifah yang baik atau
saleh sekalipun, jika yang bersangkutan lemah dan tidak cerdas serta cakap. Di sini
tampaknya, kekuatan politik lebih penting daripada kebaikan seorang khalifah saleh,
tetapi lemah. Namun sikap realistik ini tidak bertentangan dengan perlunya harmoni
antara agama dan negara. Pembuat hukum harus yang paling mulia dalam kebajikan
utama seperti kesederhanaan, kebijaksanaan praktis dan keberanian yang
kesemuanya berpadu menghasilkan keadilan dan sikap tengah. Jika pembuat hukum
itu menggabungkan kebijaksanaan praktis itu dengan kebijaksanaan teoritis (Al-
Hikmah Al-Nazhariyyah) melalui ilmu filsafat, “ia niscaya akan bahagia sebahagia-
bahagianya”(Faqad Sa’idah Su’idah). Di samping itu, jika memiliki kualitas-
kualiatas profetis, ia juga menjadi khalifah Allah, wakil Tuhan di muka bumi.
Meskipun ada hukum-hukum terpuji, hukum-hukum Ilahi dari Tuhan yang lain
diturunkan harus lebih dijunjung tinggi dan ditegakkan daripada hukum-hukum lain
dan bahkan lebih perlu mamaksakannya atas kota-kota lain melalui perang,
seandainya perang dapat “membawa kondisi kota-kota yang bobrok menjadi
sejahtera".
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Ibnu Bajjah, seorang filosof Andalusia, meyakini bahwa orang-orang shaleh
sebagai para sufi atau arif mungkin dapat meningkatkan negara-negara tidak
sempurna karena hubungan sosial yang menyempurnakan negara itu, dapat
ditingkatkan oleh kebajikan-kebajikan etis. Namun, negara dan masyarakat bukan
lagi merupakan prasyarat bagi pencapaian kebahagiaan tertinggi. Ibnu Bajjah
berpendapat tidak hanya semata kebajikan moral sebagai tujuan akhirnya, tetapi
terasing secara eksklusif dari masyarakat, yaitu sebagai mutawahhid, “melalui
penguasaan diri”(tadbir) pada lingkungan-lingkungan tertentu, khususnya negara-
negara tidak sempurna, yang tidak membantu para individu mencari kebahagian.
Pendakian mistis ke bentuk pengetahuan yang lebih tinggi, ke pembebasan jiwa dari
materi, ke persatuan dengan intelek aktif Ilahi, suatu emanasi dari Tuhan hanya
mungkin bagi mutawahhid. Akan tetapi, boleh jadi, ia dapat menarik keuntungan
dari perkenalan atau pertemuannya dengan orang lain dan dari usaha keras mengejar
kesempurnaan intelektual di negara-negara sempurana dengan bergaul dengan
sesamanya. Jadi, negara sempurna menjadi sesuatu yang sangat diperlukan bagi
pencapaian kebahagian bukan sebagai penjamin kehidupan fisik melainkan sebagai
arena “perkenalan, yang membantu seseorang untuk memperoleh mamfaat”. Negara
paling sempurna adalah “negara imam” (al-Madi>nah al-Ima>miyyah) yang
mengungguli negara-negara timokrasi (al-Madi>nah al-Kara>mah). 50
Ibnu Bajjah masih mengakui bahwa negara sempurna membantu para
individu pencari pengetahuan spiritual Ilahi. Baginya, satu-satunya kemungkinan
bentuk masyarakat agaknya adalah komunikasi relegius yang tidak  memahami
makna batin dari simbol agama namun mampu menundukkan diri mengikuti  resep-
resep ritual agama. Hanya para filosuf yang menyindirilah  yang mempunyai akses
50Yamani, Antara Filsafat Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam. h. 37-38.
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kepada makna batin dari simbol-simbol agama, para filosof itu tidak dapat
mengajarkan makna batin tersebut kepada komunitas relegius. Pada saat bersamaan,
komunitas itu pun tidak dapat membantu para pencari pengetahuan Ilahi. Filsafat
Soliter (hidup menyendiri) dan agama komunitas tidak saling bertentangan, tetapi
pada saat bersamaan, mereka pun tidak dapt saling membantu dan tidak saling
bergantung. Ibnu Rusyd seorang filosof dari Kordoba menyatakan bahwa manusia
membutuhkan masyarakat bagi kehidupannya, tetapi hanya masyarakat yang baik
saja yang dapat membantunya mencapai kebahagiaan. Jadi, baik kebahagiaan hidup
menyendiri yang ditawarkan Ibnu Bajjah dan Ibnu Thufail maupun kebahagiaan di
kota ideal, seperti yang digambarkan oleh al-Farabi, sebenarnya tidak ada. Menurut
Ibnu Rusyd, kebahagian adalah keabadian jiwa yang dapat dicapai dalam kedekatan
pengetahuan yang diperoleh manusia dengan Intelek Aktif yakni suatu hubungan
padu antara kesederhanaan mutlak dan kekekalan pengetahuan Tuhan serta
kemajemukan pengetahuan yang diperoleh tentang dunia yang kasat mata dan dapat
musnah.
Pengetahuan filsafat dan kebahagiaan tidak lagi menjadi tujuan seseorang
individu saja, atau pengusaha-filosof yang dibimbing oleh intelek Ilahi (Al-Farabi)
atau orang yang mengucilkan diri (Ibnu Bajjah dan Ibnu Thufail). Tetapi
kebahagiaan individu sebagai tujuan puncak manusia, ditentukan oleh pengetahuan
universal manusia karena jiwa manusia yang berjuang keras demi keabadian dapat
mencapai kedekatan hubungan dengan Intelek Ilahi hanya melalui bentuknya yang
menurut Ibnu Rusyd adalah intellectus materialis universal, yaitu suatu potensialitas
dan kecenderungan jiwa yang mempertautkan pengetahuan capaian dengan Intelek
Aktif.
101
Ibnu Rusyd mengakui: “mungkin mustahil” hanya ada “satu tingkatan
manusia dalam sebuah kota”. Oleh karena itu, hanya beberapa orang yang berhasil
mendapatkan “seluruh atau sebagian besar (kesempurnaan manusia)”. Ibnu Rusyd
membayangkan kota yang ada pada masa hidupnya, ketika filosof sejati ibarat
seorang manusia ”di tengah-tengah kumpulan binatang buas” dan karena Itu,
menyisihkan diri dari pergaulan dan menjalani kehidupan secara  sendirian”. Peran
kota demikian terbatas pada sesuatu “yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia”,
suatu ”kebutuhan untuk berkumpul”.
Ibnu Rusyd membedakan antara pemerintahan bijak, pemerintahan
timokratik (mengutamakan kehormatan), oligarki (mengutamakan kerendahan budi,
cinta uang), demokrasi (mengutamakan majelis orang banyak), cinta kebebasan dan
tirani (cinta kekuasaan). Menurut Ibnu Rusyd, hanya pada masa Nabi Muhammad
saw. dan empat khalifah pertamalah orang Arab” meniru pemerintahan yang bijak”
yang didasarkan atas nomos (syariah). Jadi, negara Muslim terbaik hanyalah satu
tiruan dari negara filosofis yang oleh Ibnu Rusyd dianggap sebagai sesuatu yang
mencakup segenap umat manusia.
Ibnu Rusyd berpendapat setelah masa empat khalifah berlalu, yaitu pada
masa Mu’a>iyyah, kaum Muslim menjadi timokrat, seperti yang terjadi dalam masa
hidupnya, yaitu periode Dinasti Almohad (Al-Muwahhidu>n) dan pendahulunya,
Dinasti Almoravid (Al-Mu>rabitu>n). Oleh karena itu, Ibnu Rusyd, menyatakan bahwa
“Para warga negara kini tidak mendapat mamfaat dari orang bijak yang benar-benar
bijak”.
Di kalangan para ahli sepanjang sejarah pemikiran politik Islam, pencarian
konsep dan bentuk negara sebagai isu sentral  selalu menarik untuk diperbincangkan.
Hal ini disebabkan karena al-Qur’an tidak memberikan penjelasan secara tegas dan
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rinci mengenai konsep dan bentuk negara yang harus dibangun melainkan hanya
menggunakan tema-tema dan prinsip umum mengenai pengelolaan pemerintahan
atau negara. Namun, hal itu bukan berarti pula bahwa kepemimpinan harus dibiarkan
dan dikosongkan. Pada kenyataanya secara empirik nabi mempunyai pemerintahan
dan beliau sendiri sebagai kepala negara di samping sebagai rasul.
Tidak adanya ketegasan tentang konsep dan bentuk pemerintahan dalam
sumber-sumber Islam tersebut, akhirnya melahirkan polarisasi pemikiran para ahli
dalam mencari konsep tentang negara. Polarisasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh
pemahaman keagamaan para ahli tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi kultural dan
sosial politis dalam pencarian bentuk dan konsep negara selanjutnya. Pandangan
demikaian, wajar kalau tidak sedikit akhirnya lahir pemikir-pemikir politik yang
membangun gagasan-gagasannya dengan bertitik tolak dari pemberian legitimasi-
legitimasi pada sisitem pemerintahan yang sedang berlangsung. Hal ini terutama
setelah terjadi kontak Islam dengan pemikiran Yunani membawa angin segar bagi
pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam, terutama setelah karya-karya tulis
Yunani diterjemahkan secara besar-besaran oleh Bait al-Hikmah pada masa
pemerintahan Khalifah al-Ma’mun (813-833 M).51 Namun, tidak berarti sebelum
kontak tersebut tidak ada kajian keilmuan dalam Islam. Kajian itu tetap berjalan
meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sesuai dengan taraf dan tingkat
kebudayaan yang dimiliknya.
Perkenalan para ilmuaan Islam dengan alam pikiran Yunani itu semakin
meluas dan mendalam yang pada gilirannya menimbulkan perhatian dan hasrat di
kalangan ilmuan Islam untuk mempelajari masalah-masalah kenegaraan secara
rasional dan kemudian lahirlah sejumlah pemikir Islam yang mengemukakam
51Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I (Cet. 5; Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), h. 64.
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gagasan atau konsepsi politiknya melalui karya tulis dan pemikirannya. Misalnya
saja, sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan teori politiknya dalam suatu
karya adalah Ibnu Abi Rabi, yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan
Mu’tashim, khalifah Abbasiyah kedelapan, putra Harun Rasyid dan yang
menggantikan abangnya Makmun. Setelah Ibnu Abi Rabi kemudian menyusul
pemikir-pemikir lain seperti, al-Farabi al-Mawardi, Imam al-Ghazali yang hidup
setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Mereka itu dapat dianggap
sebagai eksponen-eksponen yang mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada
zaman klasik
Sejak terjadinya berbagai peristiwa di kalangan umat Islam, mulai wafatnya
Rasulullah saw. sampai al-Khulafaurrasyidun maka lahirlah pemikir-pemikir politik
Islam di masa berikutnya. Misalnya saja, Ibnu Abi Rabi, al-Mawardi, Imam al-
Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.
Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi berpendapat bahwa asal mula tumbuhnya
negara adalah bahwa manusia, orang-orang tidak mungkin dapat mencukupi
keutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya, mereka saling
memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling bantu dan berkumpul serta menetap
di suatu tempat. Dari proses tersebut maka lahirlah kota atau negara. Menurut Ibnu
Abi Rabi’, hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam hidup manusia dan untuk
mengadakannya memerlukan bantuan orang lain. Seperti pakaian, tempat tinggal
reproduksi atau pengakaran dan pelayanan kesehatan.52 Dengan demikian, manusia
atau seseorang  tidak akan mampu memenuhi kebutuhan akan hal-hal tersebut tanpa
dibarengi dengan keahlian.
52Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Ed. 5 ( Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2003), h. 44.
104
Sebagai seorang Muslim, ia tidak lepas dari pengaruh akidah agamanya. Ia
memasukan paham ketuhanan dan memperpadukannya dengan teorinya asal mula
negara. Abi Rabi mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan
watak yang cenderung untuk berkumpul dan bermasyarakat dan tidak mampu
memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Apabila mereka
berkelompok dan menetap di kota-kota dan hidup bersama untuk menjamin
kerukunan dan keserasian antara mereka, Tuhan meletakkan peraturan-peraturan
yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagai
rujukan dan yang harus mereka patuhi. Tuhan pun mengangkat untuk mereka
penguasa-penguasa yang melaksanakan peraturan itu dan mempergunakannya guna
menjaga tata tertib kehidupan masyarakat dan kebutuhannya serta untuk mengikis
pelanggaran dan penganiayaan antara sesama anggota masyarakat yang dapat
merusak keutuhannya.
Berdasarkan hal tersebut, Abi Rabi sepakat dengan pemikir Yunani bahwa
manusia adalah makhluk sosial, tetapi dia menambahkan tiga butir pengertian:
pertama, kecenderungan manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat itu watak
yang diciptakan oleh Tuhan pada manusia. Kedua, Tuhan telah meletakkan
peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat
sebagai rujukan dan harus dipatuhi. Dan peraturan-peraturan itu tercantum dalam
kitab suci al-Qur’an. Ketiga, Allah juga mengangkat penguasa-penguasa yang
bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan rakyat dari Tuhan itu dan
mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Ilahi.
Ibnu Abi Rabi berpendapat bahwa seyogyianya penguasa atau pemimpin
adalah orang yang termulia di negara atau di kota itu. Olehnya itu, orang yang
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memerintah suatu negara adalah orang yang dapat memberikan contoh yang baik
terlebih dahulu.
Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Abi Rabi berpandangan bahwa bentuk
pemerintahan yang terbaik adalah bentuk monarki atau kerajaan yang di bawah
pimpinan seorang Raja serta penguasa tunggal.
Pengaruh keyakinan agama dan loyalitas kepada dinasti Abbasyiah juga
tampak pada pendapat Ibnu Abi Rabi tentang kekuasaan Raja. Menurutnya, dasar
kekuasaan dan otoritas Raja adalah mandat dari Tuhan yang telah memberikan
kedudukan istimewa kepada mereka dengan kekuatan dan keunggulan, telah
memperkokoh kekuasaan mereka di negara mereka dan telah memberikan hak
kepada mereka untuk memerintah hamba-hamba-Nya, sebagaimana Dia
memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya dari semua tingkatan untuk taat dan
tunduk kepada mereka demi kesejahteraan negara.
Ibnu Abi Rabi mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh
seseorang menjadi Raja, yakni pertama, harus anggota dari keluarga Raja dan
mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan Raja sebelumnya. Kedua, aspirasi
yang luhur, Ketiga, pandangan yang mantap dan kokoh. Keempat, ketahanan dalam
menghadapi kesukaran/tantangan. Kelima, kekayaan yang besar dan keenam,
pembantu-pembantu yang setia.
Awal mula tumbuhnya suatu negara, al-Mawardi berpendapat bahwa
manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dan
dalam teorinya. Menurut al-Mawardi, Allah yang menciptakan kita tidak supaya
tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita orang–seorang tanpa bantuan orang
lain, agar kita selalu sadar bahwa Dialah pencipta kita dan pemberi rezeki. Dan
bahwa kita membutuhkan dia serta membutuhkan pertolongan-Nya. Bahkan
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Mawardi berpendapat, manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan
pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Tetapi Tuhan tidak
membiarkan manusia dalam keadaan lemah tanpa memberi hal-hal yang akan
memandu  manusia ke arah tercapainya kebahagian hidup. Mawardi juga
berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusialah
yang merupakan pendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kelemahan
manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya
sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan,
kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia utuk bersatu
dan saling membantu dan akhirnya sepakat  untuk mendirikan sebuah negara.
Dengan kata lain, sebab lahirnya sebuah negara adalah hajat umat manusia untuk
untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama.
Menurut Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi
utama, yakni: Pertama, agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali
hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia karenanya merupakan
sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. Kedua, penguasa yang
berwibawa. Dengan wibawanya, ia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang
berbeda, membina negara yang luhur, menjaga negara serta menjamin mata
pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah. Ketiga, keadilan yang
menyeluruh, dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama
warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan pada pemimpin dan
menyemarakan kehidupan rakyat dan membangun minat rakyat untuk berkarya dan
berprestasi. Adapun keadilan terhadap orang lain itu dibagi dalam tiga bagian, yakni,
keadilan terhadap bawahan, keadilan terhadap atasannya dan keadilan yang mereka
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bersetingkat. Keempat, keamanan yang merata, kelima, kesuburan tanah yang
berkesinambungan dan keenam, harapan kelangsungan hidup.
Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Mawardi adalah mendasarkan teori
politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan
saran-saran perbaikan atau reformasi, misalnya dengan mempertahankan status quo.
Ia menegaskan bahwa khalifah harus tetap barbangsa dari suku Quraisy, wazirat atau
tafwidh atau pembantu utama khalifah harus berbagsa Arab. Dan perlu ditegaskan
persyaratan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan pembantu-
pembantunya yang penting. Imamah atau kepemimpinan yang dimaksud oleh
Mawardi adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Mawardi memberikan juga
agama kepada jabatan kepala negara di samping politik. Menurutnya, Allah
mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai khalifah atau pengganti Nabi
untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik. Dengan demikian,
seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin
politik.
Menurut Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal yaitu
Pertama. Ahl Ikhtiar atau mereka yang berwewenang memilih imam bagi umat.
Mereka harus memenuhi tiga syarat, yakni memiliki sikap adil, memiliki ilmu
pengetahuan dan memiliki wawasan yang luas dan kearifan. Kedua, ahl al imamah,
atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh
syarat, pertama, memiliki sikap adil, memilik ilmu pengetahuan, sehat pendengaran,
penglihatan dan lisannya, utuh anggota tubuhnya, wawasan yang memadai,
keberanian dan keturunan Qurasiy. Kemudian terdapat dua cara pengangkatan imam,
pertama, Ahl Al Aqdi wa al-Halli mereka yang mempunyai wewenang untuk
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mengikat dan mengurai atau itulah yang disebut Ahl Ikhtiar. Kedua, penunjukkan
atau wasiat oleh imam sebelumnya.
Pengangkatan seorang imam melalui penunjukkan atau wasiat oleh imam
yang masih berkuasa, Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon
penggantinya, seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu betul-betul
untuk berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi itu dan
orang yang betul-betul memenuhi syarat. Lebih lanjut, Mawardi mengemukakan
seorang imam dapat digeser dari kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara
kalau ternyata sudah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau
organ-organ tubuh yang lain atau kehilangan kebebasan tindak karena telah dikuasai
oleh orang-orang dekatnya atau tertawan.
Suatu hal yang sangat menarik dari gagas dan ketetenegaraan Mawardi ialah
hubungan antara ahl Aqdi wa al-Hilli atau ahl al-Ikhtiar dan imam atau kepala
negara itu merupakan hubungan antar dua pihak peserta kontrak sosial atau
perjanjian atas dasar sukarela, suatu kontrak atau persetujuan yang melahirkan
kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya
maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas
penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan
mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.53
Teori kenegaraan al-Ghazali dapat dipelajari terutama dari tiga karya
tulisnya yakni Ihya> al-Ulu>muddin, khususnya kitab al-Sya’ab, al-Iqtishat fi al-I’tiqad
(Moderisasi dalam Kepercayaan) dan al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Mulu>k
(Batangan Logam Mulia tentang Nahihat untuk Raja-Raja). Asal mula timbulnya
53Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 67.
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suatu negara, menurut al-Ghazali bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat
hidup sendirian yang disebabkan oleh dua faktor, pertama, kebutuhan akan
keturunan dari kelangsungan hidup umat manusia dan kedua saling membantu dalam
penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Untuk itu semua
diperlukan kerja sama dan saling membantu antar sesama manusia. Dengan
demikian, di sana lahirlah negara karena dorongan kebutuhan bersama.
Menurut al-Ghazali untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia
tersebut diperlukan pembagian tugas antara para anggota masyarakat dan sejumlah
industri atau profesi. Keempat industri atau profesi tersebut merupakan inti bagi
tegaknya negara, yakni pertanian untuk pengadaan makanan; pemintalan untuk
pengadaan pakaian; pembangunan untuk pengadaan tempat tinggal dan politik untuk
penyusunan dan pengelolaan negara, pengaturan kerja sama antar warga negara bagi
pengamanan kepentingan bersama, penyelesaian sengketa antara mereka serta
perlindungan terhadap bahaya dan ancaman dari luar. Keempat industri atau profesi
tersebut, politiklah merupakan profesi yang paling penting dan paling mulia. Oleh
karenanya, politik menghendaki tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi daripada
tiga industri atau profesi yang lain.
Profesi politik, menurut al-Ghazali, meliputi empat subprofesi, yakni
subprofesi pengukuran tanah untuk menjamin kepastian ukuran tanah milik para
warga negara, subprofesi ketentaraan untuk menjamin keamanan dan pertahanan
negara, baik terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar, subprofesi kehakiman
untuk penyelesaian sengketa antara warga negara dan subprofesi ilmu hukum untuk
penyelesaian undang-undang dan peraturan guna menjamin keserasian hubungan
antar warga negara dan melindungi setiap warga negara dari pelanggaran hak, baik
oleh sesama warga negara atau oleh negara sendiri. Oleh karena profesi politik
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sangat penting dengan subprofesi tersebut, menurut al-Ghazali hanya satu tingkat di
bawah kenabian maka mereka yang terlibat dalam profesi itu harus betul-betul
memiliki pengetahuan, kemahiran dan kearifan yang memadai dan harus dibebaskan
dari tugas dan tanggung jawab yang lain.54
Menurut al-Gahazali, tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara
semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi  yang tidak mungkin
ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan
yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama
secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian
kehidupan duniawi. Bagi al-Ghazali dunia adalah ladang untuk mengumpulkan
perbekalan bagi kehidupan di akhirat nanti; dunia merupakan wahana untuk mencari
ridha Tuhan bagi mereka yang menganggapnya sebagai wahana serta jembatan dan
bukan tempat tinggal tetap dan terakhir. Sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan
ukhrawi itu hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan
yang merata di dunia. Untuk itulah, diperlukan seorang pemimpin dan pengelola
negara yang ditaati, membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing
warga negara dan memilihkan bagi warga negara tugas yang paling sesuai bagi
mereka masing-masing dan mengelola segala urusan kenegaraan.
Berpijak dari dasar pikiran itulah maka menurut al-Ghazali, kewajiban
mengangkat seorang kepala atau pemimpin negara tidak berdasarkan rasio, tetapi
berdasarkan keharusan agama. Hal ini disebabkan karena persiapan untuk
kesejahteraan ukhrawi harus dilakukan melalui pengamalan dan penghayatan ajaran
agama secara betul. Hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman
dan tenteram. Untuk menciptakan dunia yang demikian diperlukan pemimpin atau
54Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 75.
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kepala negara yang ditaati atau dengan kata lain tidak mungkin mengamalkan ajaran
agama secara baik dalam kondisi dan situasi dunia yang tidak mendukung. Oleh
karena al-Ghazali meminjam suatu ungkapan bahwa agama dan Raja ibarat dua anak
kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan  adalah penjaganya. Sesuatu
yang tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang.
Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia
merupakan keharusan bagi kertertiban agama dan ketertiban agama merupakan
keharusan bagi tercapainya kesejateraan akhirat nanti. Oleh karenanya,
pengangkatan pemimpin atau kepala negara merupakan keharusan atau kewajiban
agama yang tidak mungkin dan tidak boleh diabaikan. Kemudian terdapat juga
ikatan yang erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan
negara melalui seorang kepala negara yang ditaati; memiliki kekuasaan yang
memadai dan mampu melindungi kepentingan rakyat, baik duniawi maupun
ukhrawi.
Menurut al-Ghazali, Allah telah memilih dari antara cucu-cucu Adam dua
kelompok pilihan: pertama, para nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-
hamba Allah tentang jalan yang benar dan yang membawa kebahagiaan dunia dan
akhirat. Kedua, para raja dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak
saling bermusuhan dan saling melanggar hak yang lain, dengan kearifannya
mengembangkan kesejahteraan mereka, dan memandu mereka ke arah kedudukan
yang terhormat, seperti kata ungkapan bahwa sultan adalah bayangan Allah di atas
bumi-Nya. Maka seyogyanya kita tahu bahwa orang yang Allah berikan kepadnya
perangkat raja-raja dan menjadikannya bayangan-Nya di atas bumi itu wajib dicintai
oleh semua makhluk Allah dan mereka harus ikut, tunduk dan taat kepadanya serta
tidak dibenarkan menentang dan tidak mengikuti perintahnya.
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Berdasarkan hal tersebut, menurut al-Ghazali, kekuasaan kepala negara,
sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah, yang diberikan hanya
kepada sejumlah kecil hamba pilihan dan oleh karenanya kekuasaan kepala negara
adalah muqaddas atau suci. Juga kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi,
hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat mutlak kepadanya dan
melaksanakan semua perintahnya. Dengan kata lain, sistem pemerintahan al-Ghazali
dapat dikatakan teokrasi.
Menurut al-Ghazali terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh
seseorang dapat diangkat sebagai kepala negara, sultan atau raja, yakni: pertama,
dewasa atau aqil baligh; otak yang sehat; merdeka dan bukan budak; laki-laki;
keturunan Quraisy; pendengaran dan penglihatan yang sehat; kekuasan yang nyata;
hidayah; ilmu pengetahuan dan wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan
mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.
Para pemikir dan sarjana Islam yang menuangkan gagasan atau teori
politiknya dalam suatu karya tulis, di antaranya adalah Ibnu Taymiyah dan Ibnu
Khaldun. Ibnu Taymiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasyiah di
Baghdad dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad XIV. Keduanya dapat dianggap
sebagai eksponen-eksponen yang mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada
zaman pertengahan.
Pemikiran politik Ibnu Taimiyah dapat dilihat dalam karya tulisnya yang
paling penting adalah buku yang berjudul al Siyasah al Syar’iyah fi Islah al-Ra’i wa
al-Ra’iyah (politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan penggembala dan
gembala). Dari judul buku tersebut tampak jelas maksud Ibnu Taimiyah, yakni
berusaha memperbaiki situasi masyarakat dan mengikis habis segala kebobrokan,
baik moral maupun sosial sebagai akibat dari berbagai malapetaka yang menimpa
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umat Islam karena perang dengan crusades yang tidak kunjung henti dan serbuan
bangsa Tartar. Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh
kebobrokan para pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin itu memilih wakil-
wakil dan pembantunya, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh
karenanya, dia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut Islam
berdasarkan keyakinan, bahwa umat hanya mungkin diatur dengan baik oleh
pemerintah yang baik.
Orientasi pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang bersendikan agama itu selain
tampak jelas dari judul bukunya, juga dapat dilihat pada isi pendahuluan atau
mukaddimah buku itu, dengan mendasarkan teori politiknya atas firman Allah dalam
al-Qur’an, surat al-nisa, ayat 58 dan 59.
Menurut Ibnu Taimiyah ayat yang pertama, yakni ayat 58 surat An-Nisaa,
dimaksudkan bagi para pemimpin negara. Demi terciptanya kehidupan bernegara
yang serasi hendaknya mereka menyampaikan amanat  kepada pihak yang berhak
atasnya dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antara sesama
anggota masyarakat. Sedangkan ayat yang kedua, atau ayat 59 surat an-Nisaa,
ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat, tidak saja kepada Allah
dan Rasul, tetapi juga kepada pemimpin mereka dan melakukan segala perintahnya
selama tidak diperintahkan berbuat maksiat atau perbuatan yang dilarang agama.
Kemudian kalau terjadi perbedan pendapat antara mereka, maka dalam mencari
penyelesaian hendaknya kembali kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunah). Ibnu
Taimiyah mengakhiri pendahuluan dari bukunya dengan mengatakan bahwa dengan
diwajibkannya para pemimpin negara untuk menyampaikan amanat kepada pihak
yang berhak, dan untuk berlaku adil  dalam memutuskan sengketa seperti tersebut
114
dalam ayat 58, maka akan terjadi perpaduan antara kebijaksanaan politik yang adil
dan pemerintahan yang baik.55
Ibnu Taimiyah dalam bukunya al-Siyasah al-Syar’iyah mengurai tentang
penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukkan dan
pengangkatan para pejabat negara, pengelolaan kekayaan negara dan harta benda
rakyat. Kemudian membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan
dan hak sesama manusia; kemudian ditutup dengan dua pasal masing-masing
tentang musyawarah dan tentang pentingnya pemerintahan.
Ibnu Taimiyah sama sekali tidak menyinggung tentang cara dan mekanisme
pengangkatan kepala negara. Ibnu Taimiyah berkesimpulan melalui ayat tersebut
kepala negara dihimbau untuk mempercayakan tiap urusan yang berkaitan dengan
kepentinagan rakyat kepada orang-orang yang paling baik dari segi kepentingan
rakyat. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kalau seorang pemimpin, yang
mendapat kehormatan mengelola kepentingan umat Islam, mempercayakan
pengurusan kepentingan tersebut kepada seseorang padahal sesungguhnya terdapat
orang lain yang lebih mampu  dan lebih baik untuk mengurus hal itu, maka
pemimpin itu telah menghianati Allah, Rasul Allah dan umat Islam. Umar bin
Khattab juga pernah manyatakan bahwa baran siapa (pemimpin) yang mendapat
kehormatan mengelola kepentingan umat Islam, kemudian mempercayakan
pengurusan kepentingan tersebut kepada seseorang berdasarkan kesayangan atau
hubungan keluarga dan tidak berdasarkan kecakapannya maka pemimpin itu telah
menghianati Allah, Rasul Allah dan umat Islam.
Berdasarkan uraian di atas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam
penunjukkan atau pengangkatan pembantu-pembantu, baik mereka yang bertugas
55Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 83.`
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pada pemerintah pusat maupun para pejabat di daerah, seorang kepala negara harus
berusaha mencari orang-orang secara objektif betul-betul memiliki kecakapan dan
kemampuan untuk jabatan-jabatan tersebut dan jangan sampai seorang kepala negara
terpengaruh oleh faktor-faktor subyektif seperti hubungan keluarga dan sebagainya.
Keharusan mengadakan seleksi secara objektif itu menurut Ibnu Taimiyah tidak
hanya terbatas pada para pejabat tingkat atas saja tetapi sampai pada jabatan-
jabatan seperti imam dan lain-lain. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa
tidak dibenarkan seorang kepala negara menyimpang dari ketentuan di atas dan
mengangkat seseorang untuk satu jabatan sedangkan terdapat orang lain yang lebih
memenuhi syarat kecakapan, hanya karena kepala negara dan orang yang diangkat
itu masih ada hubungan keluarga atau karena ada hubungan sahabat atau berasal dari
satu daerah yang sama atau sama-sama pengikut satu mazhab dan tarikat, atau
sama-sama satu bangsa atau jabatan diberikan atas imbalan pembayaran uang atau
jasa atau disebabkan oleh kebencian atau rasa permusuhan terhadap orang yang
sebenarnya secara objektif lebih memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengisi
jabatan yang kosong itu.
Tampaknya dalam hal pemerintahan bagi Ibnu Taimiyah, perkataan amanat
dalam ayat 58 surat an-Nisaa itu mempunyai dua arti, yakni pertama, amanat adalah
kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara
untuk mengelolanya. Dan pengelolaannya akan baik dan sempurna kalau dalam
pengangkatan para pembantunya kepala negara memilih orang-orang yang betul-
betul memiliki kecakapan dan kemampuan. Kedua, perkataan amanat pada ayat
tersebut berarti pula kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh kepala negara dan
kalau untuk melaksanakannya dia memerlukan wakil-wakil dan pembantu-
pembantu, hendaknya mereka itu terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki
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persyaratan kecakapan dan kemampuan. Kalau dia melimpahkan kewenangan
pemerintah kepada wakil, pembantu dan pejabat yang kurang cakap akan merupakan
penghianatan terhadap Allah, Rasul Allah dan umat Islam.
Menurut Ibnu Taimiyah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan oleh kepala
negara itu harus diberikan kepada orang-orang yang paling memenuhi syarat
kecakapan dan kemampuan dari calon yang ada. Tetapi kalau misalnya di antara
calon yang ada itu tidak terdapat yang menonjol, kepala negara dibenarkan
mengambil kebijaksanaan mengangkat salah seorang dari mereka dengan
memerhatikan dua faktor, yaitu kekuatan dan integritas. Kekuatan harus diartikan
tidak selalu sama bagi jabatan-jabatan yang berlainan. Sedangkan integritas adalah
ketaqwaan kepada Allah yang utuh dan kesetiaan kepada ajaran serta hukum Islam.
Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Taimiyah menyadari bahwa tidak banyak
orang yang memiliki kedua persyaratan tersebut, yakni kekuatan dan integritas.
Dalam situasi terdapat dua calon untuk satu jabatan, yang satu memiliki kekuatan
tetapi dengan tingkat integritas yang rendah, sedang yang satunya lagi memiliki
tingkat integritas yang tinggi tetapi tanpa kekuatan yang memadai, menurut Ibnu
Taimiyah kepala negara dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan mana di
antara dua kualitas tersebut yakni kekuatan dan integritas yang diperlukan untuk
jabatan itu. Kalau kekuatan lebih diperlukan maka yang sebaiknya diangkat calon
pertama; sebaliknya kalau integritas lebih diperlukan maka calon kedua yang harus
diangkat adalah suatu pendapat yang cukup pragmatis.
Amanat kedua menurut Ibnu Taimiyah adalah mengenai pengelolaan
kekayaan negara dan perlindungan harta benda milik para warga negara. Dalam hal
kekayaan negara, rakyat tidak dibenarkan menolak membayar segala kewajiban yang
telah ditentukan oleh kepala negara. Tetapi, sebaliknya kepala negara harus
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membelanjakan dana yang diterima dari rakyat dan dari sumber-sumber lain secara
baik, sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan Sunah dan tidak mempergunakannya
sekehendak hawa nafsunya saja. Ia harus sadar bahwa dana tersebut bukanlah
miliknya, tetapi merupakan amanat atau titipan. Di samping itu, kepala negara harus
menjamin bahwa segala kewajiban keuangan dari negara untuk rakyat harus selalu
dipenuhi dan juga harus melindungi hak milik, harta benda dan kekayaan warga
negara terhadap ancaman atau gangguan, baik dari aparat negara maupun dari
sesama rakyat.
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pelaksanaan hukum, terutama hukum
pidana terdiri dari dua macam, yaitu hukum pidana yang merupakan hak Allah,
seperti, hukuman bagi penyamun, pencuri, pezina dan sebagainya. Para penguasa
harus menegakkan dan melaksanakan hukuman hak Allah itu, meskipun tidak ada
pengaduan dari siapa pun, oleh karenanya hukuman tersebut telah jelas digariskan
dalam al-Qur’an, juga hukuman itu harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, tanpa
melihat status sosial pelanggangnya dan tidak dibenarkan pembatalan hukuman
karena campur tangan seorang yang berpengaruh atau imbalan materi. Barang siapa
yang membatalkan hukuman atas seseorang maka ia akan menerima laknat allah,
malaikat dan umat dan itulah yang dinamakan menjual belikan ayat Allah dengan
harga murah. Menurut Ibnu Taimiyah, tidak dibenarkan menerima dari pelaku zina,
pencuri, peminum minuman keras, penyamun dan sebagainya uang tebusan agar
hukuman atas mereka tidak dilaksanakan. Sedangkan hukum pidana yang merupakan
hak manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan, meskipun agama telah
menentukan cara penyelesaiannya kalau pihak yang dirugikan menuntut, tetapi
Islam mengimbau kepada keluarga korban supaya bersedia memaafkan.
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Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam
al-Qur’an ayat 159 surat Ali Imran, seorang kepala negara tidak boleh meninggalkan
musyawarah. Apabila kepala negara bermusyawarah dan meminta para ahli , ia harus
mengikuti pendapat mereka selama pendapat itu sejalan dengan al-Qur’an, Sunah
Nabi dan konsesus antara umat Islam. kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa
mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban
agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan.
Umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerjasama
dan saling membantu dalam kehidupan berkelompok dan tiap kehidupan
berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin.
Alasan lain menurut Ibnu Taimiyah Adalah  bahwa Allah memerintahkan amar
ma’ruf dan nahi mungkar dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan
tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan
tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta
terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk
menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Ibnu Taimiyah juga
menganggap bahwa sultan atau kepala negara adalah bayangan Allah di bumi dengan
arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan
memerintah yang bersumberkan dari Tuhan. Bahkan lebih jauh dari itu, Ibnu
Taimiyah berpendirian, keberadaan kepala negara, meskipun zalim lebih baik bagi
rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara. Ia meminjam suatu
ungkapan bahwa enam puluh tahun di bawah sultan yang zalim lebih baik daripada
satu malam tanpa pemimpin.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, Ibnu Taimiyah mendambakan
ditegakkannya keadilan sedemikian kuat, sehingga ia cenderung beranggapan bahwa
kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara
yang tidak adil meskipun Islam. Dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah
mendukung negara yang adil meskipun kafir dan bahwa Allah tidak mendukung
negara yang tidak adil sekalipun Islam.
Ibnu Khaldun adalah seorang ahli pikir Islam yang jenius dan termasyhur di
kalangan intelektual modern. Dalam karya-karya Ibnu Khaldun dapat dilihat
penguasaanya terhadap berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan, seperti sejarah,
sosiologi, dan Politik sehingga tidak mengherankan apabila Ibnu Khaldun
dikategorikan menjadi ahli sejarah, sosiologi dan politik. Bahkan banyak orang yang
mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah makhluk yang paling penting dan paling
terhormat dalam alam semesta. Dalam mengemukakan konsep politiknya Ibnu
Khaldun tidak dapat lepas dari kenyataan yang dihadapi dan dialaminya. Di satu
pihak ia melihat ikatan-ikatan bermasyarakat, bernegara dan berperadaban pada
umumnya sebagai sesuatu yang berkembang terlepas dari agama, tetapi di pihak lain
Ibnu Khaldun adalah seorang muslim dan tentu saja sangat mempengaruhi sikapnya
dalam memandang masalah Tuhan, manusia dan masyarakat. Walaupun begitu
dalam catatan Deliar Noer, Ibnu Khaldun cukup objektif dalam mengemukakan
pemikiran-pemikirannya.
Menurut beberapa penulis, Ibnu khaldun adalah pengikut al-Ghazali, dan
menurut sebagian yang lain ia merupakan pengikut Ibnu Rusyd. Kombinasi  dari
kedua corak pemikiran tersebut  yang telah ada sebelumnya, Ibnu Khaldun
membangun teori yang sangat modern. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun
membangun logika-logika yang realistik. Ibnu Khaldun berbeda dengan Machiavelli,
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sekalipun mereka membedakan diri dari intelektual sezaman mereka, terutama
dalam menghadapi peristiwa sosial sebagai kerangka acuan yang benar-benar
realistis. Machaivelli menolak idealisme dan menerima realisme, sedangkan Ibnu
Khaldun tidak meremehkan makna sesuatu yang ideal dan relegius. Yang paling
tidak disukainya adalah campur tangan idealisme agama dalam masalah-masalah
kehidupan yang nyata. Dari sini terlihat dengan jelas karakteristik pemikirannya
yang realistik dan melepaskan pengaruh idealistik dalam memahami fenomena
kemasyarakatan.
Ashabiyah: Thesis Ibnu Khaldun tentang Masyarakat, salah satu sumbangan
yang genuine, dari Ibnu Khaldun adalah teorinya mengenai Ashabiyah dan perannya
dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya. Konsep ashabiyah ini
merupakan poros utama dalam teori-teori sosial Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu
Khaldun, ashabiyah lahir dari hubungan-hubungan darah  dan ikatan yang
menumbuhkannya. Ikatan darah memunculkan perasaan cinta terhadap saudara dan
kewajiban untuk menolong dan melindungi mereka dari tindak kekerasan. Semakin
dekat hubungan darah dan seringnya kontak diantara mereka maka ikatan-ikatan dan
solidaritas akan semakin kuat. Tetapi, sebaliknya semakin renggang hubungan
tersebut maka ikatan-ikatan tersebut akan semakin melemah.
Adapun tugas ashabiyah dalam kehidupan kemasyarakatan menurut Ibnu
Khaldun sangat dominan. Ashabiyahlah yang telah menjadi motor dari kekuasaan.
karena itu dapat dikatakan yang menjadi penggerak utama dari sejarah manusia
adalah ashabiyah. Ibnu Khaldun berpandangan tujuan ashabiyah adalah untuk
mewujudkan al-mulk, karena ashabiyah mampu memberkan perlindungan,
menumbuhkan pertahanan bersama, sanggup mendasarkan tuntutan-tuntutan dan
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kegiatan lain. Dengan kata lain bahwa tujuan dari ashabiyah adalah superioritas (At-
Taghalul Al-Mulk).
Dalam kehidupan bernegara, Ibnu Khaldun melihat terdapat dua kekuatan
dominan yang membentuk nasib-nasib mereka. Kekuatan pertama adalah kekuatan
primitif dan utama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan Ashabiyah, atau elemen-
elemen pengikat masyarakat, solidaritas sosial atau perasaan kelompok yang mampu
menyatukan masyarakat, sebuah negara maupun sebuah kerajaan dan dalam
kelompok yang lebih luas, dapat disamakan dengan patriotisme. Akan tetapi
patriotisme dan ashabiyah bukanlah merupakan sinonim meskipun dalam bentuk
yang paling ekstrimnya, patriotisme adalah bentuk lain dari ashabiyah sebagaimana
yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun. Ashabiyah akan muncul dan berkembang
ketika perasaan untuk melindungi diri membangkitkan rasa kekeluargaan yang kuat
dan mendorong manusia untuk menciptakan hubungan antara yang satu dengan yang
lain. Hal ini adalah kekuatan vital bagi suatu negara dimana dengannya, mereka
akan tumbuh dan berkembang dan jika melemah, maka mereka akan mengalami
kemunduran. Kekuatan kedua adalah agama, Ibnu Khaldun mengembangkan suatu
solidaritas yang tanpanya negara tidak akan bisa eksis. Agama merupakan
pendukung ashabiyah dan pada dasarnya juga memperkuat ashabiyah, dengan
kekuatan relegius ini, bangsa arab dapat membangun suatu peradaban yang besar.
Menurut Ibnu Khaldun, apabila ashabiyah dan agama terhadap proses timbal
balik, maka peranan ashabiyah dalam mendapatkan politik akan sangat besar dan
memiliki kekuatan besar untuk menciptakan integritas kekuatan politik. Sebaliknya
apabila ashabiyah dan agama tidak beriringan maka kekuatan besarnya akan sirna
begitu saja.
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Asal mula negara menurut Ibnu Khaldun memulai pembicaraan mengenai
negara berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah mahluk yang hidup
berkelompok dan saling memerlukan bantuan. Hal ini dilakukan manusia untuk bisa
bertahan hidup dan untuk mendapatkan rasa aman. Oleh karenanya, diperlukan
kerjasama antara sesama manusia. Kerjasama tersebut membentuk suatu organisasi
kemasyarakatan.
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (al-itjma’ al-
insani) adalah merupakan keharusan. Karenanya, peradaban. umat manusia itu tidak
lepas dari organisasi masyarakat tersebut. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa
adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup
masyarakat, karena sesungguhnya manusia memiliki watak hidup bermasyarakat.
Tatanan sosial akan berubah dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat yang lain
senantiasa kemudian mengikuti faktor-faktor yang dimiliki oleh masyarakat
pertama, yaitu menyangkut iklim, cuaca, tanah, makanan, sumber tambang,
kemampuan berfikir, jiwa dan emosi mereka.  Setelah organisasi kemasyarakatan
terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di duna ini, maka masyarakat
membutuhkan seseorang dengan pengaruhya dapat bertindak sebagai penengah dan
pemisah antara anggota masyarakat.
Menurutnya, peran sebagai penengah dan pemisah hanya dapat dilakukan
oleh seseorang dari anggota masyarakat itu sendiri. Seseorang tersebut harus
berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan
dan otoritas atas mereka sehingga tidak seorangpun di antara anggota masyarakat
dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh
yang mempunyai kekuasaan, otoritas dan wibawa tersebut adalah raja, khalifah atau
kepala negara.
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Ibnu Khaldun berpandangan bahwa kehadiran seorang pemimpin baik itu
seorang raja atau kepala negara. sebagai penengah, pemisah dan sekaligus pemegang
otoritas itu merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama dalam suatu
masyarakat atau negara. Hal ini didasarkan pada ajaran agama yang mengatakan
bahwa tugas manusia adalah memelihara kelestarian dan kemakmuran alam semesta
dan seisinya termasuk umat manusia, selain itu manusia juga bertugas untuk
melakukan perbuatan yang bersifat membangun dunia ini. Namun demikian,
pandangannya mengenai arti penting seorang pemimpin dalam kehidupan
bermasyarakat tidak hanya berdasarkan pada wahyu Tuhan atau ajaran agama,
sebagaimana yang disebut di atas. Tetapi lebih ditekankan pada hasil
pengamatannya terhadap perkembangan kehidupan.
Ibnu Khaldun dalam pandangannya seseorang yang dapat bertindak sebagai
raja haruslah memiliki superioritas atau keunggulan, sehingga mempunyai otoritas
untuk mengambil keputusan. Hal ini sangat berkaitan dengan syarat-syarat untuk
menduduki sebagai kepala negara.
Menurut Ibnu Khaldun, syarat-syarat kepala negara ialah: Pertama, ia harus
berpengetahuan disertai kesanggupan untuk mrengambil keputusan-keputusan sesuai
syariat. Kedua, ia harus bersifat jujur, berpegang pada keadilan, dan pada umumnya
mempunyai sifat-sifat moral yang baik, sehingga kata-katanya dapat dipegang dan
ucapannya dapat dipercaya. Di samping itu, juga menunjukkan tentang ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi sebagai seseorang yang tahu akan kewajibannya,
misalnya dalam menjadi saksi. Ketiga, ia mempunyai kesanggupan dalam
menjalankan tugas-tugas yang dituntut oleh seorang kepala negara, termasuk
melaksanakan hukuman-hukuman yang diputuskan secara konsekuen. Ia harus
menegakan hukum dan harus juga sanggup untuk, kalau perlu pergi dan memimpin
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perang. Keempat, ia secara fisik dan mental harus bebas dari cacat-cacat yang tidak
memungkinkan ia menjalankan tugas sebagai kepala negara dengan baik. Sebuah
syarat lagi yang sering dikemukakan oleh banyak pihak dalam kalangan Islam pada
masa Ibnu Khaldun dan masa sebelumnya ialah kepala negara itu haruslah seorang
keturunan Quraisy, dari suku Muhammad.  Ibnu Khaldun berpendapat bahwa syarat
tersebut bergantung pada sikap rasa golongan Arab sehingga syarat keturunan
Quraisy itu tidak dapat dipertahankan lagi.
Ibnu Khaldun sebenarnya tidak menjelaskan secara terperinci mengenai
mekanisme pengangkatan kepala negara, namun seperti yang dijelaskan dalam
Munawir Sadjali, Ibnu Khadun menyebutkan salah satu syarat untuk menduduki
kepala negara, khalifah ataupun imam, menurutnya seorang calon harus dipilih oleh
ahlul hal wa al-Aqdi, yaitu orang-orang yang mempunyai kompetensi, di samping
syarat-syarat lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian dalam
menjalankan kekuasaannya seorang kepala negara sangat membutuhkan dukungan
dari para professional di bidang birokrasi, termasuk di dalamnya para cendekiawan
atau kaum terpelajar, yang dapat menata dan menjalankan roda pemerintahan sehari-
hari. Dan kekuatan tentara yang dapat lebih efisien dalam menjaga negara dan
kekuasaannya dari setiap ancaman atau gangguan dari luar.
Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolok ukur
kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok; pertama, negara dengan ciri
kekuasaan alamiah (al-Mulk al-Thabiy), kedua negara dengan ciri kekuasaan politik
(al-mulk al-siyasyi). Tipologi negara pertama ditandai dengan kekuasaan sewenang-
wenang (depotisme) dan cenderung pada hukum rimba. Di sini keunggulan dan
kekuatan sangat berperan dan prinsip keadilan sangat diabaikan dan pada gilirannya
akan membentuk suatu negara yang tidak berperadaban. Tipe negara kedua yaitu
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negara dengan ciri-ciri kekuasaan politik di kelompokan lagi menjadi tiga tipe yaitu;
pertama, negara hukum demokrasi Islam (siyasat diniyat), kedua, negara hukum
sekuler (siyasat aqliyat) dan ketiga negara Republik ala Plato (siyasat madaniyat)
negara hukum demokrasi Islam (siyasat diniyat) adalah negara yang menjadikan
syariah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcom Kerr, menamakannya dengan
Istilah nomokrasi Islam. Karakteristik Siyasah Diniyah menurut Ibnu Khaldun ialah
selain al-Qur'an dan al-Hadist, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi
dalam kehidupan negara.
Menurut Ibnu Khaldun, tipe negara yang paling baik adalah nomokrasi Islam,
karena siyasah aqliyah (negara sekuler) hanya, mendasarkan pada hukum sebagai
hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum dengan sumber wahyu. Sedangkan
siyasat Madaniyat (Republik Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh
segelintir orang dari golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak
mempunyai kekuatan politik. Yang menarik dari klasifikasi Ibnu Khaldun mengenai
tipologi negara ialah pendekatanya dengan menggunakan kekuasaan sebagai a
generik term dan pembagian kekuasaan itu menurut kriteria untuk menentukan tipe
kelompok apa dari suatu siyasi. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya Ibnu Khaldun
berpegang pada suatu hipotesis makin tinggi tingkat peradaban manusia, makin baik
tipe negaranya. Tetapi menurutnya, ciri ideal suatu negara adalah kombinasi antara
syariat dengan kaidah-kaidah hukum yang diterapkan manusia berdasarkan atas
akalnya. Tetapi penggunaan akal tersebut tetap merujuk pada syariat. Jadi, suatu
tingkat peradaban tinggi semata-mata bukan berarti ideal.
Adapun mengenai umur suatu negara, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa
masyarakat manusia akan berjalan mengikuti tahap-tahap berjenjang, seperti halnya
tahapan yang dilalui manusia sejak lahir hingga ia kemudian wafat. Begitu pula
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dengan negara, sama dengan individu memiliki umur yang alami. Umur suatu negara
biasanya hanya tiga generasi dengan hitungan satu generasi sama dengan empat
puluh tahun. Dengan demikian, umur suatu negara menurutnya adalah seratus dua
puluh tahun. Umur tiga generasi tersebut dibagi menjadi empat tahapan yang harus
dilalui oleh masyarakat tersebut. Pertama, tahap primitif (al-badawah). Perhatian
individu dalam tahap ini, hanyalah tertuju kepada penghidupannya. Dia memiliki
sifat yang keras untuk menghidupi dirinya, bahkan siap mencaplok orang lain
dengan kejam. Tanda lainya adalah fanatisme terhadap keturunannya. Kedua, tahap
kepemilikan (al-mulk). Pada tahap ini, kekuasaan masyarakat terpusat pada tangan
seseorang, keluarga atau suatu golongan. Fanatisme pada tahap ini dilakukan secara
terang-terangan. Bahkan selalu melekat pada jiwa setiap manusia. Masyarakat pada
tahap ini, beralih dari penghematan ke pemborosan, dari masyarakat yang primitif ke
masyarakat yang beradab. Ketiga, tahap beradab dan kemakmuran. Pada tahap ini,
individu masyarakat telah melupakan makna kekerasannya. Mereka telah
meninggalkan fanatisme dan kesukaan berperangnya. Dan mereka telah
meninggalkan masa produktifnya, sehingga memberatkan negara. Kemampuan
penguasa menurun, tetapi keterlibatan mereka dalam bersenang-senang meningkat.
Keempat, adalah tahap kelemahan, kerusakan akhlak, dan kemunduran. Pada tahap
ini, negara menjadi mangsa yang empuk untuk diserang musuh dari luar. Setelah
mengalami keempat tahapan tersebut, maka pada akhirnya semua negara akan
mengalami kehancuran. Kehancuran ini menurut Ibnu Khaldun merupakan hal yang
alamiah, pada akhirnya semua negara akan runtuh dan akan digantikan oleh negara
lain.
Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan akan jatuh apabila melupakan
solidaritas kelompok pendukungnya, sebaliknya kekuasaan akan tetap bertahan
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selama solidaritas tersebut tetap terjaga dengan baik. Solidaritas inilah yang
menggerakan dan mendorong orang untuk terus maju dan mencapai tujuan.
Menurut Ibnu Khaldun, apabila sebuah kekuasaan telah tenggelam dalam
hidup bermewah-mewah dengan melakukan korupsi dan penyitaan hak milik rakyat,
maka 'ashabiyah' yang semula mengantarkannya ke puncak kekuasaan negara segera
akan hancur. Apabila ashabiyah yang dimiliki oleh penguasa telah melemah maka ia
akan segera digantikan oleh ashabiyah lain yang lebih kuat. Sekalipun dalam
memperebutkan kekuasaan negara akan terjadi pertarungan antar tokoh dengan basis
pendukung yang berbeda-beda. Namun hanya tokoh yang mempunyai ashabiyah
yang kuatlah yang bisa merebut kekuasaan. Ashabiyah yang paling kuat terbentuk
melalui penggabungan dari beberapa ashabiyah yang kecil. Atau, seorang pemimpin
yang mempunyai ashabiyah lemah melakukan koalisi antar ashabiyah lemah yang
lain membentuk ashabiyah yang lebih kuat.
Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik di
dunia Islam pada abad keempat belas. Dengan melihat terjadinya keruntuhan dan
kelemahan yang menimpa dunia Islam pada umumnya ketika itu, dan mengamati
sendiri kemunduran kebudayaan Arab-Islam di Andalusia di bawah tekanan pasukan
Spanyol, tidaklah mengherankan bila pemikirannya mengenai negara dan
pemerintahan sangat realistik dan terpengaruh oleh setting sosial politik yang terjadi
pada masa itu.
Muhammad Iqbal menanggapi keadaan muslim India yang diperlemah,
ditelaahnya dengan keprihatinan mendalam. Sikap berdiam kaum Muslimin India
dianggapnya sebagai penyimpangan dari semangat Islam yang dinamis dan kreatif.
Iqbal mengatakan komponen dasar masyarakat Islam, memperoleh suatu status
mulia. Dengan mengikuti Al-Qur’an, Iqbal menekankan tujuan misi utama manusia
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adalah sebagai wakil Tuhan. Bagi Iqbal manusia adalah seorang mukmin yang
menerima tanggung jawab yang diamanatkan al Qur’an dan berusaha melahirkan
masyarakat teladan. Tujuan Negara Islam adalahh menerima prinsif-prinsif Islam,
dan berusaha mewujudkan di dalam sejarah melalui suatu organisasi manusia
tertentu. Dengan mendasarkan diri pada sabda nabi, “seluruh dunia merupakan
masjid”, Iqbal menyatakan, dalam “Islam semua yang sekuler adalahh suci dalam
akar-akar perwujudannya,” untuk “semua keluarbiasaan masalah ini membentuk
lingkup bagi semangat  perwujudan diri”
Menurut Iqbal, konstitusi Negara Islam yang mencerminkan doktrin tauhid,
didasarkan dua dalil pokok, yaitu: supremasi hukum Islam (hukum Tuhan) atau
syariat dan persamaan mutlak di antara para anggota. Iqbal menganjurkan solidaritas
dan persaudaraan muslim sejak tahun 1907. Dasar Islam kedua untuk negara dan
masyarakat Islam ialah persamaan mutlak, yang berakar dalam doktrin tauhid dan
misi nabi Muhammad berdasarkan Al-Qur’an. Iqbal menekankan atas persamaan dan
persaudaraan  sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi adalah cita-cita politik
yang paling penting dalam Islam.
Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal di atas, memengaruhi dunia Islam
pada umumnya, terutama dalam pembaharuan di India. Ia menimbulkan paham
dinamisme di kalangan ummat Islam India dan menunjukkan jalan yang harus
mereka tempuh untuk masa depan, agar ummat Islam yang minoritas di anak benua
itu dapat hidup bebas dari tekanan-tekanan luar. Khususnya tentang rekonstruksi
pemikiran keislaman yang di kedepankannya agar umat Islam kreatif, maju dan
mencapai peradaban yang tinggi sebagaimana ketinggian ajaran Islam.56
56Mukti Fahal dan Ahmad Amir Aziz, Teologi Islam Modern (Cet. I; Surabaya: GitaMedia
Press, 1999), h. 113.
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Berdasarkan deskripsi pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa konsepsi
agama dan negara terhadap perkembangan pemikiran politik, sejak Rasulullah saw.
sampai al-khulafa al-rasyidun hingga sampai zaman klasik, pertengahan dan
kontemporer menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara agama dan
negara dalam kehidupan suatu masyarakat atau negara. Agama mendukung negara
untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik, sebaliknya negara membutuhkan
agama untuk menjalankan suatu negara. Olehnya itu, negara tidak bisa berjalang
dengan baik dan lancar tanpa didukung oleh agama, begitupun sebaliknya. Dengan
demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling tunjang menunjang antara
agama dan negara.
Penulis berpendapat bahwa apabila kedua hal tersebut, bersinergi dalam
menjalangkan roda pemerintahan dalam suatu negara maka terciptalah suatu negara
yang ideal dan utama yakni negara yang baik, adil, sejahtera, aman dan tentram.
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BAB IV
ELABORASI PEMIKIRAN POLITIK MUNAWIR SJADZALI
A. Corak Pemikiran Politik Munawir Sjadzali
Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia merupakan suatu negara yang
unik dan menarik. Selain sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, juga
karena, di tengah-tengah kehidupan mayoritas masyarakat Muslim ini, terdapat
variasi cara pandang (paradigma) menyangkut kenegaraan, kebangsaan dan
kemasyarakatan yang tidak didasarkan satu paham keagamaan. Bahkan dalam
konteks kehidupan bernegara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Penerimaan Pancasila sebagai idiologi negara Pancasila, jelas berpengaruh terhadap
kebijakan dan kelangsungan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut kelompok
mayoritas tersebut.
Sebagian para orentalis berpendapat bahwa Islam adalah agama yang paling
sulit dipisahkan dari persoalan politik. Hal ini dapat dipahami karena sejak awal
pertumbuhannya Islam telah menjadi kekuatan politik internasional hingga sekitar
abad ke-19. Disamping itu, orang Islam berkeyakinan bahwa agama harus
dipraktekkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk politik. Pemikiran politik
dalam Islam, secara substansial tidak jarang memberikan legitimasi politik yang
sangat kuat pengaruhnya terhadap umat. Akibat dari pemikaran tersebut, umat Islam
di satu sisi merasa bahwa perjuangan Islam identik dengan memenangkan partai
Islam. Di sisi lain, memberi kesan pihak luar terhadap Islam yang lebih politis.1
Masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian
masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politik
1Moh. Nurhakim, Islam Responsif Agama di Tengah Pergulatan Idiologi Politik dan Budaya
Lokal, Edisi 1 ( Cet. 1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang  Press (UMM Press), 2005), h. 3.
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selalu memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, masalah politik telah
banyak studi dan kajian yang dilakukan oleh para ahli. Meskipun para pemikir dan
ilmuwan politik tidak memiliki kesepakatan mengenai definisi politik. Namun dalam
konsep politik terkandung unsur-unsur di dalamnya, seperti lembaga yang
menjalankan aktifitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan,
kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan
cita-cita yang hendak dicapai. Unsur-unsur tersebut, dapat ditemukan secara parsial
ataupun impilisit dalam definisi yang mereka kemukakan.2 Dari definisi yang ada
ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang
mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau
pemerintahan daerah. Kedua, pandangan yang mengaitkan dengan masalah
kekuasaan, otoritas atau konflik.
Berdasarkan hal tersebut, kajian tentang politik senantiasa dihadapkan pada
realita kehidupan organisasi negara yang selalu diwarnai dengan aktifitas politik
untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, permasalahan politik
sesungguhnya lebih terfokus pada kekuasaan.
Senada dengan itu, Abdul Muin Salim berpendapat bahwa kekuasaan
mencakup dua aspek, yaitu kewenangan dan kemampuan. Jika dikaitkan dengan
konsep politik terdahulu maka kekuasaan politik mencakup pula kewenangan dan
kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik.3 Berkaitan dengan kekuasaan
politik tersebut adalah penting dijelaskan sifat-sifat kekuasaan politik. Hal itu
disebabkan pengetahuan tentang sifat-sifat tersebut dapat membantu memahami
eksistensi pengorganisasian sistem politik dan negara, termasuk cara-cara
2Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an, Ed. 1 (Cet.
3; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 35.
3Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an, Ed. 1, h. 58.
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penyelenggaraan kekuasaan politik di dalamnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah
keabsahan, pertanggungjawaban dan keragaman.
Sejarah telah mencatat bahwa selama ini kebanyakan orang sering
mendikotomikan ajaran Islam dan politik, seolah-olah Islam tidak mengatur masalah
politik. Hal itu merupakan bagian interpolasi pemikiran yang dilakukan oleh para
orientalis. Mereka berusaha menyamakan agama Islam dengan agama lain yang
hanya menyangkut keduniaan saja. Jika membaca kembali sejarah Rasulullah saw.
maka di dapati bahwa ternyata Rasulullah saw. bukan saja sebagai pemimpin agama
tetapi Beliau juga sebagai pemimpin politik atau negara. Dengan demikian, ajaran
Islam diyakini mengandung kajian mengenai masalah politik dan kenegaraan.
Agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas yang
tinggi. Karena semangat agama bisa meredam pertentangan dan iri hati yang
dirasakan oleh satu golongan dengan yang lain serta menuntun mereka ke jalan
kebenaran yang hakiki.
Gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif
interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam,
memberikan solusi baru kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan yang
akhir-akhir ini semakin merebak luas.
Pada periode 1980-an, hubungan antara Islam dan birokrasi bersifat
resiprokal. Yakni suatu hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian
timbal balik serta pemahaman di antara kedua belah pihak. Khususnya mengenai
format politik yang diidealisasikan bersama dan diharapkan dapat mempertemukan
kepentingan masing-masing. Dalam periode ini, negara semakin menyadari bahwa
Islam merupakan dinominasi politik yang tidak bisa dikesampingkan. Juga disadari
bahwa upaya memarginalisasi peran Islam dalam kebijakan pembangunan
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merupakan tindakan yang kontra produktif. Terutama setelah muncul realitas bahwa
kalangan intelegensia Islam merupakan produk Orde Baru, mempunyai potensi
intelektual dan kecakapan teknikal yang dapat diandalkan untuk mendukung
suksesnya pembangunan. Secara sosiologis merupakan kelas menengah santri baru
ini sangat intens dengan semangat intelektualisme Islam. Mereka ini memperkaya
wawasan umat lewat pemikiran-pemikiran politik yang memperkaya wawasan umat
serta mempertemukan dengan gagasan- gagasan dari pihak elite Orde Baru.
Pemikiran politik bukan semata-mata membahas persoalan yang berkaitan
dengan aspek normatif-doktriner dari teori-teori atau konseptualisasi Islam dalam
bidang politik. Tetapi juga, berhubungan dengan analisis, respon atau refleksi
mereka terhadap peristiwa dan permasalahan politik termasuk yang terjadi di
Indonesia.4 Sementara itu, penting dikemukakan bahwa tipologi pemikiran politik
merupakan sketsa yang didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan umun
pemikiran politik terhadap cendekiawan Muslim, misalnya saja, Munawir Sjadzali.
Dari sketsa tersebut, diharapkan sosok dan profil pemikiran politik tersebut tampak
lebih jelas. Tentu saja sebuah sketsa barulah merupakan sebuah gambaran awal dan
belum merupakan hasil final. Dengan kata lain, baru merupakan kerangka awal yang
diperlukan sebagai bahan bagi kajian berikutnya. Karena itu, sketsa dari tipologi
pemikiran politik yang dipaparkan di dalam tesis ini, sangat mungkin terjadi
kesamaan, tumpah tindih, pertentangan ataupun kohesi di antara berbagai tipologi
yang diformalisasikan. Akan tetapi , tipologi ini, penulis anggap bermanfaat untuk
lebih mencermati pola-pola, corak dan arah pemikiran politik Munawir Sjadzali.
Salah satu corak pemikiran politik cendekiawan Muslim Indonesia yang
menjadi fenomena dalam dekade 1980-an adalah pemikiran politik yang bercorak
4M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang
Cendekiawan Muslim Orde Baru ( Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1995), h.143.
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substantivistik. Pemikiran substantivistik dimaksudkan sebagai aksentuasi bahwa
substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting daripada formalitas dan
simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks wahyu
Tuhan. Sementara pesan-pesan al-Qur’an dan hadis yang mengandung esensi abadi
dan bermakna universal, ditafsirkan kembali berdasarkan runtut dan rentang waktu
generasi kaum Muslim serta mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sosial yang
berlaku pada masanya.
Kaum substansialis menyadari bahwa negara-negara sedang berkembang atau
dunia ketiga dewasa ini secara ekonomis, politis, kultural dan sosial sangat berbeda
tampatnya dari Saudi Arabia di zaman Nabi Muhammad. Juga pemahaman literal
tentang makna al-Quran, penerimaan yang tidak kritis terhadap hadis dan prinsip-
prinsip hukum yang berasal dari madzhab-madzhab tradisional harus
diinterpretasikan kembali ke dalam pemahaman modern.
Refleksi kaum subtansialis dalam bidang politik, pada dasarnya adalah
melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang
menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik.
Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan
politik mereka. Bagi para proponen substansialis, eksistensi dan artikulasi nilai-nilai
Islam yang intrinsik dalam iklim politik Indonesia lebih penting dan sangat memadai
untuk mengembangkan Islamisasi dalam wajah kulturalisasi masyarakat Indonesia
modern. Ini merupakan dasar kaum substantivis yang dilandasi oleh perspektif
historis. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatan
kultural dan Islam hanyalah satu di antara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar
supaya Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses islamisasi menurut
pendukung substantivistik, haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukannya
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politisasi. Dengan demikian, gerakan-gerakan Islam sebaiknya menjadi gerakan
budaya daripada menjadi diri sebagai gerakan politik.5
Gagasan yang menekankan substansiasi kultural dalam proses islamisasi di
Indonesia banyak dikemukakan  terutama oleh pemikir yang dikelompokkan oleh
liddle sebagai indegenist atau neo-modernis oleh Fahry Ali dan Bahtiar Effendi.
Mereka adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Kelompok sosial
reformis atau sosialisme demokrasi Islam seperti  M. Dawan Rahardjo. Akhirnya
pemikiran substantivistik sedikit banyak juga diartikulasikan oleh para pemikir
realistik seperti A. Syafi’i Ma’arif dan Taufiq Abdullah. Tidak dapat
dikesampingkan, pemikiran substantivistik  juga diperkuat oleh beberapa tokoh
seperti, Harun Nasution, KH. Ahmad Shiddiq, mantan Rois Aam NU dan Munawir
Sjadzali.
Munawir Sjadzali adalah seorang yang memiliki banyak ide mengenai
kemajuan bangsa. Sebagai Menteri Agama yang menduduki jabatan dua periode
berturut-turut (1983-1993), Munawir telah banyak mengeluarkan kebijakan
berkenaan dengan keagamaan dan politik. Konsep yang dibawah oleh Munawir
mendapat dukungan sepenuhnya dari negara. Tidak heran jika semasa Munawir
menjabat sebagai Menteri Agama, pemerintahan Orde Baru mengakomodasi banyak
kepentingan umat Islam. Pemikiran politik Munawir Sjadzali seperti yang tercermin
dalam karya intlektualnya dan kebijakan yang diambilnya sebagai Menteri Agama,
secara umum terinspirasikan dalam agenda reaktualisasi ajaran Islam.
Fiqh mazhab (klasik) merupakan sumber hukum terpenting yang telah ada
semenjak Islam masuk untuk pertama kali di Indonesia. Dalam hal ini, dominasi
mazhab Syafi’i telah memengaruhi sendi, ritus (kredo) dan sikap umum keagamaan
5M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang
Cendekiawan Muslim Orde Baru, h. 156.
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masyarakat. Di lihat dari hasilnya, reformasi perundang-undangan Islam yang
dilakukan oleh pemerintah tampaknya juga mempertimbangkan keberadaan mazhab
ini. Intinya mazhab syafi’i sebagai refresentasi mazhab hukum telah menjadi nyata
dan terpenting dari peradaban Islam di Indonesia. Pemikiran seperti itulah yang
mengantarkan Munawir Sjadzali untuk memulai melakukan kontekstualisasi hukum
Islam di Indonesia dengan usaha kontekstualisasi ajaran agama yang tertuang dalam
khazanah kitab fiqh mazhab (klasik).
Munawir Sjadzali berpandangan bahwa fiqh, kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh
merupakan produk pemikiran yang tidak terbebas dari ruang dan waktu tertentu.
Menurutnya, metode berfikir ushul fiqh merupakan bagian dari sejarah pemikiran
Islam klasik yang masih relevan untuk dikedepankan sebagai acuan dalam
reaktualisasi hukum Islam. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa upaya
menghadirkan pemikiran hukum Islam dalam konteks modernisasi yakni dimulai
dengan kontekstualisasi fiqh mazhab (klasik). Oleh karenanya, Munawir
menganggap bahwa hukum-hukum yang ada dalam buku-buku fiqh yang dibaca oleh
umat Islam sekarang ini adalah produk-produk jadi dari ijtihad para mujtahid
sebelumnya yang mereka rumuskan untuk zaman mereka masing-masing dan bagi
masyarakat mereka masing-masing yang belum tentu sama dengan situasi dan
kondisi dari zaman dan masyarakat sekarang.
Munawir Sjadzali juga meyakini tentang metode rekonsrtuksi penafsiran.
Metode ini merupakan model alternatif yang diandalkan oleh pemikirnya untuk
mampu menampung aspirasi tiga pola ijtihad hukum konvensional yang ada, yakni
bayani, ta’lili (qiyas) dan istishlahi. Bahkan aplikasi dari metode ini juga diyakini
mampu menghasilkan satu ketetapan hukum yang emperis dan kontekstual. Corak
pemikiran rekonstruksi ini terlihat kuat pada upaya penafsiran ayat-ayat hukum yang
dilakukan oleh Munawir Sjadzali.
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Adapun rekonstruksi penafsiran Sjadzali di antaranya berangkat dari asumsi
bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, di dalam al-Qur’an dan hadis terdapat naskh dan
hukum Islam bersifat dinamis da elastis. Dengan mengacu pada hal tersebut, Sjadzali
melihat bahwa metode penafsiran (penemuam hukum) yang telah berjalan
(konvensional) terasa anakronistik. Sehingga satu tatanan metode baru yang viable
dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah aktual dan hal itu sangat mendesak
dan mutlak diperlukan sehingga perlu segera dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut.
Munawir Sjadzali memandang perlunya rekonsrtruksi konsep qath’i dan dzanni dan
dipakainya hermeneutika dalam segala gerak penafsiran teks, baik al Qur’an maupun
hadis.
Munawir Sjadzali dalam berijtihad, menggunakan tiga kerangka metodologi,
yaitu ‘adah, nasakh dan maslahah. ketiga metodologi tersebut, yakni: pertama,
Kebiasaan (‘adah). Munawir selalu mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan
bahwa nash diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jika adat berubah maka
gugur pula dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut. Bagi Munawir nash
hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang
efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara
nash dan adat, dan ternyata adat lebih menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat, maka adat dapat diterima. Kekuatan hukumnya sama kuatnya dengan
hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa
sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dianggap baik di sisi Allah.
Kedua, Naskh. Dalam pandangan Munawir, nasakh adalah pergeseran atau
pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang
diterima oleh Rasul pada masa sebelum-sebelumnya. Munawir sering mengutip
pendapat Mufassir besar seperti Ibn Katsir, al-Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha
dan Sayyid Qutb. Menurut para mufassir tersebut, nasakh merupakan suatu
keharusan karena perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat
dan waktu. Oleh karena itu, nasakh sangatlah diperlukan. Ketiga, Maslahah.
Mengutip dari konsep maslahah Atthufi bahwa jika terjadi perselisihan antara
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kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma’, maka wajib mendahulukan
kepentingan masyarakat atas nash dan ijma’. Pemikiran at-Thufi ini dibangun atas
empat prinsip dasar, yakni Kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruk tanpa
harus dibimbing oleh wahyu, Maslahah adalah dalil syara’ yang tidak terikat dengan
ketentuan nash, Maslahah hanya dapat dijadikan dalil syara’ dalam bidang
mu’amalah, tidak dalam bidang ibadah, Maslahah adalah dalil syara’ yang terkuat.
Dengan demikian adat, nash dan maslahah selalu menjadi landasan metodologis
Munawir dalam melakukan ijtihad. Kadang ketiganya digunakan secara terpisah dan
tidak jarang digunakan secara bersamaan.
Munawir  Sjadzali oleh berbagai tokoh pemikir lainnya diposisikan pada
kelompok yang bervariatif, seperti yang dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini :










Empat corak pemikiran Islam :
1. Neo-modernis; pemikiran yang
menggabungkan dua faktor penting
modernism dan tradisionalisme.
2. Sosialisme Demokrat; gerakan Islam yang
mencita-citakan keadilan dan demokrasi
sebagai unsur pokok Islam.
3. Universalisme; gerakan Islam yang
menganut paham bahwa Islam itu
mengandung nilai-nilai universal.
4. Modernism; gerakan yang melibatkan
islam kedalam persoalan-persoalan sosial-


















Menggolongkan corak pemikiran Islam di
Indonesia, yakni:
1. Indigenist, percaya bahwa Islam bersifat
universal, namun dalam prakteknya tidak
dapat dilepaskan dari kondisi budaya
setempat.





b. M. Dawan Rahardjo,
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pada pemikiran dan aksi guna mengatasi
kemiskinan dan ketimpangan sosial yang
melanda umat.
3. Universalisme, kelompok pemikiran yang
percaya bahwa al-Qur’an dan hadis sudah





















gerakan pemikiran yang sungguh-sungguh
untuk mensitesiskan cita-cita liberal yang










Menggolongkan tiga corak pemikiran Islam,
yakni:
1. Modernisasi Islam, pemikiran yang
bertolak dari usaha mengebangkan pesan
Islam dalam konteks perubahan sosial,
2. Islamisasi, gerakan pemikiranyang
cenderung menggali teks dalam rangka
perubahan sosial,
3. Teologi transformatif, menaruh perhatian







Menggolongkan tiga pendekatan pemikiran
Islam:
1. Pendekatan alternatif, memandang bahwa
Islam merupakan sistem nilai yang
lengkap.
2. Pendekatan budaya, menitikberatkan pada
usaha pembudayaan dan pencerahan nilai-
nilai Islam.
3. Pendekatan sosial budaya, menekankan
pada asaha perubahan kelembagaan atau
institusi-institusi yang ada kepada acuan















Menggolongkan kelompok Islam, yakni
1. Kelompok  yang memperjuangkan Islam
dengan berusaha mendirikan negara
Islam.
2. Memperbesar jumlah umat Islam lebih
utama, tidak berusaha mendirikan negara
Islam.
3. Mengartikan masyarakat Islam sebagai















Menggolongkan dua arus pemikiran Islam,
yakni:
1. Intelektualisme berupaya mendobrak
stagnasi pemikiran dengan berbagai cara,
2. Aktifisme; tidak melihat Islam sebagai










Membagi dalm tiga tipologi gerakan Islam
kontemporer di Indonesia, yakni:
1. Gerakan pro syariat; gerakan islam politik
yang berjuan menegakkan syriat Islam
dalam kehidupan bernegara(Piagam
Jakarta).
2. Gerakan Islam Moderat; menolak upaya
kembali kepiagam Jakarta yang berujung
pada pembentukan negara Islam
mendukung konsep”negara
Bangsa”Pancasila sudah final.
3. Gerakan Dakwa Sufistik dakwah murni
tanpa agenda perjuangan politik.
a. KISDI, MMI, HT,












Menggolongkan tiga aliran hubungan Islam
dan ketatanegaraan, yakni:
1. Islam adalah agama yang sempurna dan
lengkap mengatur segala aspek
kehidupan.
2. Islam sebagai agama tidak ada
hubungannya dengan urusan kenegaraan.
3. Dalam Islam tidak terdapat sistem
ketatanegaraan tetapi terdapat
seperangkat tata nilai etika bagi
kehidupan bernegara.





b. Ali Abd. Al Razi
dan Thaha Husein
c. M. Husein Haikal.












Muslim yang berkembang selam Orde
Baru. Ia membagi dalam enam tipologi,
yakni:
1. Pemikiran formalistik, yaitu model
pemikiran yang mengutamakan
peneguhan dan ketaatan yang ketat pada
format ajaran-ajaran Islam.
2. Pemikiran substantifistik, yaitu
pemikiran yang beranggapan bahwa
substansi atau makna iman dan
peribadatan lebih penting daripada
formalitas dan simbolisme
keberagamaan serta ketaatan yang
bersifat literal kepada teks al-Qur’an.
3. Pemikiran transformatif, yaitu model
pemikiran yang bertolak dari pandangan
bahwa misi Islam yang utama adalah
kemenusian.
4. Pemikiran totalistik, yaitu bentuk
pemikiran yang beranggapan bahwa
doktrin islam bersifat kaffah serta
mengandung wawasan, nilai, dan
petunjuk yang bersifat langgeng dan
komplit yang meliputi sosial politik  dan
lain-lain.
5. Pemikiran idealistik, yaitu bentuk
pemikiran yang bertolak dari pandangan
tentang poentingnya perjuangan umat
yang berorentasi pada tahapan menuju
“Islam cita-cita”.
6. Pemikiran realistik, yaitu pemikiran
yang berusaha melihat keterkaitan atau
melakukan penghadapan antara dimensi
substantif dari ajaran ataupun doktrin-
doktrin agama dengan konteks sosio-
kultural masyarakat pemeluknya.





















Berdasarkan deskripsi peta pemikiran Islam di Indonesia di atas, penulis
melihat bahwa corak pemikiran politik Munawir Sjadzali dapat digolongkan ke
dalam pemikiran substantif. Dengan kata lain, pemikiran yang beranggapan bahwa
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substansi atau makna imam dan peribadatan lebih penting daripada formalitas dan
simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks al-Qur’an.
Sementara pesan-pesan al-Qura’an dan hadis yang mengandung esensi abadi dan
bermakna universal dicoba ditafsirkan kembali berdasarkan runtut dan rentang
waktu generasi kaum Muslim serta mengkontekstulisasikannya dengan kondisi-
kondisi sosial yang berlaku pada masanya.
Melihat deskripsi di atas tampak pemikiran Munawir Sjadzali lebih
menekankan pentingnya substansi daripada yang formal dan legal, baik secara
keagamaan maupun sosial. Dengan konsep semacam ini, sejalan dengan mobilitas
sosial ekonomi umat, aspirasi umat Islam tidaklagi didasarkan atas simbolisme
idiologis yang formalistik dan legalistik.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa corak pemikiran
politik Munawir Sjadzali adalah bercorak Substantif. Pemikiran substantif artinya
suatu pemaham atau pemikiran yang lebih menekankan substansi daripada
formalitas.
B. Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Munawir Sjadzali
Al-Qur’an  dan Sunah Rasulullah saw. merupakan referensi utama dalam
setiap langkah kehidupan umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, kelengkapan al-
Qur’an dalam menjelaskan pokok-pokok segala sesuatu dan fungsinya untuk
menuntun umat manusia ke jalan hidup yang aman inilah dimaksud dengan rahmat,
kebahagian dan keberuntungan bagi manusia. Dengan demikian, kehidupan manusia
tidak akan tegak lurus dan tidak akan membuahkan hasil yang baik kecuali jika
bertumpu pada asas-asas tertentu yang menjadi fundamennya. Asas-asas itu adalah
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asas akhlak, asas kemasyarakatan, asas politik, asas perekonomian, asas amar ma’ruf
nahi mungkar.6
Salah satu dimensi sejarah pemikiran politik Islam yang menimbulkan
kontroversi dan polemik berkepanjangan adalah persoalan hubungan Islam dan
negara (politik). Kontroversi itu terutama berkembang di seputar masalah sistem
atau struktur politik yang diidealisasikan. Bahwa Islam merupakan nama yang tidak
memisahkan antara urusan agama secara spektakuler dan urusan negara (politik)
secara universal adalah suatu aksioma yang telah diterima oleh hampir semua umat
Islam. Persoalannya muncul ketika ternyata tidak ada kesepakatan mengenai ada
tidaknya sistem politik atau negara Islam yang di dalamnya tersedia secara lengkap
suprastruktur dan infrastruktur formal yang bersifat praktis. Meskipun kontroversi
mengenai hubungan antara agama dan negara bukan khas Islam, diskursus itu selalu
terjadi dalam suasana stigmatis.
Menurut Nurcholish Madjid, hal tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama,
hubungan antara agama dan negara dalam Islam adalah hal yang paling mengesankan
sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah pula, hubungan antara
kaum Muslim dan Non Muslim Barat (Kristen Barat) merupakan hubungan yang
penuh ketegangan. Hal itu dimulai dengan ekspansi militer-politik Islam klasik ke
beberapa kawasan Kristen Barat dengan titik kulminasinya berupa pembebasan
konstantinopel, ibu kota Eropa dan dunia Kristen saat itu hingga perang Salib dan
kolonialisme Barat terhadap dunia Islam dan Barat yang traumatik seperti itu,
terutama karena pada fase terakhir, dunia Islam berada dalam posisi kalah maka
6Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, Maa’ al-Aqi>dah wa al-Harakah wa al-Manhaj fi> Khairi
Ummatin Ukhrijat Linnas, Terj. As’ad Yasin, Krakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah dan
Harakah (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94.
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perbincangan tentang Islam berkenaan dengan pandangannya tentang negara
berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai musuh.
Perdebatan tentang hubungan agama dan negara tidak pernah berakhir dan
berujung dari dulu sampai sekarang dan kemungkinan akan terus bergulir sampai
masa-masa yang akan datang. Perdebatan dan perbedaan itu sulit untuk
dipertemukan. Oleh karenanya, perbedaan itu setidaknya terpolarisasi dalam dua
gerbong pemikiran, yaitu:
1. Kelompok sekularisme. Kelompok ini berpandangan bahwa agama dan
negara sama sekali tidak ada saling keterpautannya. Negara secara
keseluruhan adalah masalah duniawi yang menjadi kewenangan manusia
dengan akal budi (hawa nafsu)nya. Tidak boleh ada satu butir ajaran agama
yang mengintervensi perihal bagaimana seharusnya masyarakat  mengatur
negara, karena kemungkinan yang akan terjadi adalah politisasi agama
untuk kepentingan politik sesaat.
2. Kelompok teosentis (Fundamentalism). Kelompok ini bersikeras bahwa
tidak ada satu ruang kehidupan di dunia ini, termasuk negara yang boleh
lepas dari kendali agama. Disinilah sebenarnya ruang untuk meletakkan
dengan sebaik-baiknya agar dapat diketahui dan dijelaskan apa yang
dimaksud dengan negara dan agama dalam hubungan antar keduanya.
Hubungan Islam dan politik pada dasarnya merupakan realitas yang tidak
terbantahkan sehingga dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu :
a. Negara yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara Islam, misalnya
negara Pakistan dan Iran.
b. Negara yang tidak menyatakan diri sebagai negara Islam sebagai agama resmi
negara, misalnya negara Malaysia.
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c. Negara sekuler, negara yang bercita-cita untuk melokasir agama sebagai urusan
pribadi, sementara negara dihindarkan dari persentuhan agama Islam, karena
negara termasuk urusan publik. Negara Turki adalah contoh bentuk hubungan
pola ini.
Pencarian konsep hubungan Islam dan negara merupakan salah satu isu
sentral dalam sejarah pemikiran politik, tidak terkecuali pemikiran politik Islam.
Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya penelusuran landasan
intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor
instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik
lahiriah maupun batiniah. Pemikiran politik Islam merupakan ijtihad politik dalam
rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang
sedang berlangsung.
Pencarian konsep tentang negara oleh para ulama politik mengandung dua
maksud, yaitu :
1. Untuk menemukan idealitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis
dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan, “bagaimana bentuk negara
dalam Islam”. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki
konsep tertentu tentang negara. Kedua,
2. Untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses
penyelenggaraan negara (menekankan aspek praksis dan substansial), yakni
mencoba menjawab “bagaimana isi negara menurut Islam”. Pendekatan ini
didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu
tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika7
dan moral.
7Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, Ed. 1 (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005),
h. 59.
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Kendati kedua maksud tersebut berbeda dalam pendekatan, namun keduanya
mempunyai tujuan yang sama, yakni menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama
dan politik. Dengan demikian, rekonsilisiasi antara cita-cita agama dan realitas
politik menjadi tugas utama pemikiran politik Islam.
Hubungan antara agama dan politik dalam kenyataan sejarah sering
menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber
pada dua sebab, yaitu:
a. Adanya perbedaan konseptual antara agama dan politik yang menimbulkan
kesukaran pemanduan dalam praktik.
b. Adanya penyimpangan praktik politik dari etika dan moralitas agama.
Solusi yang ditawarkan oleh para ulama politik, baik pada masa klasik
maupun masa modern terhadap kesenjangan hubungan agama dan negara tersebut
sangat beragam. Sejalan dengan keragaman setting sosio-kultural dan politik yang
mereka hadapi. Karenanya, konsepsi pemikir Islam tentang negara tidak luput dari
dimensi kultural dan dimensi politis. Yang pertama mengandung arti bahwa
konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat tempat ia
dikembangkan; sementara yang kedua mengandung arti bahwa konsepsi tersebut
lahir dalam suatu konstelasi politik tertentu, karenanya mempunyai motif dan tujuan
politis.
Perbedaan pandangan ulama politik tentang hubungan agama dan negara juga
disebabkan oleh tidak terdapatnya keterangan yang jelas dan rinci dalam sumber-
sumber Islam. Memang  terdapat beberapa terma yang sering dihubungkan dengan
konsep negara dalam al-Qur’an, seperti khalifah dan lain-lain. Namun, terma-terma
tersebut mengandung penafsiran.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pandangan yang
dikemukakan oleh ulama politik tentang hubungan agama dan negara, pada
gilirannya mempunyai corak konsepsi tersendiri tentang hubungan agama dan
negara.
Hubungan antara agama dan negara merupakan kajian yang cukup
komprehensif dan refresentatif, seperti yang dilakukan oleh Din Syamsuddin.
Menurutnya, dalam sejarah pemikiran politik Islam klasik maupun modern,
sedikitnya ada tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara,8 yakni:
1. Paradigma integralistik, yakni paradigma integralistik yang mengajukan
konsep bersatunya agama dan negara. Paradigma integralistik adalah suatu
paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa
agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Agama
(Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan. Apa yang merupakan wilayah
agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Karenanya,
menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan
sekaligus. Paradigma ini, misalnya dianut oleh kelompok Syiah dan
kelompok fundementalis  Jamaat Islami di Pakistan.
2. Paradigma simbiotik, yaitu paradigma yang mengajukan pandangan bahwa
agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal
balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara
karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara
memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam
bimbingan etika, moral dan spiritualitas. Agama dan negara merupakan dua
8Abdul Mun’im D.Z., Islam di Tengah Arus Transisi (Cet. 1; Jakarta: PT Kompas Media
Nusantara, 2000), h. 8.
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entitas yang berbeda tetapi saling memerlukan. Oleh karenanya, konstitusi
yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya kontrak
sosial tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama.9
3. Paradigma sekularistik, yakni paradigma yang menolak kedua paradigma di
atas. Paradigma ini beranggapan bahwa pemisahan (disparitas) antara
agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda
dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing sehingga
keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan
intervensi. Sebagai gantinya mengajukan pemisahan antara agama dan
negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran
negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinisme Islam akan
bentuk tertentu daripada negara. Paradigma seperti ini dimotori oleh
pemikiran politik Ali Abdur Raziq dari Mesir dan diamalkan secara
sungguh-sungguh oleh Mustafa Kemal Attaturk ketika berkuasa di Turki
pada dekade 20-an abad ini.10
Melihat realitas politik Islam di Indonesia, ketiga paradigma di atas
tampaknya masing-masing memperoleh penganut. Hanya saja, ketimbang penganut
paradigma sekularistik, penganut dua paradigma yang disebutkan pertama-tama
tampak lebih menonjol performannya dan karenanya senantiasa diidentifikasi
sebagai gerakan Islam Struktural dan gerakan Islam Kultural. Agaknya orang-orang
Islam yang berjuang di luar kelompok/organisasi Islam dipandang bukan sebagai
konstituen politik Islam.
9Dede Rosyida (et.al), Pendidikan Kewargaan (Sivic Education): Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, (Cet.I; Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2000), h, 62-64.
10Abdul Mun’im D.Z., Islam di Tengah Arus Transisi, h. 9.
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Din Syamsuddin (1995) ketika mencoba memetakan mainstream pemikiran
politik Islam di Indonesia cenderung mengabaikan penganut paradigma sekularistik.
Ia menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga aliran pemikiran politik dalam Islam,
yaitu aliran formalistik, aliran fundamentalistik dan aliran substantivistik. Aliran
formalistik yang lebih menekankan ekspresi simbolik-legalistik dan aliran
fundamentalistik yang lebih mementingkan revivalisme kebudayaan Islam klasik
kiranya merupakan penganut setia paradigma integralistik di atas. Sementara itu,
aliran substantivistik yang menawarkan pemahaman keagamaan yang lebih
menekankan substansi ajaran, ketimbang bentuk legal-formal ajaran merupakan
penganut paradigma simbiotik.
Di antara tema hangat didiskusikan dalam percaturan politik di Indonesia
pada tahun 1950-an adalah hubungan Islam dan fondasi negara Indonesia. Kalangan
muslim secara umum terbagi dalam dua kelompok dalam wacana ini, yakni
kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang
menawarkan model negara sekuler.11 Kelompok pertama meyakini bahwa negara
Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di
masyarakat. Kelompok kedua menolak formalisme agama dalam urusan kenegaraan,
sebaliknya mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina
masyarakat religius dan integrasi bangsa.  Selanjutnya, selama masa Orde Baru,
pembagian ini melebar menjadi empat kelompok: kelompok nasionalis atau
Pancasilais”, kelompok Islam “yes” dan Islam ”no” dan terakhir kelompok Muslim
idiologis.12 Kelompok-kelompok ini menerima Pancasila sebagai  dasar negara.
11Yang termasuk kelompok pertama adalah Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakkir, Wahid
Hasyim dan Muhammad Natsir, dkk. Sedangkan kelompok kedua adalah Soekarno, Moehammad
Hatta, Moehammad Yamin dan Ahmad Soebardjo.
12Secara garis besar kelompok pertama terdiri dari  komponen Orde Baru, baik dari kalangan
militer maupun pemerintahan. Kelompok kedua mencari perlindungan dari masyarakat Islam dan
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Kelompok pertama dan kedua secara garis besar mempunyai perilaku sama mengenai
pandangan Islam terhadap politik, yakni Islam sama sekali tidak memiliki sistem
politik kenegaraan, ia hanya mempunyai nilai atau norma yang mengatur perilaku
manusia; di sisi lain, negara bersifat kebudayaan relatif untuk setiap tempat dan
budaya. Kelompok ketiga dan keempat melihat partai politik berupa alat utama
untuk memastikan kepentingan Islam di Indonesia.
Munawir Sjadzali adalah salah seorang figur pendukung Pancasila sebagai
satu-satunya dasar negara. Dalam sebuah interview dengan harian Pelita (3O
Oktober 1986), Sjadzali menyatakan Islam tidak mempunyai pilihan terhadap sistem
politik apapun, ia tetap memiliki satu kumpulan ajaran agama yang berkaitan
dengan negara. Dalam bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan
Pemikiran, Munawir Sjadzali meletakkan argumen dasarnya pada empat hal: Doktrin
Islam (Quran Dan Hadis), Sejarah Awal, Sejarah Pemikiran Muslim Perihal Politik
dan Praktik Politik Islam.
Menarik untuk mencermati konsep Sjadzali mengenai Islam dan Politik
karena dua hal. Pertama, pandangannya yang dikontekstualisasikan dengan konflik
antara Muslim mengenai gagasan negara Islam di Indonesia dan proses penerimaan
Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Kedua, saat mengusulkan konsep-
konsep tersebut, ia sedang mejadi pejabat negara, yakni seorang diplomat dan
Menteri Agama.
mengingkari perjuangan kepentingan Islam melalui institusi politik serti partai-partai politik. Dengan
kata lain, Ia menawarkan satu pendekatan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam di
Indonesia. Kelompok tiga mirip dengan kelompok kedua, tetapi ia masih mempertimbangkan parpol
sebagai alat efektif  untuk memastikan kemajuan umat Islam. Kelompok terakhir mempunyai tujuan
mendirikan negara Islam di Indonesia. Kelompok ini tidak menonjol dan pendukungnya
terkonsentrasi di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur. R.William Liddle, Islam, Politik dan
Modernisasi (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 27-28.
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Islam dan politik Indonesia modern telah lama menarik perhatian umat Islam.
Untuk memberikan gambaran layak perihal wacana Islam dan negara, perlu
dielaborasi tiga tahap keterlibatan umat Islam dalam kegiatan politik di Indonesia:
asal usul, wacana pada periode  pembentukan dan wacana pada masa Orde Baru
(Orba). Umumnya nasionalisme bangsa Indonesia muncul sekitar awal abad 20.
Muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk sekitar 87,5 %, secara aktif terlibat
dalam pengembangan konsep nasionalisme Indonesia. Mereka mengambil bagian
dalam organisasi sekuler seperti Budi Utomo atau organisasi keagamaan seperti SI
(Syarikat Islam), Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama) dan Persis (Persatuan
Islam). Walaupun terjadi kompetensi antara umat Islam dan Kristiani, umat Islam
bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lain berjuang melawan penjajahan
Belanda dan Jepang. Pada tahun 1937 umat Islam mendirikan MIAI (Majelis Islam
A’la Indonesia) yang berjuang untuk menjaga kepentingan umat Islam di bawah
pendudukan Jepang. Mereka juga mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia dan
berpartisipasi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945-an.
Pada periode formatif, sekitar tahun 1945 sampai runtuhnya Orde Lama
(Orla) tahun 1965, Islam politik berperang penting dalam membentuk Indonesia
modern. Momen krusial ini muncul untuk pertama kalinya saat ketua BPUPKI, Dr.
Radjiman Widyadiningrat, mempertanyakan dasar masa depan Indonesia. Sebagai
respon dari pertanyaan filosofis ini, anggota-anggota BPUPKI terkejut dan tiba-tiba
menyadari perlu dasar negara RI. Jawaban diusulkan oleh kubu nasionalis (Soekarno
dan Muhammad Yamin) dan Islam (Ki Bagus Hadikusuma). Soekarno dan Yamin
menawarkan lima prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, sementara
Hadikusuma mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Perdebatan ini menjadi begitu
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penting selama periode formatif dan berakibat pada kegagalan Islam politik.
Walaupun Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada
tanggal 7-8 november 1945 di Yogyakarta, sebagai sebuah partai Islam besar dan
menjanjikan juga telah membuktikan kekuatannya pada satu dekade pertama
keberadaannya, ia gagal untuk mengakomodasikan dan mewakili umat Islam
Indonesia yang majemuk. Dalam organisasi ini, ada perselisihan yang
mengakibatkan keruntuhannya pada tahun 1960 ketika Presiden Soekarno
membubarkannya dari arena perpolitikan Indonesia. Sejak itulah, Islam politik
perlahan melemah.
Pada tahapan akhir adalah Era Orde Baru di bawah kepemimipinan Presiden
Soeharto. Orde Baru yang utamanya terdiri dari kelompok nasionalis dan militer,
mengeritik kehidupan politik periode sebelumnya dan mengakibatkan konflik terus
menerus dan menjadi tidak efektif dalam penyelenggeraan negara. Politisi sipil yang
dipengaruhi oleh liberalisme Barat, pengikut komunisme dan Muslim radikal.
Semuanya dipersalahkan sebagai unsur yang ikut bertanggung jawab terhadap
kekacauan dan kegagalan politik Indonesia. Orde Baru telah mengubah tren baru
politik dari orentasi idealisme menuju pragmatik yang memusatkan diri pada
pelaksanaan program-program pemerintahan. Mereka membangun ekonomi, pada
satu sisi, dan stabilitas nasional pada sisi lain. Karena itu, pemerintah dan khususnya
militer, mempertontonkan keinginannya untuk memelihara stabilitas nasional,
untuk memastikan pertumbuhan ekonomi pada skala nasional. Di samping
keberhasilan pambangunan nasional selama perode ini, Orde Baru membuat
partisipasi publik dalam kegiatan politik lemah.
Menghadapi situasi demikian, umat  Islam mulai memikirkan kembali peran
mereka dalam politik. Dalam hal ini, penting untuk membicarakan reaksi umat Islam
dalam penerapan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara.
153
Secara umum, ada dua reaksi ekstrim yakni kelompok yang menerima dan
kelompok yang menolak. Kelompok pertama mendasarkan agumen mereka pada
relativitas kebudayaan Islam melihat politik Islam sebagai masalah duniawi yang
berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Di antara penggagasnya adalah
Alamsyah Ratuprawiranegara, Munawir Sjadzali, Nurchalis Madjid, Kuntowijoyo,
Abdurrahman Wahid, Endang Saifuddin Anshari, Dawan Rahardjo, A. Syafi’i
Ma’arif dan Amin Rais. Kelompok kedua melihatnya dari sisi teologis, mereka
berpendapat bahwa penerimaan mereka terhadap kebijakan ini adalah kafir.
Beberapa tokoh seperti Deliar Noer, Daud Rasyid, Hartono Mardjono dan Abdul
Qodir Djaelani termasuk kelompok ini.
Muhammad Roem dan Muhammad Natsir juga, secara historis, mengecam,
mereka katakan bahwa Pancasila pada awalnya digunakan sebagai alat untuk
menyatukan negara ini. Dalam hal perlunya partai Islam, Nurcholis dan
Kuntowijoyo sama-sama setuju dengan birokrat pemikir seperti Alamsyah dan
Sjadzali yang berselisih pendapat mengenai pentingnya gerakan budaya Islam.
Tetapi, kelompok lain masih memandangnya penting untuk menunjukkan
kepentingan umat Islam. Pendeknya, walaupun mereka berbeda satu sama lain dalam
penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal negara, namun kelompok-kelompok ini,
menekankan pentingnya kehidupan politik.
Pada periode awal dan pembentukan Indonesia, mereka berasumsi bahwa
Islam politik telah berperan besar dalam kehidupan politik Indonesia, tetapi sejak
Orde Baru, ia kehilangan kekuatannya, mereka berpikir bahwa mereka harus mencari
alternatif lain untuk mendefinisikan pemerintahan yang baik. Di samping mereka
juga berharap bahwa pemerintah akan ”memersilahkan partisipasi demokratis dan
politis yang lebih besar.”
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Munawir Sjadzali, di samping sebagai seorang pemikir agama dan diplomat,
ia juga pernah menjabat Menteri Agama untuk dua periode, yakni Repelita IV
(1983-1988) dan Repelita IV (1988-1993). Sebagai sarjana, ia concerned pada
penafsiran ulang pemikiran Islam dan peranan kehidupan individual dan sosial
Muslim Indonesia. Kesibukannya dengan tugas-tugas pemerintahan tidak
menghalanginya untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya. Munawir
menggunakan kapasitas intelektual dan posisinya dalam pemerintahan untuk
mengembangkan gagasannya dan mengaplikasikannya. Sebagai contoh, gagasannya
tentang kompilasi hukum Islam dalam tiga bidang di tahun 1987 yakni masalah
nikah, waris dan wakaf telah diratifikasi pada tahun 1991.
Gagasan dasar Munawir Sjadzali tetang Islam dapat dilacak kembali pada
tawarannya tentang reaktualisasi ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa masyarakat
Muslim Indonesia perlu menafsirkan ulang ajaran Islamnya untuk menjawab
tantangan zaman. Sebagai contoh, ia menemukan bahwa banyak orang tua dari
kalangan Muslim Indonesia yang bersikap tidak konsisiten dalam melaksanakan
hukum waris Islam yang mendorong pembagian waris antara laki-laki dan
perempuan dengan perbandingan 2:1. Mereka menghindarinya dengan cara
membagikan harta kepada anak-anak perempuan dan laki-laki secara merata ketika
mereka (orang tua) masih hidup. Kemudian sisa harta orang tua dibagikan kepada
anak-anaknya sesuai hukum Islam setelah salah satu orang tua meninggal. Untuk
menafsirkan ulang ajaran Islam, menurut Munawir Sjadzali, paling tidak
membutuhkan dua hal: pertama, kejujuran dan keadilan. Kedua, kebebasan untuk
berijtihad. Munawir percaya bahwa dengan memiliki kualitas tersebut akan mampu
tidak hanya merekonstruksi ulang solusi yang lebih relevan atas problem yang
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dihadapi masyarakat Islam, tapi juga mengurangi perilaku tidak konsisten sebagaian
masyarakat Muslim.
Selain hukum Islam, Munawir Sjadzali juga menafsirkan ulang apa yang
mesti dilakukan oleh seorang Muslim dalam pesoalan politik maupun
kemasyarakatan. Ia mengelaborasi pemikirannya dalam banyak karyanya khususnya
dalam karya Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam ? (1950), Indonesia’s
Muslim Parties And Their Political Concept (1959), Azas Pancasila, Aspirasi Umat
Islam dan Masa Depan Bangsa (1986) dan Islam And Govermenmental System
(1990/1991). Di antara karya-karya tersebut, karya keempat adalah karya yang
paling representatif. Dalam buku tersebut, Munawir Sjadzali menjelaskan empat hal
yang dapat mendukung gagasannya tentang negara non-Islam: ajaran Islam, sejarah
awal Islam, wacana intelektual Islam dan negara dan praktik politik Islam. Munawir
Sjadzali mengukur ke empat elemen dengan pengertian politik tradisi politik Barat
modern. Munawir Sjadzali memulai dengan mengatakan bahwa sistem politik adalah
suatu konsep politik yang ada memfokuskan pada siapa akan menjadi sumber
otoritas negara, pemutus otoritas seperti itu, basis dan metode penentuan siapa  akan
menentukan siapa yang memiliki otoritas tersebut, kepada siapa pemerintah harus
bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawab seperti apa harus dibuat.13
Mengenai elemen pertama, ajaran Islam, ia menganalisis al-Qur’an, Munawir
tidak menemukan contoh sistem politik tetapi menemukan nilai-nilai bagaimana
hidup dalam sebuah masyarakat. Ia merujuk pada pentingnya posisi manusia di atas
bumi (3:26; 57:5; 6:165 dan 10:14), “konsultasi” merujuk pada (3:159; dan 42:38);
13Munawir Sjadzali, Islam and Govermental System: Teachings, History and Reflections
(Jakarta: Indonesia Nederlands Cooperation in Islamic Studies-INIS, 1991), h. 2.
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“ketaatan pada pemimpin (4:59), “keadilan” (16:90; 4:58), “persamaan” (49:13) dan
“hubungan Muslim” dan non-Muslim” (2:256; 10:99; 3:64; 60: 8-9).14
Pada elemen kedua masa awal Islam, ia mendeskripsikan apa yang dipercaya
pemikir muslim sebagai “tipe ideal masyarakat Islam”, yaitu dari masa Nabi sampai
al-Khulafa al-Rasyidun. Munawir Sjadzali mendapatkan bahwa selama periode
empat khalifah, tidak ada metode standar penunjukkan kepala negara. Abu Bakr al-
Shiddiq, ‘Umar bin al-Khaththab, ‘Usman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abu Thalib dipilih
dengan cara berlainan; beberapa orang dipilih melalui media konsultasi sedangkan
yang lain dipilih oleh pendahulu-pendahulu mereka. Nabi sendiri adalah pemimpin
karena Tuhan telah memilihnya untuk menyebarkan pesanNya. Otoritasnya
didasarkan pada “kenabian yang berasal dari wahyu dan bertanggung jawab kepada
Allah atas segala perbuatannya”. Kepemimpinannya atas kaumnya dipertimbangkan
oleh masyarakat sebagai satu kontrak sosial dimana orang dengan berbagai latar
belakang etnis dan agama setuju hidup bersama.
Elemen ketiga berkaitan dengan wacana politik Islam sejak masa klasik
hingga modern. Munawir Sjadzali mendapatkan bahwa enam pemikir pada periode
klasik dan pertengahan mempunyai pendapat berbeda mengenai konsep negara.15 Di
antara mereka, hanya al-Farabilah yang mengidealisasikan elemen-elemen
kenegaraan tanpa memerhatikan dimana seseorang tinggal. Pemikir lain Ibn Abi
Rabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Khaldun menganalisanya hanya
sebagai bagian dari konsep. Mawardi adalah satu-satunya pemikir yang konsepnya
14Munawir Sjadzali, Islam and Govermental System: Teachings, History and Reflections,
h. 3-5.
15Ibn Abi Rabi, al Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, al-Afghani,
Muhammad ‘Abduh, Rasyid Ridha, ‘Ali ‘Abd al-Raziq, Ikhwan al-Muslimin, al-Maududi,
Muhammad Husain Haikal dan beberapa intelektual Islam Indonesia seperti Mohammad Natsir, K.H.
Masykur dan H. Mansur, h.31-138.
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berdekatan dengan evaluasi Munawir Sjadzali. Bagi Sjadzali, ini mengindikasikan
bahwa konsep ini lebih baik diklasifikasikan secara proporsional ke dalam wilayah
historis daripada doktrin.
Munawir Sjadzali melihat dua kelompok pemikir Muslim: pertama,
kelompok Timur Tengah dan sub-kontinental dan kedua, pemikir Muslim Indonesia.
Sebagai bagian dari kelompok pertama, Ia membahas tujuh pemikir Muslim dan satu
organisasi Islam: Afghani, ‘Abduh, Ridha, ‘Ali Abd Raziq, Husain Haikal, Maududi
dan al-Ikhwan al-Muslim pada abad 20. Pada akhir abad 19, dunia Islam bisa
dicirikan berdasar tiga hal: negara-negara Islam jatuh karena konflik internal yang
mengakibatkan lahir reformasi dan purifikasi doktrin dan performance Islam. Kedua,
penetrasi Barat ke negara-negara Islam. Ketiga, superioritas Barat di bidang sains,
teknologi dan organisasi. Pada saat mereka menuliskan pandangan mereka mengenai
purifikasi dan reformasi doktrin-doktrin Islam, menurut Munawir Sjadzali, ada
pengaruh atas kondisi ini. Kebanyakan mereka menulis pendapat mereka bukan
untuk tujuan konseptualisasi satu sistem politik Islam. Di antara pemikir tersebut,
hanya konsep Abu ‘Ala Maududilah yang komprehensif  dan orisinal.16
Terkait dengan kelompok kedua, Munawir Sjadzali mereview pendapat M.
Natsir, KH. Masykur dan Mansur tentang Islam dan negara. Baginya, kesemuanya
setuju bahwa demokrasi seiring dengan ajaran Islam. Mansur yakin bahwa sistem
politik Indonesia didasarkan atas ”kedaulatan rakyat” dan karena itu berarti, sebuah
sistem Islam. Tokoh-tokoh NU dan Masyumi mengkhawatirkan kemungkinan bahwa
parlemen atau pemerintah mengeluarkan undang-undang yang berlawanan dengan
ajaran atau hukum Islam. Walaupun pada dasarnya mereka menerima prinsip-prinsip
dasar Pancasila sebagai asas tunggal, mereka juga mengkritisi penafsirannya,
16Nanan Tahiq (ed.), Politik Islam, Ed. I (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2004), h. 65.
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Munawir Sjadzali menginformasi bahwa kritik ini berlandaskan kecurigaan yang
rawan. Ia lalu merujuk kepada sejarah Indonesia dan politisi Muslim (terutama dari
Golkar) pada masa Orde Baru yang tidak berasal dari partai Islam, untuk
mengabarkan bahwa tidak pernah ada peraturan pemerintah yang menindas Islam.
Sebaliknya, wakil-wakil pemerintah yang mayoritas bukan berasal dari partai Islam,
memperlihatkan “tanggung jawab yang tinggi terhadap ajaran agama mereka.”17
Elemen keempat berkenaan dengan dua kali periode praktik politik Islam.
Pertama, adalah periode klasik dengan pembahahasan di seputar Syi’ah, Khawarij
dan Mu’tazilah dalam politik, Syi’ah merupakan satu kelompok muslim yang
menawarkan konsep imamah atau kepemimpinan berdasarkan ahl al-bait. Khawarij
adalah kelompok muslim lain yang lebih demokratis dan terbuka terhadap
kepemimipinan Islam; sedangkan Mu’tazilah adalah orang-orang Islam yang melihat
kepemimpinan Islam didasarkan pada pilihan rakyat. Kedua, adalah periode modern,
membagi dunia Islam menjadi tiga wilayah: wilayah pertama terdiri dari Saudi Arabi
Maroko dan Jordania; kelompok kedua, meliputi Mesir dan negara Islam lain dengan
sisitem pemerintahan yang serupa; dan wilayah terakhir terdiri dari Turki dan
Pakistan.
Mengenai periode awal, Munawir Sjadzali mencatat bahwa umat Islam
mempunyai kesan yang berbeda mengenai penafsiran ajaran Islam dan perilaku
mereka dalam politik. Munawair Sjadzali menyimpulkan bahwa perbedaan ini
mengimplikasikan bahwa Islam tidak mencakup satu sistem politik. Beberapa
prinsip yang disebutkan dalam al-Aqur’an maupun sunah lebih jika  dilihat sebagai
nilai atau norma Islam. Kesan ini diperkuat dengan surveinya tentang praktik politik
Islam terjadi pada tiga model negara: kerajaan, sekuler dan negara Islam. Ketiga
17Nanan Tahiq (ed.), Politik Islam, Ed. I, h. 66.
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model ini dalam beberapa hal dipengaruhi oleh tradisi Barat seperti prinsip
demokrasi, pemerintahan parlementer dan kedaulatan rakyat yang eksis pada hampir
semua negara yang ia bahas.
Melihat pandangan Munawir Sjadzali tentang Islam dan politik (negara) di
atas, dapat dikemukakan bahwa dalam mendiskusikan Islam dan politik (negara),
Munawir Sjadzali memulainya dengan menggiring sebuah topik kepada persoalan
ilmiah, membandingkannya dengan pendapat lain dan kemudian kembali lagi ke
konteks awal lalu menawarkan solusi. Berdasarkan hal tersebut, argumennya untuk
menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak punya sistem politik adalah didasarkan
pada bukti-bukti historis, doktrin dan konseptual. Ia berhasil mengilustrasikan
bahwa gagasan negara Islam bukanlah solusi tepat bagi umat Islam yang hidup
dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Lagi pula, tanpa label partai Islam
atau lebih radikal lagi, negara Islam, umat Islam Indonesia seperti halnya wakil-
wakil Golkar telah menunjukkan implementasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan
mereka. Dalam pengertian bahwa negara sangat memerhatikan perkembangan
lembaga-lembaga keagamaan. Karena itu, Munawir Sjadzali dapat dimasukan ke
dalam daftar kelompok pertama dan kedua yakni nasionalis dan Islam “yes” partai
Islam “no”. Dalam konteks wacana Islam dan negara, dinamisasi merupakan kesan
realistis yang segera muncul ketika mencoba membaca pemikiran politik Munawir
Sjadzali. Di satu sisi, Munawir Sjadzali meyakini bahwa Islam adalah agama yang
paling sempurna dan lengkap termasuk di dalamnya membicarakan tentang
hubungan Islam dan negara, di sisi lain, secara tegas, Munawir Sjadzali menyatakan
bahwa tidak ada konsep “negara Islam”, baik dalam al-Qur’an maupun sunah.
Dinamisasi pemikiran politik Munawir Sjadzali tersebut, selanjutnya mengerucut
pada sebuah pemikiran tertentu tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan.
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Di kalangan umat Islam sampai sekarang, Munawir Sjadzali berpandangan
bahwa terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.18
Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam
pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan,
sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan
pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.
Kesempurnaan Islam dapat ditemukan dalam al-Quran. Para penganut aliran ini pada
umumnya berpandangan bahwa:
1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula
antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara
umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketetanegaraan Islam dan tidak perlu
atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah
sistem yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad saw. dan oleh empat al-
Khulafah al-Rasyidin.
Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid
Quthb, Syekh Muhammad Rasyid  Ridha dan Maulana A’la al-Maududi.
Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian
Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini
Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya
dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia
dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Nabi tidak pernah dimaksudkan
untuk mendirikan atau mengepalai suatu negara.
18Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Ed. 5 (Jakarta:
Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), h. 1.
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Tokoh-tokoh yang termasuk dalam aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq
dan Dr. Thaha Husein.
Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba
lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, melainkan Islam
mengajarkan tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tapi, aliran ini juga menolak
anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat hanya mengatur
hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa
dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata
nilai etika bagi kehidupan bernegara19.
Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol
adalah Muhammad Husain Haikal.
Munawir menolak pandangan pertama karena bagi Munawir dalam al-Quran
tidak ditemukan tata politik atau pemerintahan yang khas Islami. Begitupun juga
konsep pemerintahan pada masa al-Khulafa al-Rasyidin maupun pasca al-khulafa al
–Rasyidin atau sistem politik kontemporer tidak ditemukan suatu khas yang Islami.
Kendatipun demikian, Munawir berkeyakinan bahwa Islam hanya menyajikan suatu
tauhid yang dari padanya terpancar hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama yang
mampu dijadikan inspirasi bagi umat Islam yang bergairah untuk mentaati ajaran
Tuhan pada situasi dan kondisi di negara tertentu. Inilah alasan Munawir Sjadzali
menolak pandangan kedua.
Munawir Sjadzali menerima pandangan ketiga dengan alasan setelah
memperhatikan kelemahan-kelemahan mendasar pada kedua aliran tersebut, kiranya
cukup bertanggung jawab terhadap Islam kalau kita cenderung mengikuti aliran
ketiga.  Aliran yang satu menolak anggapan bahwa Islam terdapat segala-galanya,
19Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Ed. 5, h. 2.
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termasuk sistem politik. Pada sisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam
adalah  agama yang sama sekali sama dengan ajaran agama-agama lain. Aliran yang
percaya bahwa di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang  di temukan dalam al-Qur’an
yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan
memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman
lainnya, antara satu budaya dengan budaya yang lain.
Dalam konteks Indonesia dapat dikatakan bahwa ide-ide politik seperti itu,
jelas sangat berperan dalam membentuk pandangan Munawir tentang sifat negara
bangsa Indonesia dan kedudukan Pancasila sebagai idiologi nasional negara. Menilik
karakter dari pemikiran politik Munawirr Sjadzali, jelas bahwa Munawir mendukung
konsep tentang negara-bangsa. Dalam batasan-batasan tersebut, Munawir melihat
bahwa bentuk dan struktur negara nasional yang sekarang ini berkembang
merupakan model yang paling memungkinkan dalam konteks alam Indonesia.
Karenanya, Munawir Sjadzali mendukung dan menerimanya. Seperti banyak
pemimpin Islam lainnya. Munawir beranggapan bahwa konstruk idiologi negara
yang sekarang ini ada hendaknya dipandang sebagai tujuan final umat Islam.20
Terlepas dari pertimbangan teologis di atas, Munawir melihat adanya
sejumlah faktor lain yang membuat konstruk negara kebangsaan dapat diterima.
Termasuk di dalamnya adalah kenyataan bahwa pertama, negara tidak hanya
menjamin kebebasan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, tetapi yang
juga memberi fasilitas; kedua, mayoritas penduduk kepulauan nusantara adalah
20Munawir Sjadzali pernah menyampaikan makalah dengan tema “Wawasan Perjuangan
Muslim  Indonesia” Pada Dies Natalis HMI ke-43 di Yogyakarta, pada tanggal 4 Februari 1990.
Lihat. H. Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa (Cet. 1; Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), h. 74-75.
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Muslim; dan ketiga, konstitusi negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam.
Inilah situasi hubungan Islam dan negara yang berkembang di Indonesia sejak
pertengahan 1980-an. Dalam pandangan Munawir, Indonesia secara bertahap
berkembang menjadi sebuah “negara yang beragama (religious state), yaitu sebuah
negara yang memerhatikan implementasi dan perkembangan nilai-nilai agama tanpa
harus menjadi negara “teokrasitis”.21 Dalam konteks demikian, agama memberikan
dasar-dasar spiritual, etis dan moral bagi pembangunan nasional.
Pada tahap demikian, dapatlah dikatakan bahwa faktor utama penerimaan
Munawir Sjdzali atas konstruk negara-bangsa adalah kenyataan bahwa Indonesia
memberikan kesempatan yang luas bagi umat Islam untuk menjalangkan ajaran
agamanya. Hal ini juga diperkuat oleh realitas lain bahwa idiologi Pancasila dan
UUD 1945 tidak bertentangan dengan Islam bahkan mencerminkan nilai-nilai Islam,
seperti prinsip monoteisme transendental, musyawarah, keadilan sosial dan lain-lain.
Munawir Sjadzali berusaha menunjukkan kepada umat Islam pada umumnya
dan umat Islam Indonesia pada khususnya bahwa pertanyaan apakah Islam
mengajarkan sesuatu konsep baku tentang sistem pemerintahan atau negara.
Berdasarkan hal tersebut, Munawir Sjadzali berpendapat perlu dicermati secara
doktrinal dan historis.
Pencermatan secara doktrinal mendorong Munawir Sjadzali untuk
mengadakan pengkajian atau penelitian ulang terhadap al-Qur’an, hadis dan Piagam
Madinah. Pengkajian secara historis, menggairahkan dia mencermati sistem
ketatanegaraan pada masa al-Khulafau al-Rasyidin maupun pemikiran tokoh-tokoh
Islam terkenal seperti Abi Rabi al-Farabi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun,
21H. Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, h. 80.
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al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abd Razak. Abu A’la al-Maududi
dan Muhammad Husain Haikal.
Pengkajian secara doktrinal dan historis membuahkan suatu pertanyaan
dalam diri Munawir Sjadzali yang menekankan bahwa tidak ditemukan suatu konsep
baku apapun dalam Islam tentang sistem pemerintahan negara. Yang ditemukan
adalah sistem pemerintahan atau negara termasuk pemindahan kekuasaan adalah
keharusan untuk bermusyawarah sebagai prinsip utama keyakinan Islam.
Munawir Sjadzali berpendapat bahwa prinsip utama Islam telah lama
diberlakukan dan diimplementasikan dalam kehidupan menegara di Indonesia, yaitu
terjadinya musyawarah untuk mencapai mufakat. Itulah tauhid  menjadi dasar pokok
bagi kehidupan bermasyarakat dan barbangsa di Indonesia. Dengan demikan, secara
dogmatis, Islam yang diyakini oleh Munawir Sjadzali memiliki peran yang amat
besar di Indonesia karena umat Islam merupakan pendukung utama ditegakkannya
idiologi utama Pancasila. Dengan kata lain, jika bangsa ingin Pancasila tetap
langgeng hendaknya pemerintah mengadakan pendekatan yang akomodatif terhadap
umat Islam. Karena umat Islam meyakini bahwa dasar kebangsaan Indonesia adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila. Dengan
demikian, ibadah kepada Allah melalui pemberlakuan hukum-hukum dan ajaran
agama tentu saja telah dikontekstualisasikan di Indonesia merupakan suatu
keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar untuk dijalankan di Indonesia.
Munawir Sjadzali beranggapan bahwa jika pada era 40-an dan 50-an kaum
Islam pernah menunjukkan keseganan untuk menerima Pancasila. Hal itu bukan
berarti bahwa umat Islam menolak Pancasila pada dirinya sendiri melainkan yang
ditolak atau dicurigai oleh umat Islam adalah penafsiran Pancasila yang menopoli
oleh golongan sekularis. Oleh karena itu, jika Orde Baru mampu menyajikan
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penafsiran terhadap Pancasila secara lebih memadai, seperti dirumuskan dalam
kalimat bahwa Indonesia bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama maka
umat Islam segera mengingatkan pemerintah agar memberikan kompilasi-kompilasi
yang memberikan tempat dan peranan terhormat.
Melihat pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemikiran politik
Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan negara dapat ditemukan suatu usaha
sungguh-sungguh yang memberikan tafsiran terhadap Pancasila secara Islami
sehingga bertitik tolak dari tafsiran itu, negara (pemerintah) dapat berperan sebagai
alat bantu bagi diberlakukannya hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam yang tentu
saja telah menjalani reaktualisasi dan kontekstualisasi di Indonesia. Dengan kata
lain, pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan negara,
menurut penulis, terdapat  relasi tarik menarik antara agama dan negara.
Berdasarkan analisa di atas, penulis berpendapat bahwa konsep atau sistem
pemerintahan yang ingin dibangun oleh Munawir Sjadzali adalah konsep
musyawarah yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, misalnya: Musyawarah,
Keadilan, Persamaan dan sebagainya. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa
Munawir Sjadzali, di samping sebagai negarawan, ulama dan pemikir Islam yang
produktif, ia juga seorang teolog yang telah berhasil dan mampu menggabungkan
tiga kecenderungan sekaligus, yaitu kepakaran dalam ilmu politik, kehandalan
diplomatik dan keahlian dalam studi Islam. Kemudian Munawir Sjadzali juga
mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia untuk senantiasa
menghayati dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara secara Pancasilais.
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C. Kontribusi Pemikiran Politik Munawir Sjadzali Terhadap Perpolitikan di
Indonesia
Hubungan antara Islam dan politik, bukan hanya telah banyak dibicarakan
dan ditulis, tapi juga dipandang sebagai hal  yang tidak terelakkan. Walaupun, pada
agama-agama selain Islam pengalaman hubungan tersebut juga dijumpai. Namun
dalam Islam hubungan tersebut semakin terasa relevansinya, terutama pada masa
sekarang, misalnya saat perdebatan tentang tema kebangkitan Islam dan hubungan
Islam dengan konsep-konsep politik, seperti negara, kekuasaan, susunan masyarakat
dan lain-lain sedang berlangsung. Berbagai konsep politik tadi dalam hubungannya
dengan Islam telah banyak pula dikemukakan oleh para ahli dan telah melahirkan
pemikiran-pemikiran serta teori-teori politik dalam Islam.22
Pemikiran-pemikiran serta teori politik tersebut sudah muncul sejak masa
klasik, masa pertengahan hingga masa modern Islam sekarang ini. Pada ketiga masa
itu, silih berganti tokoh dan pemikir Muslim yang telah memberikan kontribusi
pemikirannya di bidang politik dalam rangka memberi jawaban atas masalah pokok,
adakah sistem politik dalam Islam.23 Misalnya, salah satu tokoh yang diharapkan
dapat memberikan jawaban atas masalah pokok tadi adalah Munawir Sjadzali.
Kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap pemikiran politik di
Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya sangat besar. Hampir
22Moch. Qasim Mathar, Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia pada Masa Orde Baru
dalam Perspektif Islam (Cet. I; Makassar: 2011), h. 30.
23Pembagian periode sejarah tersebut, seperti yang  ditulis oleh Harun Nasution. Menurut
Harun Nasution, Sejarah Islam dapat dibagi kepada: 1. Periode Klasik (650-150), terdiri dari a. Masa
Kemajuan Islam I (650-1000 M, yang meliputi masa-masa Khulafa Rasyidun, Bani Umayyah dan
Bani Abbasiyah); b. Masa Disentegrasi (1000-150 M ); 2. Periode Pertengahan (1250-1500 M) terdiri
dari a. Masa Kemunduran I (1250-1500 M) b. Masa Kerajaan-kerajaan Besar ( 1500-1800 M, yang
meliputi fase kemajuan Islam II ( 1500-1700 M) dan fase kemunduran  II (1700-1800 M); 3. Periode
Modern (mulai 1800 M); Harun Nasution, Islam Ditinjau Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta:  UI
Press, 1985), h.56-58.
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mencakup semua aspek ajaran Islam sehingga dalam pemikirannya ditemukan Islam
sebagai pedoman hidup yang lengkap. Bahkan dalam karyanya, Munawir Sjadzali
memberikan analisis yang sangat tajam dan seringkali kontroversial.
Secara umun kebijakan Munawir Sjadzali sangat relevan dengan mainstream
pemikirannya yang lebih menekankan pentingnya substansi dari pada formil dan
legal. Adapun kontribusi maupun kebijakan-kebijakan Munawir Sjadzali terhadap
perpolitikan di Indonesia.
1. Di lihat dari aspek sosial politik, Kebijakan yang pernah ditempuh oleh
Munawir Sjadzali sebagai menteri agama adalah pernah mengurungkan
dukungannya terhadap proyek H.B. Jassin24 seorang kritikus sastra Indonesia
terkemuka dan mempunyai reputasi tersendiri sebagai intelektual didikan Barat
pertama yang menerjemahkan al-Qur’an ke dalam Bahasa Indonesia yang puitis.
Proyeknya tentang rencana menerbitkan kitab suci al-Qur’an dalam wajah puisi
tersebut, menurut Munawir Sjadzali, mudaratnya lebih banyak dari pada
manfaatnya.
2. Kasus Undang-undang Peradilan agama (UU No. 7 Tahun 1989).
Pada dekade delapan puluhan telah terjadi perubahan yang drastis dalam
bidang sosial, agama dan khususunya politik. Umat Islam dalam menyalurkan
aspirasi politiknya bukan lagi terjebak pada bentuk-bentuk formalisme dengan
kecenderungan eksklusifitas yang tinggi seperti tuntutan berdirinya negara Islam,
suatu tuntutan yang ternyata tidak didukung oleh banyak orang Islam sendiri. Pada
dekade ini, pendekatan politik yang mereka lakukan lebih substantif dan integratif.
Perjuangan mereka lebih mengarah pada sikap-sikap inklusif dan menghindarkan diri
dari pemisahan-pemisahan kategoris yang kaku. Inklusifitas itu ditujukan dengan
24Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela ( Cet. V; Yogyakarta: PT LKiS Printing
Cemerlang, 2010), h. 23.
168
pengembangan dan sosialisasi wacana bahwa umat Islam adalah bagian dari kategori
sosial yang lebih luas yaitu bangsa Indonesia. Menurut catatan Bahtiar Effendi,
tujuan tertinggi dari perubahan orentasi politik demikian itu adalah terbentuknya
hubungan yang saling melengkapi dan harmonis antara Islam dan negara dan
sebaliknya bukan hubungan yang antagonistic-jukstaposional sebagaimana terjadi
pada periode-periode sebelumnya yang ternyata selalu berakhir dengan kegagalan.
Munawir Sjadzali, di lihat dari latar belakangnya yang santri dan
pengetahuanya yang cukup luas atas kitab-kitab klasik Islam serta pengalamannya
yang panjang dalam birokrasi menjadikan Munawir sebagai tokoh yang dipandang
tepat memangku jabatan Menteri Agama dalam dua periode, yakni periode di mana
pemerintah sedang memperkuat landasan Pancasila sebagai idiologi negara dan
organisasi sosial-politik dan kemasyarakatan. Selama menjabat Menteri Agama,
tidak sedikit hal-hal yang telah dilakukan oleh Munawir Sjadzali. Setidak-tidaknya
ada agenda yang menonjol dan berkaitan erat dengan persoalan umat Islam
Indonesia, yaitu tugas untuk menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-
masyarakatan, Pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan Penguatan
keberadaan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
Keputusan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal
telah membawa sejumlah implikasi positif terhadap kehidupan keagamaan di negeri
ini. Di antaranya, kesediaan negara untuk lebih menakomodasikan aspirasi umat
Islam. Peraturan-peraturan agama tidak hanya diakui tetapi juga dijalankan.
Lembaga Pengadilan Agama juga diakui tetapi juga dijalankan. Pengadilan Agama
juga diakui sejajar dengan lembaga-lembaga pengadilan lain. Di samping itu,
kehidupan keagamaan di kalangan masyarakat juga semakin semarak. Kajian-kajian
keagamaan muncul di kantor-kantor dan hotel-hotel berbintang. Terdapat
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antusiasme yang besar di kalangan masyarakat untuk mengkaji Islam. Karena
dipandang berhasil menjalankan tugas-tugasnya, Munawir Sjadzali kembali
dipercaya oleh Mandataris MPR untuk menjabat Menteri Agama dalam kabinet
pembangunan V.
3. Asas Pancasila Tunggal Pancasila
Munawir Sjadzali teringat ucapan seorang tokoh Islam yang menyatakan
bahwa kalau sekarang ini masih banyak yang mempertanyakan tentang dapat
tidaknya ormas-ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk
kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali
mengajak tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada di Indonesia untuk mencari jalan
bagaimana melaksanakan amanat GBHN 1983 tentang asas itu bagi ormas-ormas
yang bersifat keagamaan tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman. Dalam upaya
tersebut, Munawir Sjadzali bertitik tolak pada prinsip bahwa bukan maksud MPR
untuk menggantikan agama dengan Pancasila. Motivasi satu-satunya dari amanat
GBHN 1983 tersebut adalah agar masalah asas itu sudah dapat diselesaikan secara
tuntas sebelum Republik ini “timbang terimakan” kepada generasi pasca-45. Karena
dikhawatirkan kalau masalah yang sangat mendasar tersebut belum juga tuntas
sebelum alih generasi ini. Misalnya, timbul lagi krisis-krisis nasional seperti
pengkhianatan Gestapu/ PKI tahun 1965 dan lain-lain.
Munawir Sjadzali mengatakan jika hal tersebut terjadi lagi maka usaha untuk
mengembalikan kesatuan bangsa ini merupakan pekerjaan yang sulit, lebih sulit
dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh Karena itu, Munawir Sjadzali mengambil
langkah-langkah untuk mengantsipasi hal tersebut, yakni:
a. Memamfaatkan forum Wadah Masyarakat Umat Beragama yang merepsentasikan
majelis-majelis agama seperti Mui, DGI,MAWI, Parisada Hindhu Dharma dan
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Walubi. Misalnya, pada Desember 1983, Munawir dalam kapasitasnya sebagai
Menteri Agama meminta forum tersebut untuk menyelenggerakan pertemuan.
Kemudian pokok-pokok pikiran pertemuan tersebut selanjutnya dikirimkan
kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri sebagai masukan
penyusunan RUU Keormasan. Meskipun demikian, bukan berarti masalah
Pancasila sebagai asas tunggal ini telah selesai.
b. Munawir Sjadzali juga menugaskan jajaran staf ahli Menteri Agama untuk
berdialog dengan para pemimpin ormas Islam. Dialog ini dimaksudkan untuk
menjaring pendapat dan aspirasi mereka berkaitan dengan keputusan politik
pemerintah tersebut. Munawir Sjadzali berpandangan bahwa keputusan
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ini bukan hanya tepat, tetapi juga
penting untuk menjamin integrasi nasional di masa depan. Sebaliknya, tuntutan
sebagian kelompok Islam untuk menjadikan Islam sebagai idiologi negara atau
bahkan mendirikan negara Islam dalam konteks Indonesia adalah tidak tepat. Ide
tersebut secara konseptual tidak ditemukan rujukannya dalam al-Qur’an dan hadis
hanya memberikan prinsip-prinsip dasar penyelenggeraan dan pengaturan negara,
seperti musyawarah, keadilan dan persamaan. Apalagi pemerintah sendiri tidak
ada maksud untuk menggantikan agama dengan pancasila atau pun menagamakan
Pancasila.”Jika masih ada kelompok-kelompok yang menentang Pancasila sebagai
asas tunggal, penolakan ini hanya didasarkan pada a priori saja.”
c. Sebagai Menteri Agama, Munawir Sjadzali juga mengajak umat Islam untuk
menerima negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sasaran terakhir
aspirasi politik, bukan sasaran sementara untuk mencapai sasaran-sasaran lainnya.
Meskipun Munawir Sjadzali telah mengadakan dialog dengan para tokoh agama,
reaksi keras dari pemimpin dan aktivis Islam tetap tidak terhindarkan. Deliar
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Noer, salah serang tokoh intelektual yang cukup berpengaruh mengatakan bahwa
pandangan-pandangan Munawir Sjadzali tidak merefleksikan intelektualisme,
tetapi lebih merefleksikan dirinya sebagai politisi yang berperan sebagai juru
berbicara pemerintah Orde Baru. Deliar Noer mengakui bahwa di bawah Orde
Baru kehidupan keagamaan mengalami perkembangan menggembirakan. Akan
tetapi, harus juga dicatat bahwa pembangunan yang dicanangkan semakin
besarnya kesenjangan antara “yang kaya” dan ‘yang miskin”, kristenisasi,
sekularisme, konsurimisme, kejahatan dan prostitusi.25
Penolakan Deliar Noer terhadap Pancasila sebagai asas tunggal didasarkan
pada dua alasan pokok.
1) Pancasila sebagai asas tunggal selain bertendensi pada terbentuknya partai
tunggal, juga akan menghalangi kebebasan masyarakat dalam
menyampaikan aspirasinya yang merupakan ciri utama masyarakat yang
demokratis.
2) Keliru melihat konflik yang terjadi pada masa kampanye merupakan
akibat perbedaan idiologis di kalangan partai-partai peserta pemilu. Deliar
Noer menunjuk pemiliu 1955 yang berlangsung tanpa konflik sebagai
bukti. Padahal partai-partai peserta Pemilu waktu itu mendasarkan diri
pada idiologi yang berbeda-beda.26
Di tangan kelompok-kelompok lain, kritisime dari pemimpin dan aktivis
Islam selanjutnya berkembang menjadi penolakan total. Menurut penjelasan resmi
pemerintah, penolakan ini memuncak pada peristiwa kekerasan antara sekelompok
25Deliar Noer, Islam dan Pemikiran Politik: Basahan Kitab” Islam dan Tata Negara” oleh H.
Munawir Sjadzali ( Jakarta: LIPPM, 1990), h. 20-21.
26Lihat Deliar Noer, Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan,
1983), h. 52-61.
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umat Islam dan aparat pemerintah di Jakarta pada 1984, yang popouler dengan
‘Peristiwa Tanjung Priok”. Peristiwa yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa ini
dalam pandangan pemerintah, akibat sikap militan sebagian kaum Muslim dalam
menyikapi Pancasila sebagai asas tunggal. Selanjutnya, peristiwa kekerasan ini
diikuti peledakan BCA (Bank Central Asia) di Jakata, Candi Borobudur di Jawa
Tengah dan Kompleks Marinir Cilandak.
Rentetan peristiwa tersebut oleh Munawir Sjadzali dipandang sebagai bentuk
ekstrem penolakan aktivis dan pemikir Islam lama terhadap keputusan menjadikan
Pancasila sebagai asas tunggal. Sementara ormas-ormas Islam yang besar dan
berpengaruh, seperti NU dan Muhammadiyah, tidak menunjukkan sikap mereka.
Sebaliknya, ormas-ormas tersebut malah aktif mencari informasi yang akurat dari
pemerintah tentang maksud di balik keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas
organisasi sosial kemasyarakatan. Akhirnya, seluruh ormas Islam bersedia menerima
Pancasila sebagai asas organisasinya. Misalnya, organisasi Islam pertama yang
menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah NU, Muhammadiyah, HMI,
MUI dan hampir seluruh organisasi-organisasi masyarakat Islam seperti Peti, SI,
Persis, PMII dan sebagainya. Di antara ormas-ormas Islam tersebut hanya PII yang
tidak bersedia menerima Pancasila sebagai asas tunggal sampai batas waktu yang
diberikan pemerintah (Mendagri) habis.
Terkait dengan peristiwa tersebut, Munawir Sjadzali menyimpulkan bahwa
pemerintah Orde Baru ternyata memerhatikan pendapat masyarakat. Hal ini tampak
dalam perbedaan antara RUU keormasan dan UU No. 8 Tahun 1985 di banyak sekali
penyempurnaan-penyempurnaan mendasar. Munawir Sadzali menyebut pola yang
dipakai oleh NU sebagai contoh. Selain itu, Munawir Sjadzali juga mendapat
pengetahuan bahwa ternyata demokrasi Pancasila mampu menyalurkan aspirasi
173
rakyat. Dengan kesimpulan tersebut, tidak heran jika Munawir Sjadzali
mempertanyakan kelompok atau individu yang tidak bersedia menerima Pancasila
sebagai asas tunggal dengan pertanyaan:” Jika masih ada kelompok-kelompok Islam
yang masih menolak Pancasila sebagai asas tunggal, mereka mewakili siapa?”
Keberhasilan Munawir Sjadzali menuntaskan masalah Pancasila sebagai asas
tunggal bagi ormas-ormas berhaluan keagamaan selanjutnya menjadi batu loncatan
agi suksesnya program-program Munawir Sjadzali yang lebih belakangan. Di antara
yang menonjol adalah pembenahan IAIN dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di
bawahnya; restrukturisasi Peradilan Agama dan Koodifikasi Hukum Islam; dan
reaktualisasi Islam.
Masalah gangguan terhadap kerukunan antar umat beragama ini muncul
kepermukaan dan memanas setelah peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Waktu itu
timbul beberapa peristiwa di beberapa daerah yang diperkirakan dapat mengganggu
keserasian hubungan antar umat beragama dan pada gilirannya akan mengganggu
kesatuan dan persatuan bangsa. Karena itulah pemerintah segera berupaya
mengatasinya antara lain dengan  menyelenggerakan “Musyawarah Antar Umat
Beragama” pada  30 November 1967, di Jakarta yang disponsori oleh Menteri
Agama (Alm.) K.H. Moh. Dahlan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama. Usaha ini
dinilai berhasil karena dari sanalah bermula lahirnya semangat untuk mengembankan
kerukunan hidup beragama. Dalam hal kerukunan umat beragama ini, Menteri
berikutnya dilanjutkan oleh H. Mukti Ali dengan program Dialog Antar Agama,
kemudian dilanjutkan oleh H. Alamsyah Ratu Prawiranegara sebagai Menteri
Agama dengan programnya Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, yang biasa
dikenal dengan formula Tri Kerukunan Hidup Beragama, yaitu : Kerukunan hidup
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intern umat yang seagama, Kerukunan hidup antar umat yang berbeda agama, dan
Kerukunan antar umat-umat beragama dengan pemerintah.
Begitupun juga, Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama melanjutkan
program-program Menteri Agama sebelumnya. Misalnya, Munawir Sjadzali
mengharapkan agar Mabes ABRI mendukung Departemen Agama dalam
pembinanaan politik, antara lain dengan memberikan dukungan bagi suksesnya
muktamar organisasi keagamaan, seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain.
4. Penyempurnaan SKB Tiga Menteri 1975
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan lembaga pendidikan tinggi
Indonesia yang memiliki posisi strategis. Bukan hanya karena jumlahnya banyak (14
buah) dan tersebar di berbagai provinsi, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan
yang secara khusus mengkaji dan mengembankan ilmu-ilmu keislaman. Dalam
kaitan ini, IAIN tidak hanya muncul sebagai jalur formal, lebih dari itu telah
melahirkan sarjana-sarjana Muslim yang berpengetahuan luas dan sanggup
berkomunikasi dengan unsur-unsur  modernitas. Namun, posisi strategis IAIN ini
tidak diimbangi dengan landasan hukum yang kuat padahal sebagai lembaga
pendidikan tinggi negara IAIN tergolong tua. Kondisi demikian berimplikasi pada
kecilnya anggaran yang diterima IAIN, khususnya jika dibandingkan dengan
perguruan tinggi negeri lannya yang bernaung di bawah Depdikbud. Kecilnya
anggaran tersebut menyebabkan perkembangan IAIN tersendat-sendat. Bahkan di
mata Munawir Sjadzali, struktur dan organisasinya pun masih tampak rancu.
Menghadapi kondisi tersebut, Munawir Sjadzali segera melakukan
pembenahan terhadap IAIN. Pembenahan pertama dilakukan dari segi dasar hukum
dan kedua dari segi sumber daya manusia.
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Di lihat dari segi dasar hukum dalam pembinaan IAIN, Munawir Sjadzali
berhasil dalam upaya melahirkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1985 yang
memberikan status, perlakuan dan fasilitas kepada 14 IAIN yang sama dengan
perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dijabarkan dengan keputusan Presiden No.
9 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi IAIN yang dilengkapi pula dengan SK
Menteri Agama No. 14 s/d 27 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja 14 IAIN. Dengan peraturan-peraturan tersebut maka IAIN mempunyai status
yang kokoh dan perlakuan serta fasilitas yang sama dengan perguruan-perguruan
tinggi lain yang berada di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di
samping makin mantap landasan dan arahnya.
Peraturan Pemerintah itu selanjutnya dijabarkan dalam Keppres No. 9 Tahun
1987 yang kemudian menjadi bagian dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Dalam UUSPN tersebut, pendidikan agama diletakkan sebagai
sub-sistem pendidikan nasional. Setelah berhasil membenahi segi dasar hukum IAIN,
langkah Munawir Sjadzali selanjutnya adalah melakukan pembenahan dari segi
sumber daya manusia. Pertama kali mendapat perhatian Munawir Sjadzali adalah
sistem pendidikan madrasah. Selama ini madrasah dianggap sebagai lembaga
pendidikan kelas dua dibandingkan dengan sekolah umum. Fasilitas yang minimal,
lokasi yang kebanyakan di pedesaan dan kurikulum yang tidak seimbang antar
pendidikan agama dan umum menyebabkan lembaga ini tidak banyak menghasilkan
bibit unggul bagi IAIN. Dengan kondisi demikian, langkah pertama yang dilakukan
Munawir Sjadzali adalah meninjau kembali SKB Tiga Menteri Tahun 1975, yang di
keluarkan pada masa Prof. Dr. Mukti Ali menjabat Menteri Agama. SKB Menteri
tersebut, antara lain, menetapkan bahwa Madrasah harus bermuatan 70%
176
pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama dengan harapan agar Madrasah
sederajat dengan perguruan umum, terutama segi kurikulum.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Munawir Sjadzali merasa perlu untuk
“menyempurnakan SKB Tiga Menteri”. Bentuk penyempurnaan tersebut adalah
mengadakan “pilot projet” Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan
muatan kurikulum 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Dengan
struktur kurikulum demikian, konsekuensinya tamatan MAPK tidak dapat masuk ke
perguruan tinggi umum, tetapi mereka adalah bibit-bibit unggul dari IAIN. Dengan
proyek tersebut, harapan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang sejalan
dengan tantangan modernitas melalui IAIN lebih cepat terwujud.
Karena Mutu IAIN banyak ditentukan oleh mutu pendidikan pada jenjang-
jenjang pendidikan di bawahnya maka beliau pun membuat langkah-langkah
peningkatan mutu pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Misalnya,
memprakarsai berdirinya Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan
kurikulum 70 % agama dan 30% umum. Program ini dimaksudkan untuk mencetak
ulama yang menguasi bahasa Inggeris dan Arab (mampu membaca Kitab Kuning)
dan mempersiapkan calon mahasisiwa IAIN yang lebih bermutu.
Dalam hal pengembangan Sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,
Munawir Sjadzali, juga berperan penting dalam mengembangkan kerja sama luar
negeri, terutama pada pendidikan tinggi. Pada akhir Pelita V sejumlah 225 dosen
IAIN dan Pegawai Departemen Agama telah memanfaatkan program-program
kerjasama dengan Australia, Inggris, Canada, Amerika Serikat dan Turki, selain ke
negara-negara Timur Tengah. Dari kerja sama dengan beberapa negara tersebut yang
paling menonjol adalah kerjasama dengan Canada dan Amerika Serikat.
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Kerjasama dengan Canada lima tahun pertama (1989-1994) yang melibatkan
sekitar 75 orang dosen IAIN belajar pada program diploma, S1 dan S2 di Institue of
Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal yang ditandatangani oleh Bapak
Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama dan Ny. Inggrid Hall sebagai Duta Besar
Canada untuk Indonesia, pada tanggal 11 Me 1990. Misalnya, Munawir Sjadzali
mengirim para ahli sejarah Islam, seperti, Taufiq Abdullah, Syafi’i Ma’arif,
mengajar di Institute of Islamic Studies Mc Gill University. Kemudian dilanjutkan
lagi dalam bentuk kerja sama Tahap II (1995-2000) yang melibatkan sekitar 50
orang dosen IAIN untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D.
Proyek pengiriman dosen IAIN ke universitas-universitas Barat dapat
dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Munawir Sjadzali tentang
hubungan Islam dan negara. Munawir Sjadzali menginginkan agar para dosen IAIN
mampu berkomunikasi dengan para teknorat dan birokrat yang rata-rata tamatan
universitas-universitas Barat. Kelompok pertama mewakili kalangan agama,
sedangkan yang kedua memrepresentasikan unsur-unsur modernitas. Dengan
kemampuam komunikasi tersebut maka tidak terjadi lagi kesenjangan antar Islam
dan negara di Indonesia.
5. Undang-Undang Peradilan Agama
Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak sebelum penjajahan Belanda,
yakni dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten dan Sumatera. Namun,
sejak masa penjajahan Belanda sampai dekade 70-an, Peradilan Agama masih
menjadi Peradilan”pupuk bawang”. Hal ini dibuktikan sejumlah indikasi, yaitu :
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a. Sejak 1882 Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak diberi kewenangan
untuk ikut campur dalam pembagian warisan umat Islam. Pada 1937, diperluas ke
wilayah Kalimantan Selatan dan Timur.
b. Keputusan pengadilan perlu dikukuhkan Peradilan Umum, bahkan pelaksanaan
eksekusinya pun dilaksanakan Peradilan Umum.
c. Hakim-Hakim Agama cukup diangkat dan diberhentikan Menteri Agama, berbeda
dengan hakim-hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya melalui
keputusan Presiden. Dengan demikian, Hakim Agama bukanlah Hakim Negara.27
Pembangunan hukum nasional telah diundangkan Undang-Undang No. 14
Tahun tentang kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Dalam
Undang-Undang ini antara lain dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di negara RI
dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan, yaitu
Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Semuanya berpuncak pada
Mahkamah Agung. Undang-Undang ini dengan eksplisit menegaskan bahwa
Pengadilan Agama merupakan sub-sistem dari sistem Peradilan Nasional.
Berdasarkan kondisi objektif tersebut, Munawir Sjadzali melakukan resterukturisasi
Peradilan Agama agar mempunyai posisi sejajar dengan badan-badan pengadilan
lain.
Berkaitan dengan itu, Departemen Agama, mengajukan RUU tentang
Peradilan Agama. RUU itu merupakan hasil pembahasan para ahli hukum, baik dari
universitas umum maupun agama. Namun, pengajuan dan pembahasan RUU
tersebut tidak berjalan mulus. Reaksi keras, baik yang mendukung maupun
27Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Kontesktualisasi Ajaran Islam 70
Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali (Cet. 1; Jakarta; Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
dengan Yayasan Wakaf Paramadina), h. 98.
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menentang datang dari berbagai kalangan. Dukungan keras ini muncul dari kalangan
Islam, sedangkan reaksi yang menentang muncul terutama dari kalangan Kristen dan
Katolik. Di kalangan Katolik, Munawir Sjadzali bahkan dituduh mempunyai
hubungan dan “komitmen rahasia” dengan kelompok-kelompok ekstrem kanan, yaitu
DI/TII. Kelompok ini menuduh bahwa RUU Peradilan Agama ini selain didasari
semangat menghidupkan kembali “Piagam Jakarata” juga mendiskriminasikan
kelompok-kelompok non-Islam.
Di samping itu, PGI sebagai organisasi resmi kelompok Kristen juga
mengeluarkan statmen yang tidak kalah kerasnya. Mereka menolak RUU dan
argumentasi bahwa; pertama, sesuai dengan konsep “Wawasan Nusantara” maka
semestinya hanya ada satu sistem hukum nasional untuk menyelelesaikan masalah-
masalah masyarakat. Kedua, RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945. Meskipun mendapat reaksi keras dan cenderung menjurus kepada konflik,
Munawir Sjadzali tetap tenang menghadapi situasi tersebut.
Reaksi keras tersebut baru mulai reda setelah Presiden menegaskan bahwa
RUU tersebut dimaksudkan untuk melindungi kaum Muslim Indonesia dalam aspek-
aspek yang berkaitan dengan ibadah sebagaimana dijamin oleh pasal 29 UUD 1945.
Munawir Sjadzali sendiri berkeyakinan bahwa kaum Muslimin membutuhkan
pengadilan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di antara mereka.
Munawir Sjadzali berpandangan, RUU tersebut tidak akan mengganggu
kepentingan penganut agama lain. Karena hanya berlaku bagi umat Islam, itupun
masih terbuka peluang untuk memilih. Oleh karena itu, Munawir Sjadzali minta
pengertian kelompok agama lain agar bersedia menerima RUU tersebut.
Di kalangan fraksi pun yang duduk di DPR, misalnya, Fraksi ABRI, Fraksi
PPP, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI turut mendukung penerimaan Undang-Undang
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Peradilan Agama. Akhirnya, atas usaha pemerintah (Departemen Agama) dan
dukungan fraksi-fraksi di DPR, pada tanggal 29 Desember 1989 RUU tersebut,
akhirnya disahkan sebagai UU, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Dengan disahkannya UU Peradilan Agama tersebut maka semua Pengadilan
Agama hanya tunduk pada satu peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 7
Tahun 1989.
6. Proyek Kompilasi Hukum Islam
Membicarakan tentang masalah kompilasi Hukum pada dasarnya adalah
membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia.28 Sejarah telah
mencatat  bahwa Peradilan Agama atau Mahkamah Syari’ah telah berada di
Ind2onesia sejak lama sebelum penjajahan Belanda, yakni pada kerajaan-kerajaan
Islam dahulu. Tetapi sampai tahun 1991 para Hakim Agama belum mempunyai buku
yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, padahal hakim-hakim dari
lingkungan Peradilan Umum mempunyai buku seperti KUHP dan sebagainya.
Hampir bersamaan dengan pengajuan RUU Peradilan Agama, Munawir
Sjadzali juga mengadakan proyek kompilasi hukum Islam. Proyek tersebut
dipandang penting karena selama ini belum ada buku standar yang dapat dijadikan
sebagai rujukan para Hakim Agama dalam memutuskan perkara. Selama ini para
Hakim Agama merujuk kepada sejumlah kitab fikih yang bukan hanya berbeda,
tetapi juga merupakan produk para ahli hukum pada abad pertengahan Islam. Di satu
sisi, kondisi tersebut berimplikasi pada perbedaan keputusan para Hakim Agama
dalam satu masalah yang sama. Di sisi lain, jelas tidak mencerminkan semangat
keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
28Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam  Di Indonesia, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarata:  Akademika
Pressindo, 1992), h. 1.
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Berdasarkan hal tersebut, dalam memberikan kepastian hukum kepada
pencari keadilan, pada bulan Maret 1985 ditandatangani SKB Ketua Mahkamah
Agung dan Menteri Agama tentang pembentukan Proyek Kompilasi Hukum Islam
dengan tujuan penyusunan tiga rancangan buku hukum untuk menjadi pegangan
yang seragam bagi para Hakim Agama di seluruh tanah air, yakni buku pertama
mengenai perkawinan, buku kedua mengenai pembagian warisan dan buku ketiga
mengenai pengelolaan benda-benda wakaf, infaq dan sedekah.
Pada bulan Desember 1987, proyek yang diketuai oleh Prof. Dr. Bustanul
Arifin, SH. telah berhasil menyusun tiga rancagan buku tersebut dan pada bulan
Februari 1988 diselenggerakan lokakarya para ahli hukum Islam, ahli hukum umum,
para ulama dan pemimpin pusat ormas-ormas Islam terkemuka. Para peserta
lokakarya  dengan penuh rasa syukur menerima baik tiga rancangan buku itu dengan
usul perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian pada acara penutupan, para peserta
lokakarya melalui Menteri Agama menyampaikan penghargaan dan terima kasih
umat Islam kepada Presiden atas prakarsa beliau membentuk Proyek Kompilasi
Hukum Islam tersebut.
Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, Menteri Agama
menyebarluaskan kompilasi hukum Islam agar digunakan oleh instansi pemerintah
dan masyarakat yang memerlukan. Kompilasi hukum Islam ini terdiri dari tiga buku:
buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III
tentang Hukum Perwakafan. Menteri Agama sendiri mengeluarkan keputusan No.
154 Tahun 1991 sebagai pelaksanaan Inpres tersebut. Keputusan Menteri Agama itu
antara lain:
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a. Berisi seruan kepada seluruh instansi di bawah Departemen Agama dan instansi
lainnya yang terkait agar memasyarakatkan dan sedapat mungkin menerapkan
kompilasi hukum Islam di samping peraturan perundangan lainnya.
b. Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk
mengkoordinasi pelaksanaan keputusan Menteri Agama RI ini dalam bidang
tugasnya masing-masing.
Dengan selesainya UU Peradilan Agama dan Kodifikasi Hukum Islam,
pengadilan agama menjadi lembaga yang secara formal kuat dan secara material
memiliki buku rujukan yang standar. Dari segi formal dan kelembagaan, pengadilan
agama tidak bisa dikatakan lagi sebagai lembaga “pupuk bawang”. Di samping itu,
karena memiliki buku rujukan yang standar, pengadilan agama berarti telah
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Jika ditelusuri, sosok Munawir bukan hanya terkenal dengan terobosan-
terobosannya dalam pemerintahan, tetapi juga konsistensi pemikirannya, khususnya
berkaitan dengan pandangannya mengenai hubungan Islam dan ketatanegaraan. Jika
ditelaah, pandangan Munawir tentang hubungan Islam dan negara layaknya sebuah
garis lurus; menurutnya tidak ada ketetapan doktrinal yang mengharuskan kaum
Muslim untuk mendirikan negara Islam. Pandangan ini dipegang Munawir sejak
awal perkembangan inteletualnya hingga akhir hayatnya.
Keberadaan Munawir Sjadzali dalam wilayah intelektual Indonesia, tak
diragukan lagi. Ia merupakan salah satu pemikir modern dalam wacana pemikiran
politik Islam di Indonesia. Di satu sisi kehadirannya mampu mendobrak tatanan baru
pola pemikiran politik Islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapan
dengan teks-teks Islam. Dan di sisi lain, secara genial Munawir Sjadzali mampu
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memadukan gagasan-gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda
berdasarkan beberapa kerangka teoritisnya.
Metodologi Ijtihad Munawir Sjadzali dalam menggali hukum, Munawir
menggunakan tiga kerangka metodologi, yakni, pertama adat (kebiasaan), nash
diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jikalau adat berubah, maka gugur pula
dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut. Menurutnya, nash hanyalah
sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam
kondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara nash dan
adat, dan ternyata adat lebih menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan oleh
masyarakat, maka adat dapat diterima. Kekuatan hukumnya sama kuatnya dengan
hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa
sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dianggap baik di sisi Allah.
Kedua, nasakh, yang dalam pandangan Munawir, nasakh adalah pergeseran atau
pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang
diterima oleh Rasul pada masa sebelum-sebelumnya. Munawir sering mengutip
pendapat Mufassir besar seperti Ibn Katsir, Al Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha
dan Sayyid Qutb. Menurut para mufassir tersebut, nasakh merupakan suatu
keharusan karena perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat
dan waktu. Oleh karena itu, nasakh sangatlah diperlukan. Ketiga, maslahah.
Mengutip dari konsep maslahah Althufi bahwa jika terjadi perselisihan antara
kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma, maka wajib mendahulukan
kepentingan masyarakat atas nash dan ijma. Pemikiran Althufi ini dibangun atas
empat prinsip dasar, yakni: 1) Kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruk
tanpa harus dibimbing oleh kebenaran wahyu, 2) Maslahah adalah dalil syara yang
tidak terikat dengan ketentuan nash, 3) Maslahah hanya dapat dijadikan dalil syara
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dalam bidang muamalah, tidak dalam bidang ibadah dan 4) Maslahah adalah dalil
syara yang terkuat. Adat, nasakh dan maslahah selalu menjadi landasan metodologis
Munawir dalam melakukan ijtihad. Kadang ketiganya digunakan secara terpisah, dan
tidak jarang digunakan secara bersamaan. Dalam menerapkan ijtihad di bidang waris
misalnya, Munawir menggabungkan ketiga metodologi tersebut dengan mengangkat
latar belakang sosial masyarakat Solo, Jawa Tengah. Karena, di Solo kaum
perempuan merupakan pihak yang aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga. Dalam konteks masyarakat Arab yang menganut budaya patriakhi (budaya
yang menguntungkan laki-laki), sistem pembagian waris yang ditawarkan Al-Quran
sangat revolusioner, karena perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-
laki.
Namun untuk konteks masyarakat Solo, ketentuan pembagian warisan
sebagaimana ditawarkan Alquran tidak memberikan kemaslahatan dan tidak adil.
Menurut Munawir ayat waris dalam al-Qur’an perlu di nasakh (ditangguhkan
pemberlakuannya) apabila dalam suatu masyarakat berlaku budaya matrilineal atau
bilaterall, seperti di Solo dan sejumlah wilayah di Indonesia. Peran dan status
perempuan di Arab berbeda dengan peran dan status perempuan yang ada pada
masyarakat Solo. Penangguhan pemberlakuan ayat waris dalam al-Quran akan
memunculkan pemikiran baru (ijtihad) yang lebih memperjuangkan nilai
kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dalam pembagian warisan. Hal ini harus
diakui sebagai sebuah produk hukum, agar umat Islam Indonesia tidak terjebak pada
dualisme hukum dalam pembagian warisan. Umat Islam tidak tampak lagi sebagai
orang yang tidak konsisten yaitu mengaku sebagai orang Islam, namun dalam sisi
lain tidak melaksanakan hukum Islam secara holistik dalam keseharian kehidupan
mereka. Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Munawir Sjadzali Dalam
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konteks dunia Islam, perhatian Munawir terhadap masalah hubungan antara Islam
versus negara, yang terutama terefleksikan dalam karya intelektualnya, sebenarnya
sesuatu yang wajar.
Di seluruh dunia Islam, hubungan Islam dan negara memang sudah lama
menjadi satu persoalan pelik. Oleh karena itu, tepatnya sejak keruntuhan
kolonialisame Barat pada pertengahan abad ke-20 negara-negara Islam seperti Turki,
Mesir, Sudan atau Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya membangun hubungan
yang memungkinkan antara Islam dan negara. Di sejumlah negara, posisi Islam
versus negara senantiasa berada pada kutub-kutub pemikiran dan aksi politik yang
saling tarik menarik dan antagonistik. Padahal pada saat yang sama di sejumlah
negara yang lain Islam menduduki posisi penting, baik karena masa lalunya maupun
karena Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya. Oleh karena
itulah, kalangan pengamat muncul pertanyaan krusial: apakah Islam sesuai atau
tidak dengan sistem politik modern, di mana ide negara bangsa (nation-state)
merupakan unsur terpentingnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa kontribusi
pemikiran politik Munawir Sjadzali, memiliki peranan dan pengaruh yang sangat






1. Munawir Sjadzali, di samping sebagai negarawan, ulama dan pemikir Islam
yang produktif, ia juga seorang teolog. Dengan melihat dan
mempertimbangkan gagasan atau pemikiran politik yang dilontarkan oleh
Munawir Sjadzali dapat dikatakan bahwa corak pemikiran politik Munawir
Sjadzali sebagian besar diekspresikan dalam agenda reaktualisasi Islam,
mempunyai kontribusi besar dalam mengembangkan makna baru politik
Islam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran politik
yang dibangun oleh Munawir Sjadzali adalah bersifat substantif ketimbang
formalitas ataupun legalitas menjadi sebuah keharusan, baik secara
keagamaan maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa politik dalam Islam yang hendak didefinisikan ulang dan dibentuk
oleh Munawir Sjadzali adalah bercorak substantif yang berorentasi pada
nilai-nilai ketauhidan yakni musyawarah (syu>ra), keadilan (‘adl) dan
persamaan (musa>wah).
2. Pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan negara
dapat ditemukan sebagai suatu usaha sungguh-sungguh untuk memberikan
tafsiran terhadap Pancasila secara Islami sehingga bertitik tolak dari tafsiran
itu, negara (pemerintah) dapat berperan sebagai alat bantu bagi
diberlakukannya hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam yang tentu saja telah
menjalani reaktualisasi dan kontekstualisasi di Indonesia. Dengan kata lain,
pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan Islam dan negara,
terdapat relasi tarik menarik antara agama dan negara.. Kemudian Munawir
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Sjadzali juga mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia
untuk senantiasa menghayati dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara secara Pancasilais.
3. Kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali terhadap pemikiran politik di
Indonesia khususnya kepada umat Islam pada umumnya sangat besar.
Hampir menyentuh semua aspek ajaran Islam sehingga dalam pemikirannya
ditemukan Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap. Bahkan dalam karya-
karyanya, Munawir Sjadzali memberikan analisis yang sangat tajam dan
seringkali kontroversial.
B. Implikasi
1. Mengingat bahwa banyaknya konsep-konsep kenegaraan yang ditawarkan
oleh para pemikir Islam mulai dari zaman klasik, pertengahan hingga zaman
modern sekarang ini, penulis menyarankan agar perlu memahami corak
pemikiran politik Munawir Sjadzali.
2. Perlunya memahami pemikiran politik Munawir Sjadzali tentang hubungan
Islam dan negara, khususnya di Indonesia sebagai bahan kajian pemikiran
politik Islam sehingga mampu melahirkan paradigma baru dalam mengkaji
realitas sosial keummatan.
3. Perlunya juga memahami kontribusi pemikiran politik Munawir Sjadzali
terhadap perpolitikan di Indonesia secara komprehensif agar menjadi formula
bagi krisis pemikiran dewasa ini.
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